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KATA PENGANTAR 
Filipi 4 :13 
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 
 
Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang tidak henti-hentinya memberikan 
curahan cinta dan berkatnya kepada saya, the most Awesome and Almighty God! I can’t imagine how 
my life without You, and You never stop to make me always wondering “Wow! How amazing Your 
plans to me, Jesus!”. Tuhan memang penuh kejutan! I am so grateful i have You. Teach me how to 
love You more and more.   
 
Kemudian untuk keluarga yang paling keren di planet ini. Orangtua yang sangat super melebihi mario 
teguh. Mama, Animo Pitronela, wanita yang biasa dikira aci-aci tapi dibalik itu dia adalah ibu yang 
sangat mencintai keluarganya, ibu yang tidak akan pernah bisa saya balas kasih sayangnya dengan 
apapun, i love you mom! If i had another mom, i will punch her in the face and go find you mam. 
Papa, Roy Rustam, pria yang banyak orang kira sodaraan sama Roy Marten, terima kasih sudah 
menjadi ayah yang hebat untuk saya. Sekarang, giliran saya yang membalas segala jerih payah papa 
hingga saya bisa seperti sekarang ini. Kalian berdua, terima kasih sudah jadi orangtua yang hebat, i 
love you to the moon and further. Uhuy! Terus, kakak satu-satunya Andry Chart Christian, kakak 
yang sampai sekarang orang masih menyimpan misteri yang mana anak tetangga diantara kita ber2 
(tapi sueerrr kita sodara kandung!), semoga segala mimpimu yang juga masih misteri itu juga 
tercapai, keep it up bro! Juga untuk Opa Philipus yang jauh lebih ganteng dari Ari Wibowo dan Oma 
Bungan yang lebih cantik daripada Atiqah Hasiholan terima kasih sudah menjadi opa oma yang baik 
hati dan sayang sama cucu-cucunya, terima kasih untuk doa dan harapan opa dan oma, akhirnya ada 
cucu yang sarjana. Dan aunty Lian yang selalu menjadi insipirasi saya untuk melanjutkan studi. Juga 
untuk mama ade, mama tua, papa ade, papa tua, sepupu-sepupu yang lain yg tidak sempat saya 
tuliskan. Tidak ada yang lebih dahsyat selain doa orang-orang yang menyayangi kita. Tuhan Yesus 
memberkati. 
 
Untuk pembimbing yang paling keren, Prof. Dr. J. Salusu, M.A, selaku pembimbing I, terima kasih 
prof atas segala limpahan ilmunya, terimakasih sudah menjadi pembimbing sekaligus orangtua untuk 
saya, dan Drs. H. Husain Abdullah, M.Si selaku pembimbing II, terima kasih untuk segala 
bimbingan dan nasihat yang diberikan. Semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Tidak lupa untuk 
ketua jurusan Hubungan Internasional UNHAS, bapak Dr. Adi Suryadi B, M.A dan sekretaris 
jurusan ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si, semoga bapak dan ibu senantiasa dalam lindungan 
Tuhan dan tetap semangat dalam melahirkan anak HI yang berkualitas. Untuk para staff Kak Rahma 
yang telah berjerih lelah membantu kelengkapan berkas mahasiswa yang ingin ujian, semoga kak 
Rahma mempunyai pita suara tebal jadi kalo panggil mahasiswa yang malas urus berkas tidak 
setengah mati lagi, untuk Bunda yang bagaikan ibu peri bagi mahasiswa tingkat akhir yang 
kehilangan arah dan nilai. Keikhlasan Kak Rahma dan Bunda telah malaikat catat untuk bekal surga 
nanti. Tidak ada yang bisa mengalahkan dua wanita ini, bahkan Duo Maia sekalipun. Untuk Kak 
Aswin yang telah turut membantu dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih karena telah rela saya 
usik kedamaiannya dengan Maoisme, kak.  
 
Para tim penguji saya yang paling keren, bapak Agussalim, S.Ip, MIRAP terima kasih untuk 
masukannya untuk skripsi saya pak, senang bisa diuji dengan bapak yang katanya sangar kalo 
menguji, Drs. Aspianor Masrie terima kasih untuk sarannya dan membantu saya dalam persiapan 
presentasi, Muh. Ashry Sallatu, S.Ip, M.Si atau biasa saya panggil kak Gego, terima kasih kak sudah 
memposting saya lagi ujian di Path, untung saja banyak yang love dan waktu menguji bilang ke saya, 
kak Gego seperti mendengar suara Tuhan waktu mendengar saya presentasikan skripsi (saya tidak tau 
itu pujian ato apa kak, tapi berhubung saya memang narsis maka saya anggap itu pujian), dan 
H.Darwis, MA, PhD, salah satu dosen yang saya kagumi di HI karena ilmu dan semangat belajarnya, 
terima kasih untuk segala masukan dan sarannya waktu bapak menguji. Terima kasih untuk ujiannya 
yang menegangkan sekaligus menyenangkan karena mempunyai tim penguji bapak dosen sekalian.  
 
Untuk para pria yang telah ada dalam siklus kehidupan ku, dari jaman SMP yang masih doyan loncat 
pagar sampai sekarang yang tentunya tidak doyan loncat pagar. Januar Richard sang dokter muda 
yang tidak tahan menjomblo lama dan paling gampang dipattol, semoga sumpah dokternya masih 
terus diingat dan dipraktekkan, Ryan C. Salim yang selalu dibully secara rasis padahal dia 
sebenarnya Manado (matanya ji kodong yang sipit) semoga bisa menemukan wanita yang tepat dan 
tahan menghadapi kecuekanmu, dan Zulkifli Hardi teman curhat dan gossip yang paling assoooyy! 
Semoga kisah cinta ta’ tidak serumit kumis dan jenggot yang kamu baru tumbuhkan berkat firdaus. 
Dari SMP sampai sekarang kalian tetap yang paling awesome!  
 
Untuk geng heboh aku waktu SMA, wohoooo!! Syienny semoga kamu sukses jadi perantauan di sana 
nak, cepat pulang yaa, Livia lelaki yang tepat pasti ada suatu saat nanti, fokus sama mimpi dan cita-
cita kamu dulu aja ya, Alvina yang selalu rela jadi bahan bully tapi sekarang cantik mi tawwa, tapi 
tetap ji biasa di bully, Lily semoga bahagia dengan lelaki yang sekarang ya sayang dan semoga tidak 
dilarang lagi pulang malam , Gisca akhirnya lepas juga dari kabut asmara yang penuh drama dan air 
mata itu ya beb, i am happy to look you are happy now, dan Pieter whatever that happen to you, 
remember we always love you. I can’t imagine how boring my life without you all. I love youu so 
much, guys! Dari berantem hingga baikan sampe berantem lagi sampe baikan lagi. Aku sayang 
kalian!  
 
Dan untuk para fabolous people yang ditemani kuliah 4 tahun, HITEN (fabolous tapi gila!) yang 
sudah menjadi seperti keluarga sendiri. Ada Cacang sang ketua angkatan yang tidak berhenti punya 
bahan cerita a.k.a gosip tapi lelaki yang paling pinter memasak, minta dulee eh, Cang! Nana yang 
punya mimpi menjadi MC ibukota, semangat, Na! Kejar terus mimpimu, saya yakin ko pasti bisa. 
Mega dengan segala pemikiran dan mimpi-mimpinya, perempuan yang paling hebat yang pernah saya 
kenal dan paling asik juga diajak gosip, cyiin! Ayu yang menyimpan banyak rahasia yang tak 
terkatakan, sudah bahagia kok, ngapain disimpan lagi! Yang penting.. “Ade, kenapa berdiri sendiri 
disitu?” pfftt! Ina, aku curhat kamu juga curhat jadi kita sama-sama curhat, untung dari semua itu 
accidentaly penculikanlah yang terpenting, semoga kita tetap bisa saling bilang “edd kenapa tiba-
tiba?! Iyo paeng, jemput ma.” Ami yang kalo cerita selalu ingat 5W1H, biarpun kita hanya bertanya 
“Ami siapa itu yang lewat?”, ceritanya bisa mengalahkan panjangnya resume LOI, tapi yang paling 
baik hati jika diminta tolong, Eqi sungguh beruntung, semoga langgeng ya dengan lelaki yang biasa 
ke-pede-annya overload ini, tapi baik ji Eqi, ya kan yak?! Salam love, peace dan gaul, qi! Yaya yang 
dengan ikhlas dan tabah biasa saya bully, tapi saya akui kesuburan badanmu meningkat seiring 
dengan kebahagiaanmu, semoga terwujud untuk hijrah ke Aussie. Fahmi, orang cilekes yang terikhlas 
yang pernah saya kenal, tidak bisa ka cepat naik ujian kalo tidak ada ki! Semoga Boy William 
follback ko, Maul, si anak sulung yang sekarang merangkap jadi kepala keluarga, semoga kau tidak 
pernah mendendam ketika saya panggil ko dengan Jawa. Semangat, bro! Fiqhi, yang paling tidak bisa 
direm mulutnya, kadang bingung kenapa saya mau berteman sama manusia ini, mantan kordi humas 
yang parakang proker, semoga tidak ada yang meneruskan madilog mu. Evan, si lelaki Maros yang 
punya cita-cita Maros menjadi Provinsi, yang paling tau bikin ketawa orang. Semoga ko bisa bilang 
“S”. Radit, anak band, suka pake baju kotak-kotak dan kekerenannya masih jauh diatas SMASH, 
typical yang disuka anak SMA yang catokan, berbehel, dan ber Iphone, semoga bisa mendapatkan 
tambatan hati yang pas. Bang Dhito, yang paling andalan kalo mau ke mana-mana, cerita-cerita 
didalam mobil, sampai jokes yang biasa hanya kami ber2 yang mengerti, yang paling asik diajak 
kimmalu dalam mall. Chelsy, semoga sukses di China, semoga mimpimu bangun toko roti tercapai, 
dan semoga yang mengutang di kau lekas mereka bayar, they don’t have any idea how scary you are 
kalo menagih. Tya, yang kisah cintanya seperti drama FTV, semoga diberikan jalan keluar dan kamu 
bisa bahagia menentukan kisah asmaramu sendiri. Oshin, apa jadinya aku tanpa running man-mu 
ocing?! Apa jadinya kehidupan muda ku tanpa nongkrong dirumahmu hingga tengah malam cing?! 
Semoga lelaki batak toraja bisa kau dapatkan. Wanita yang entah kenapa kalo liat saya pasti ketawa. 
Lya, saya tidak bisa jadi penyiar kalo bukan karena cewek ini yang bikinin CV-nya, orang yang 
paling cihuy diajak gosip, apalagi soal..ah sudahlah! Jangan di sini. Tata, Beyonce-nya HITEN, 
semoga bisa menjadi guru vocal yang keren dan mengalahkan Mbak Berta, you go girl! Krisna, 
menurutku orang yang paling malang nasibnya karena tidak akan pernah bisa makan konro, coto, 
pallubasa, spagheti, pizza, dan burger. Widya, cimaang! Orang yang senantiasa ter-bully secara 
keseluruhan tapi tidak pernah mendendam, makanya aku sayang kamu, ancuali! Windy, harusnya kita 
barengan ujian, tapi gak jodoh kali ya, tapi untung kita bersamaan di Baruga, hihi. Rere, yang 
sekarang jadi anak geol beut pasca tragedi skripsi, tapi salut deh sama kamu bisa bangkit secepat 
kamu jatuh *tjiiaahh!* Citra, semoga S2nya lancar dan tercapai keinginannya jadi prof. Ime, si tinggi 
semampai dan putihnya yang kayak pake bclean. Aini, minum ko cerebrovit biar gak pikun, tapi skill 
masak gak kalah sama Gordon Ramsay. Jiji, putri Jeneponto yang rawwangang. Adey, putri SulBar 
yang tidak kalah rawwangangnya dari putri Jeneponto. Mully, semoga kamu bisa mengalahkan 
cetarnya Princess Syahrini. Dhita, haruskah aku menyanyikan lagu jelangkung biar kamu muncul, 
dhit? Kamu di mana?. Hendra, yang sebenarnya lumayan gagah kalo tidak bicara. Kiki, 
mmm...errrr...semoga sukses dengan buku novel karangannya. Djuned, air di rumah mu boleh saja 
asin, asal kisah hidupmu jangan ikutan asin, kalo terlalu asin bisa darah tinggi. Jul, bangun ko itu eh, 
olahraga kek, apa kek, jangan game terus diurus, nda keram itu badanmu posisi buddha terus? 
Mahfud, enterpreneur muda HITEN, semoga kau lebih sukses dari koko-koko di MTC. Kak 
Mamad, semoga keluarganya berkah dan langgeng ya kak, tetap jadi kepala keluarga yang keren, 
kak. Nining, ibu muda yang cantik dan ampuh bikin envy para gadis yang ingin menikah muda, 
semoga bahagia ya dengan keluarga kecilnya. Iqbal, cara ampuh biar tidak galau skripsi adalah 
dengan ketik ki, sibuu! Jangan pasang status terus. Mail, semoga lekas sembuh dan lekas ujian akhir 
yaa, eh btw leher mu mana mail? Pfft! Nunu, lulus meko nu, tidak ada alasan lagi ko masih lanjutkan 
kisah hidupmu “Ratapan cucu yang tersakiti” harus ko bangkit! Semangaaattt! Nini, lama ku mi nda 
pernah liat ko ni? Kangeen deh! Bucca, semoga band indie Dunce Dance sukses, semoga bisa jadi 
manajer band yang awesome, eh itu 7Icon cari manajer, nda minat ko? Nita gadis Maluku yang suka 
banget sama 1D, semoga kamu bisa bertemu Zayn Malik, dkk (saya lupa lagi personel yang lain), 
Nune mamak kecil tapi besar tawwa anunya, eh apanya di? Aduh ku lupai. Rewa di medsos, ketemu 
langsung bede. Saya culik Omar ine! Yuyun, yang suara ketawanya melebihi nada tingginya Mariah 
Carey, semoga sukses di negri sebrang. Daus, yang paling rese! Jangko lagi datang ke rumah ku baru 
teriak-teriak, cilekes! Vian, rajin-rajinlah itu ke kampus, cepat selesai kuliahnya, dan semangat saja 
terus! Challul, semoga selain gunung dan pantai, kuliah mu bisa kau taklukkan, secepatnya. HITEN 
yang penuh dengan orang-orang hebat dengan mimpi masing-masing. Angkatan yang paling bebal, 
dikatain suka ngambil lahan jurusan sebelah, eh ups! Tapi bukan salah kita dong, ya! Kita nya aja 
yang emang hebat.  
 
Untuk HIMAHI, tempat teduh untuk belajar, dari ilmu hingga keikhlasan. Terima kasih untuk 4 
tahun ini, terima kasih pernah dipercayakan mengurus. Semoga tetap bisa menjadi tempat belajar bagi 
mereka yang haus akan ilmu. Ada 3 syarat wanita seksi, dia harus cerdas, dia harus keren, dan dia 
harus berhimpunan. Untuk para gadis yang membaca ini, ingatlah syarat itu, niscaya bukan hanya pria 
ber-pome dan skinny jeans yang suka sama kamu, tapi semua jenis pria akan suka sama kamu, biar 
yang kamu tidak habis pikir kenapa pria jenis itu belum punah juga. Contohnya adalah teman saya 
Amirah, dia primadona FISIP, kenapa contohnya bukan diri saya? Karena para pria itu tau, saya 
makan seperti kuli dan ketawa seperti kunti. Jadi, saya hanya bisa buat tekor dan bikin malu, katanya. 
Ya, begitulah.  
 
Adik-adik 2011, Toso semangat jadi DPO semoga bisa kamu bisa dapatkan typical bad boy kesukaan 
kamu tapi gak douchebag, Agor dan Hedar kalo bertengkar ko ber2 apa rumusan masalahnya? 
Konsep apa kalian pake? Noufal dan Viko bisanya kalian tidak didapat pi sama Greenpeace?! Ade 
semoga beasiswa mu bermanfaat dek, seperti mecin dalam indomie, Afni anu apa namanya 
anu..hahaha! sukses ya afni, doa ibumu menyertai, Wiwin dan Fitrah humas harga mati! Rindang 
bos rindang jii! Aji ingat perbincangan kita diatas motor waktu itu? Ah, saya juga lupa. Dan yang 
lain, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maaf kalo biasa ada yang merasa ter-bully secara 
tidak langsung oleh mulut saya yang biasa tidak bisa saya filter. 2012, Dian dan Dewe remember, aku 
bully karena aku sayang *hueeekk!* ganti leging mu dian! Dewe cuci kakimu sebelum ke kampus! 
Semoga kalian berdua tetap ikhas aku bully, mmmuaaahh! Amel kamu tidak gemuk, kamu itu 
errr...chubby (?), Vivi move on, jangan alay kalo galau, Fifi apa ji, oleh2ku mana??, Tilla nda tau ka 
apa mau ka bilang di ini orang, semoga ada yang bisa mengerti jokesmu selain saya dan Irene yang 
request mau paragraf sendiri, tapi nda cukup mi eh. Semoga lelaki impianmu bisa kau dapatkan, 
jangan terlalu sering baca 50 Shades of Grey, perbanyak doa supaya jodoh lancar. Cerita dan gosip 
yang pernah kita bicarakan biarlah tetap tersimpan. Semoga tidak hanya lipstick mu yang cerah, tapi 
masa depan mu juga. Nita, Ama, Ai, Tika, semangat dek. Jangan cuma tau ketawa kalo saya bully 
Dian, bantu ki juga tawwa. 2013, yang sampai sekarang masih sering saya lupa namanya. Maaf kalo 
muka ku terlalu sekke’, tapi saya baik ji orangnya asal ko kasih ka makanan. Adik-adik yang lain 
yang tidak sempat saya sebutkan, maaf kalo pernah ada yang ter-bully oleh ku secara verbal. 
Ketahuilah, itu tidak berasal dari hati. Why so serious?!  
 
Senior, Kak Dede apa film baru sekarang kak? Heheh Yang sempat santer namanya terkenal di 
medsos, sabar kak, hollywood never leave you alone. Kak Rio, what can i say? Udah kayak kakak 
sendiri soalnya, semoga sukses, lucky to know you. Kak Gilang, sukses di Jakarta kak, kak masih 
berlaku ji antar pulang kalo misalnya main-main ka ke Jakarta? Traktir Siomay juga dulee! Semoga 
wanita tambatan hati bisa didapatkan (adajikah yang mau?) Kak Arga, wampisss dulee kak! Cilekes. 
Kak Ridho, Kak Riri, Kak Michael, Kak Koni, Kak Awal, semuaaanyaaaa deehhh! Dian Sastro 
ucapin banyak terima kasih untuk semuanya. Awesome ki memang ini seniorku! 
 
Madama Radio (87.7 fm) , Kak Sesy head station terkeren! Semoga sukses bersama moment kak. 
Kak Ijha, Kak Dikus, dan Kak Irwin, trio cetar marketing lebih keren daripada AB3, gak apa-apa 
iklan banyak asal gaji lancar, aheeeeyyy! Kak Jacky, terima kasih untuk segala ilmu yang dikasih 
dalam hal broadcasting, no pain no gain! Bang Ucan dan Kak Iko, yang sudah mempercayakan saya 
yang awam ini untuk menyiar. Kak Azhe yang selalu bikin rame kantor. Kak Ek tempat sharing 
horror story tapi udah sama-sama tau kalo kita ber2 penakut. Kak Mj, yang punya suara tersekseh se-
Madama, Kak Dian yang paling centil, Rori untuk segala masukannya untuk urusan nyiar, Mita 
teman seangkatan di Madama, sukses yaa dek! Kak Zadly, Kak Achlan, Kak Cipta, Didi, Kak 
Nadia, Kak Adji, Kak Jenny, Kak Romy, dan Kak Dhika, tengkyuu tengkyuuu kak untuk segala 
masukan dan ilmu nya. Go go Madama! #LAGUJAGOANKAMU (teteup). 
 
Dan untuk Ignasius Priyono, yang selalu tampil apa adanya tapi usaha dan jerih payahnya tidak 
pernah apa adanya. Terima kasih sudah rela menampung segala kegalauan dan kekesalan selama 
menyelesaikan skripsi ini. Thank you for making me laugh everyday! Biarlah orang menebak kita 
berdua bagaimana sebenarnya, yang penting kita sudah sama-sama tau jawabannya. Stay same, 
because that’s how you become as the only one Ignasius Priyono that i know.  
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ABSTRAK 
 Rindhy Angraeny, E131 10 007, dengan judul skripsi “Diplomasi Tahta 
Suci Vatikan Dalam Mendukung Kebebasan Beragama di Tiongkok (Katolik 
Roma)” di bawah bimbingan Jonathan Salusu selaku pembimbing I dan Husain 
Abdullah selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi 
oleh Vatikan dalam usaha diplomasinya ke Tiongkok menyangkut kebebasan 
beragama. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk mengetahui strategi dan 
dampak dari diplomasi Vatikan dalam mendukung kebebasan beragama di 
Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Teknik 
pengumpulan data diperoleh melalui data primer berupa hasil telaah pustaka 
melalui mengumpulkan berbagai literatur yang berupa buku, jurnal, dokumen, dan 
berbagai sumber valid dan data sekunder berupa hasil wawancara melalui 
responden. Seluruh data dianalisa secara kualitatif.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peluang dan tantangan 
yang dihadapi Vatikan dalam usaha diplomasinya ke Tiongkok. Peluang tersebut 
adalah faktor sejarah di mana Vatikan lebih duluan menanamkan pengajarannya 
di Tiongkok kemudian adanya dukungan dari lembaga, Tiongkok mengaksesi 
Deklarasi Universal HAM, dan Konstitusi Vatikan Konsili II Gaudium et Spes. 
Sedangkan tantangannya adalah tidak ada hubungan diplomatik yang resmi, 
sedikitnya uskup yang sah dari Paus di Tiongkok, kemudian adanya perbedaan 
ideologi pemerintah, selain itu persyaratan Tiongkok yang menginginkan Vatikan 
memutuskan hubungan dengan Taiwan. Strategi yang dipakai oleh Vatikan adalah 
dengan memakai Ecclesiastical Diplomacy serta mengadakan pertemuan dengan 
pihak Tiongkok untuk membahas kebebasan beragama dan diakuinya Katolik 
Roma di Tiongkok. Dampak yang dihasilkan dari diplomasi Vatikan ini tidak 
terlalu berdampak ke Tiongkok namun dapat berdampak pada dunia internasional 
jika Vatikan meminta dukungan pada organisasi internasional, negara, dan 
lembaga dengan tujuan yang sama.  
 
Kata Kunci : Vatikan, Tiongkok, Katolik Roma, Ecclesiastical Diplomacy.  
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ABSTRACT 
 Rindhy Angraeny, E131 10 007, "Holy See Diplomacy On Supporting 
Freedom of Religion In China (Roman Catholic)" under the guidance of 
Jonathan Salusu as a mentor I and Husain Abdullah as supervisor II, 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, 
University of Hasanuddin, Makassar.  
 
This study aims to determine the opportunities and challenges faced by the 
Vatican on its diplomatic efforts in China regarding religious freedom. In 
addition, this study is also useful to know the strategies and the impacts of 
Vatican diplomacy on supporting religious freedom in China. The method used is 
descriptive and analytical. Data collection techniques in the form of primary data 
obtained through the review of literature through the literature put together in the 
form of books, journals, documents, and a variety of valid sources and secondary 
data from the interviews the respondents. All data were analyzed qualitatively.  
 
The results of this study indicate that there are several opportunities and 
challenges faced on the Vatican diplomatic efforts to China. These opportunities 
are a factor of history in which the Vatican is first instilling in Chinese teaching 
and the support of institutions, China acceded the Universal Declaration of 
Human Rights, and the Constitution of Vatican Council II, Gaudium et Spes. 
While the challenge is there is no formal diplomatic relations between both 
countries, there are only few legitimate bishops from the Pope in China, then the 
difference in the ideology of governments, in addition to the requirements of the 
Chinese who want the Vatican cut ties with Taiwan. The strategies employed by 
the Vatican is to wear Ecclesiastical Diplomacy and holding a meeting with China 
representative to discuss religious freedom and recognition of Roman Catholicism 
in China. Impacts resulting from this Vatican diplomacy has little impact to China 
but can have an impact on the international community if the Vatican asks for 
support to international organizations, countries, and institutions with the same 
goals.  
 
Keywords: Vatican, Chinese, Roman Catholic, Ecclesiastical Diplomacy. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Hak Asasi Manusia atau HAM adalah sesuatu hal yang sangat penting yang 
melekat pada tiap diri manusia sejak ia dilahirkan. Dengan HAM, seorang 
manusia berhak untuk mendapat kehidupan, pendidikan, dan mengutarakan 
pendapatnya kepada khayalak umum. Sehingga dapat dikatakan HAM adalah hal 
yang sangat penting dan substansial yang harus dimiliki oleh seorang manusia. 
Namun, perlu juga diketahui bahwa HAM hanya akan sia-sia dimiliki oleh 
seseorang apabila keadaan dan lingkungan eskternal manusia itu sendiri, tidak 
mendukung dan melindungi HAM yang mereka miliki. Negara beserta 
pemerintahnya adalah pihak yang paling kuat yang diharapkan untuk dapat 
melindungi dan menjunjung tinggi HAM yang dimiliki oleh setiap individu yang 
tinggal dalam wilayahnya tersebut. 
Dunia global dewasa ini, telah banyak membicarakan dan mendapatkan isu-
isu yang berkenaan dengan HAM. Isu – isu HAM ini dapat berupa berbagai 
macam kasus seperti kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak-anak 
di negara yang sedang berkonflik atau miskin, hak berbicara dan mengutarakan 
pendapat, hingga hak dalam memeluk agama yang diyakini. 
Permasalahan-permasalahan HAM ini dipandang serius oleh masyarakat 
global. Karena permasalahan HAM ini dapat menyebabkan berbagai masalah lain 
yang akan timbul, seperti rakyat yang memprotes dan melakukan revolusi 
terhadap pemerintah atas nama HAM, sehingga menggoyangkan stabilitas negara, 
baik itu ekonomi maupun politik.  
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Oleh karena itu, dunia internasional melihat betapa penting dan krisisnya 
HAM ini untuk diperjuangkan di berbagai belahan dunia, karena hingga zaman 
demokrasi sekarang, masih saja terdapat pelanggaran HAM di berbagai negara.  
Dalam rangka untuk mengurangi dan bercita-cita untuk menghapuskan segala 
bentuk pelanggaran HAM, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, pada 10 
Desember 1948 memproklamasikan dalam United Nations Universal Declaration 
of Human Rigths, dan khususnya pada artikel kedua, berisi: 
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth on this 
Declaration, without distinction of any kinds, such as race, colour,sex, language, 
religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or 
other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the 
political, jurisdictional, or international status of the country and territory to 
which of person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or 
under any other limitation of sovereignty.
1
 
 
Afirmasi dalam Universal Declaraition of Human Rights (UDHR) ini, 
menjelaskan bahwa betapa penting dan perlunya HAM dijadikan sesuatu yang 
universal dan komunitas internasional harus memperlakukan HAM secara adil dan 
merata diseluruh belahan dunia. HAM harus tegakkan dan dilindungi tanpa 
melihat atau mempertimbangkan hal-hal yang bersifat politik, status internasional 
dari sebuah negara dan tempat di mana seseorang itu berada. Dengan kata lain, 
negara punya kewajiban untuk melindung HAM setiap orang yang berada dalam 
wilayah kekuasaannnya tanpa mempertimbangkan politik dan status internasional 
yang dipegang oleh negara yang bersangkutan.  
Namun, meskipun HAM telah menjadi fokus perlindungan bagi dunia 
internasional, tetap saja terjadi pelanggaran HAM atau kebijakan – kebijakan 
                                                          
1
United Nations, 1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights, article 2 
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negara yang tidak sesuai dengan standar HAM yang telah diakui oleh dunia 
internasional. Banyak isu pelanggaran HAM yang terjadi oleh berbagai aktor, 
misalnya saja oleh perusahaan yang memperkerjakan buruh dengan tidak sesuai 
standar Organisasi Buruh Internasional (ILO), atau bahkan aktor pelanggar HAM 
itu sendiri adalah aktor yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan 
melindungi HAM, dalam hal ini adalah negara. Melalui kebijakan dan 
kepentingan politiknya, negara bisa saja mengesampingkan atau bahkan 
memanfaatkan HAM sebagai alat untuk mencapai kepentingannya.  
Berdasarkan urgentsitas masalah HAM yang telah dipaparkan inilah, dalam 
penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia 
khususnya dalam kebebasan untuk meyakini / memeluk agama. Kebebasan dalam 
beragama masih menjadi isu yang dipermasalahkan dalam dunia internasional. 
Karena bagi sebagian pihak menganggap bahwa agama bukan hanya sekedar 
keyakinan terhadap Tuhan tetapi bisa dimanfaatkan sebagai perpanjangan tangan 
kepentingan politik negara atau bisa juga menjadi ancaman untuk suatu negara 
jika tidak mendapat kekangan langsung dari negara yang bersangkutan. Agama 
telah menjadi polemik yang cukup kompleks di dunia internasional. Sebagian 
negara di Eropa pun pernah dilanda ancaman satu agama yang diprediksi akan 
menguasai wilayah Eropa jika makin bertambah jumlah masyarakat yang 
memeluknya, agama yang di maksud adalah agama Islam. Kemudian ketakutan 
ini merambah ke wilayah negara – negara di Eropa yang merasa terancam atas 
makin bertambahnya jumlah penduduk yang memeluk Islam. Akibatnya, 
muncullah kebijakan yang melarang untuk memakai perangkat -  perangkat 
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keagamaan agama Islam di tempat-tempat publik, ditekannya jumlah pendatang 
dari Arab yang merupakan pusat dari peradaban agama Islam, hingga sampai ke 
aturan-aturan sekolah yang melarang murid beragama Islam untuk bersekolah. 
Dari kasus di Eropa ini, dapat di lihat bahwa agama bisa menjadi suatu 
ancaman yang dianggap serius dan berbahaya untuk suatu negara. Ketakutan akan 
agama bukan hanya terjadi di kawasan Eropa tapi juga terjadi di kawasan Asia. 
Maka, dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai salah satu negara 
yang berada di benua Asia, yaitu negara Tiongkok yang melihat agama sebagai 
suatu ancaman bagi negaranya. Eropa hanyalah sebagai satu permulaan contoh 
kasus bahwa agama bisa saja menjadi ancaman bagi negara.  
Berangkat dari sejarah, Tiongkok telah beberapa kali merubah 
kebijakannnya mengenai hak dalam kebebasan memeluk agama
2
. Agama Katolik 
Roma merupakan agama yang paling disoroti dan berpengaruh besar dalam tiap 
pengambilan kebijakan Tiongkok mengenai agama. Sejak Tiongkok masih berupa 
Dinasti hingga sampai sekarang menjadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang 
dikuasi oleh Partai Komunis Tiongkok, Katolik menjadi satu bagian dari sejarah 
Tiongkok dan tidak dapat dilepaskan jika mengenai agama.  
Awal masuk agama Katolik di Tiongkok pada saat Dinasti Yuan (1271-
1368)
3
. Di mana seorang uskup misionari Katolik Roma berkebangsaan Itali, John 
of Montecorvino tiba di Beijing (Khanbalik) pada tahun 1294. Dari tahun 1299 
hingga 1305 membangun dua buah Gereja di sana. Kemudian John mempelajari 
                                                          
2
Vincent Goossaert, 2005, “State and Religon in Modern China : Religious Policies and Schorary 
Paradigm”, Academia Sinica, hlm. 2. 
3
Roman Catholicism in China - CrisisMagazine.htm , di akses pada tanggal 1 Oktober 2013, pukul 
14.00 WITA 
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bahasa yang dipakai oleh masyarakat Beijing, dari pengetahuan akan bahasa 
Tiongkok itulah akhirnya John menterjemahkan salah satu Kitab dalam Alkitab, 
yaitu Amsal. 
Selama Dinasti Yuan ini, agama Katolik Roma tumbuh secara pesat dan 
sukses. Enam abad kemudian, terjemahan Kitab Amsal milik John of 
Montecorvino ini menjadi inspirasi uskup misionari selanjutnya, yaitu Venerable 
Gabrielle Allegra pergi ke Tiongkok dan menyelesaikan terjemahan yang dibuat 
oleh John pada tahun 1968 setelah usahanya selama 40 tahun.  
Kemudian berlanjut pada Dinasti Ming (1368 – 1644) dan Qing (1644 – 
1911) selama Reformasi Katolik besar-besaran di seluruh dunia termasuk Asia, 
para misionari pun menetapkan diri di Tiongkok. Pada masa ini, Katolik Roma 
berkembang pesat di Tiongkok. Hal ini membuat Dinasti Qing mengizinkan untuk 
penginjilan masuk sampai Tibetan. Penyebaran agama Katolik di Tibet juga 
berkembang dengan mulai banyak penduduk yang berpindah agama ke Kristen. 
Puncaknya pada tahun 1905, terjadi perlawanan dari para kaum biksu yang tidak 
senang melihat makin banyaknya kaum Tibetan yang berpindah agama. Mereka 
menyerang dan membunuh para misionaris dan kaum Tibetan yang memeluk 
agama Kristen.  
Tahun 1942 Vatikan membangun kembali hubungan diplomatik dengan 
Tiongkok. Lalu setelah itu, terjadi perang sipil di Tiongkok, Partai Komunis 
Tiongkok memenangkan konflik tersebut pada tahun 1949 dan mengambil alih 
Tiongkok dan mendirikan ibukota Republik Rakyat Tiongkok di Beijing. Sebagai 
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konsukuensinya, pemerintah nasionalis Tiongkok dipindahkan secara paksa dari 
Nanking ke Taipei, Taiwan.
4
 
Realitas ini sebagai penanda akhir dari hubungan diplomatik Tahta Suci 
Vatikan dengan Tiongkok. Partai komunis Tiongkok lalu memutuskan hubungan 
diplomatik dengan Vatikan pada tahun 1951. Hal ini membuat Vatikan kemudian 
memindahkan Kedutaan Apostoliknya ke Taipei, Taiwan yang masih berdiri 
hingga sekarang. Setelah Tiongkok memutuskan hubungan diplomatiknya dengan 
Vatikan, Partai Komunis Tiongkok pun membentuk agama Katoliknya sendiri dan 
menamakan Chinese Patriotic Catholic Association di mana ajaran agama Katolik 
tidak lagi bersumber dari Vatikan, tetapi di negri Tiongkok sendiri, dan yang 
sekaligus memilih Uskup adalah pemerintah  Partai Komunis Tiongkok. Bukan 
hanya itu, Republik Rakyat Tiongkok juga membuat kebijakan tentang agama 
yang berada di Tiongkok.
5
 
Dari sini, dapat dilihat bahwa Tiongkok menganggap Vatikan dan agama 
Katolik yang dibawanya adalah suatu ancaman bagi negara Tiongkok. Sebagai 
negara komunis, Tiongkok pasti mempunyai tujuan untuk sedapat mungkin 
menghalangi masuknya pengaruh atau injeksi dari luar negaranya dalam bentuk 
apapun, khususnya pengaruh budaya Barat yang demokrasi dan menjunjung tinggi 
kebebasan bersuara dan memeluk agama. Vatikan dipandang Tiongkok sebagai 
ancaman yang serius dalam mendoktrin warga negaranya lewat pengajaran 
agamanya.  
                                                          
4
Landry V, 2012 ―The Diplomatic Relations between The Holy-See and Republic of China from 
1942 –2012: History, Challenges, and Perspective‖, National Chengchi University, hlm. 7 
5
Catholicism in China Today   Crisis Magazine.htm, diakses pada tanggal 2 Oktober 2013, pukul 
14.00 WITA 
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Takhta Suci Vatikan memang mempunyai keunikan, selain sebagai pusat 
dari pengajaran agama Katolik, Vatikan juga diakui secara internasional sebagai 
negara yang berdaulat dan dapat mendirikan kedutaan besarnya di negara mana 
pun yang membuka hubungan diplomatik dengannya. Vatikan mendapatkan hak 
internasionalnya pada tahun 1929 dalam perjanjian Lateran, di mana Itali sebagai 
tempat berdirinya Vatikan mendeklarasikan bahwa, ―Italy recognize the 
sovereignty of the Holy-See in international matters as an inherent attribute in 
conformity with its traditions and the requirements of its mitions to the world.”6 
 Melaui perjanjian Lateran ini, Taktha Suci Vatikan pun mendapatkan 
kedaulatannya, dan menjadi negara yang independen sekaligus negara yang 
menjadi pusat pengajaran umat Katolik. Inilah yang dianggap Tiongkok sebagai 
ancaman, lewat segala kedaulatan dan hak-hak yang diberikan kepada Vatikan, ini 
bisa saja mempengaruhi jalannya pemerintahan Komunis Tiongkok di Republik 
Rakyat Tiongkok. Pemikiran ini juga dikuatkan oleh pendapat Xiawen Ye, 
Direktur Birokrat Kementrian Agama Tiongkok yang mengatakan bahwa, ―In the 
last decade and more…the influence of the religion has not been weakened; 
instead it has grown greatly.”7 
Pendapat dari Xiawen Ye ini, jelas bahwa Tiongkok berusaha mengontrol 
bahkan mengambil alih keagamaan di Tiongkok demi melindungi pemerintahan 
yang komunis. Imbas dari ketakutan ini, tidak hanya di rasakan oleh umat Katolik 
saja, tapi agama yang telah dilegalisasikan pemerintah Tiongkok, yaitu : Kristen 
Protestan, Buddha, Islam, dan Thaois. Agama-agama ini mendapat kontrol penuh 
                                                          
6
Landry V, op.cit., hlm.19. 
7
Xiawen Ye, China’s Current Religious Question: Once Again in Inquiry into the Five 
Charatheristics of Religion, Taipei,  (Mar,22,1996). 
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dari pemerintah Tiongkok dan hanya dapat melakukan kegiatan keagamaan yang 
disetujui oleh pemerintah.
8
 Hal ini menyebabkan Tiongkok menjadi sorotan dunia 
internasional dalam masalah HAM menyangkut kebebasan beragama. Kebijakan 
Tiongkok ini menuai kontroversi. Berdasarkan deklarasi Vienna mengenai HAM, 
Tiongkok tidak dapat dikatakan memenuhi kewajibannya sebagai penjaga dan 
pelindung HAM. Vatikan merupakan negara yang fokus terhadap kebijakan 
Tiongkok ini. Apa sebenarnya yang menjadi kepentingan Vatikan dalam 
mendukung kebebasan beragama di Tiongkok ini kemudian apa pengaruh yang 
dirasakan oleh Tiongkok ketika Vatikan ikut serta mendukung kebijakan ini 
menjadi pertanyaan besar dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang inilah, 
penulis kemudian mengambil judul; ―Diplomasi Tahta Suci Vatikan Dalam 
Mendukung Kebebasan Beragama di Tiongkok (Studi Kasus : Katolik Roma) ‖. 
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana Tahta Suci Vatikan 
mendukung kebebasan beragama di Tiongkok serta usaha-usahanya melalui 
gerak-gerak diplomasi yang akan diambil oleh Vatikan. Vatikan menjadi aktor 
yang mempengaruhi dan objek pengaruhnya adalah Tiongkok mengenai 
kebebasan beragamanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa 
sebenarnya yang menjadi kepentingan Vatikan dalam gerak-gerak diplomasinya 
mengenai kebebasan beragama Tiongkok ini. Juga bagaimana Tiongkok akan 
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Vincent Goossaert, Op.Cit., hlm.5. 
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bertindak dan memperlakukan kebijakan kebebasan beragamanya ini setelah 
Vatikan berusaha kembali membangun hubungan diplomasi dengan Tiongkok. 
Penelitian ini dibatasi pada Kebijakan Dalam Negri Tiongkok yang berisi 
pembentukan agama Katolik Tiongkok yang independen dibawah kontrol Partai 
Komunis Tiongkok dan secara otomatis tidak mengakui ke-Paus-an di Vatikan. 
Kemudian, puncaknya pada masa pemerintahan Paus Benediktus XVI (2007) 
Vatikan mencoba membuka kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Dari 
sini, penulis merumuskan tiga pertanyaan sebagai  bahan penelitian, yaitu : 
1. Bagaimana peluang dan tantangan diplomasi Vatikan terhadap 
Tiongkok menyangkut kebebasan beragama? 
2. Bagaimana strategi diplomasi Vatikan terhadap Tiongkok menyangkut 
kebebasan beragama?  
3. Bagaimana dampak dari usaha-usaha diplomatik yang dilakukan 
Vatikan? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan 
sebagai berikut : 
1. Mengetahui dan menjelaskan peluang dan tantangan seperti apa yang 
dihadapi oleh Vatikan dalam melakukan gerak-gerak diplomasinya 
terhadap Tiongkok menyangkut kebebasan beragama. 
2. Mengetahui dan menjelaskan strategi yang dipakai oleh Vatikan dalam 
diplomasinya terhadap Tiongkok menyangkut kebebasan beragama. 
10 
 
3. Mengetahui dan menjelaskan dampak dari usaha-usaha diplomatik yang 
dilakukan oleh Vatikan terhadap Tiongkok. 
Adapun kegunaan dari penelitan yang dilakukan oleh penulis, antara lain : 
1. Diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi 
kalangan akademisi, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa dan dosen-
dosen Ilmu Hubungan Internasional ataupun masyarakat umum yang 
memiliki minat untuk mengkaji ataupun sekedar mempelajari pengaruh 
diplomasi Vatikan terhadap kebebasan beragama di Tiongkok. 
Mengingat, sangat jarang ada suatu kajian penelitian yang membahas 
mengenai negara Vatikan menjadi aktor utama dalam studi kasus Ilmu 
Hubungan Internasional.  
2. Bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pengkaji yang tertarik untuk 
meneliti mengenai kepentingan dan pengaruh-pengaruh Vatikan di 
negara kawasan Asia Timur, Tiongkok. 
 
D. Kerangka Konseptual 
Sebagai peneliti yang akan meneliti mengenai diplomasi Tahta Suci Vatikan 
dalam mendukung kebebasan beragama di Tiongkok, maka penulis 
mengonsepkan diplomasi sebagai kerangka dasar penelitian. Namun, bukan 
diplomasi yang berangkat dari hukum internasional yang akan diambil sebagai 
bahan penelitian, melainkan diplomasi yang berlandaskan pada Takhta Suci 
Vatikan yang juga dikenal dengan nama Ecclesiastical Diplomacy, yang berbunyi 
sebagai berikut, ―Diplomacy is the art of creating, among peoples, humane and 
11 
 
reasonable relations animated by a high ideal, and aiming at establishing the rule 
of law, justice, and peace in the international community”.9 
Vatikan mempunyai pengertian diplomasi yang berbeda dari negara-negara 
pada umumnya. Bukan hanya sebagai negara yang berdaulat yang mempunyai 
legitimasi hukum di dunia internasional, tetapi Vatikan menjadi pusat dari agama 
yang cukup besar di dunia internasional, yaitu Katolik. Berangkat dari dasar 
kepercayaannya, Vatikan mengerjakan segala gerak-gerak kebijakan luar negrinya 
berlandaskan pada pengajaran agama yang ideal mengenai kemanusiaan, keadilan, 
dan perdamaian.  
Vatikan tidak berdiplomasi atas dasar tujuan politik, ekonomi, maupun 
militer. Itulah sebabnya, setiap kebijakan luar negri yang dibentuk Vatikan hanya 
berlandaskan pada kemanusiaan, menciptakan kedamaian diberbagai belahan 
dunia, khususnya pada negara-negara yang sedang terlibat konflik. Lebih jauh 
lagi, meskipun Vatikan adalah pusat dari agama Katolik, namun dalam gerak-
gerak diplomasinya, Vatikan tidak hanya mempertahankan hak-hak keagamaan, 
namun Vatikan juga mempertahankan hak-hak kemanusiaan semua orang yang 
ada di dalam negara yang tengah berkonflik. 
10
 
Misi-misi diplomatik Vatikan tidak dapat dibatasi hanya karena persoalan 
agama. Apapun yang menyangkut permasalahan sosial, kemanusiaan, dan 
pelanggaran HAM, telah menjadi fokus utama Vatikan untuk membuat kebijakan 
politik luar negrinya dan kemudian membangun hubungan diplomatik pada tiap-
tiap negara. Hubungan diplomatik Vatikan dan Tiongkok memang tidak berjalan 
                                                          
9
Chao. J., 2000, ―The Evolution of Vatican Diplomacy”, Taipei : Institute of Catholic History, 
Fujen Catholic University,  hlm. 4. 
10
Ibid, hlm 49 
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mulus seperti hubungan-hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain. 
Sebagai negara komunis, Tiongkok memang sangat membatasi bahkan sampai 
melarang ajaran-ajaran dari luar Tiongkok untuk masuk ke negrinya. Maka dari 
itu, Tiongkok  memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Vatikan pada tahun 
1951, demi menjaga pola pemerintahan Tiongkok agar tidak tercampur dengan 
dogma-dogma dan pengajaran-pengajaran agama yang dibawa oleh Vatikan.  
Pasca diputuskannya hubungan diplomatik antara Vatikan dan Tiongkok, 
Vatikan pun membangun kedutaan besarnya di Taipei, Taiwan. Negara Taiwan 
sendiri merupakan negara yang keluar dari Tiongkok setelah Tiongkok dikuasai 
oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949 dan berganti nama menjadi 
Republik Rakyat China (RRC) dan sekarang berganti nama menjadi Tiongkok. 
Kedutaaan besar Vatikan yang ada Taiwan ini merupakan satu-satunya kedutaan 
besar negara Eropa yang berdiri dan membangun kerjasama dengan Taiwan 
hingga sekarang. 
11
 Jika dilihat dari letak geografisnya, ada kemungkinan Vatikan 
sengaja mendirikan kedutaan besarnya di Taiwan demi tetap dekat dengan 
wilayah Tiongkok dan juga untuk tetap bisa memantau keadaan para warga negara 
Tiongkok yang beragama Katolik Roma yang tidak diakui oleh pemerintah 
komunis Tiongkok. Sehingga, harus terpaksa membentuk Chinese Catholic from 
the Underground, di mana kegiatan-kegiatan peribadatannya dilakukan secara 
diam-diam dan berusaha untuk tidak tercium oleh pemerintah Tiongkok. 
12
 Usaha-
usaha Vatikan untuk membangun kembali hubungan diplomasi dengan Tiongkok 
terus berlanjut. Dengan keunikan tersendiri dari diplomasinya, Vatikan tetap 
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berusaha untuk dapat menjangkau rakyat Tiongkok yang menjadi korban dari 
kebijakan pemerintah komunis Tiongkok yang mengekang kebebasan beragama 
rakyatnya sendiri.  
Selain konsep diplomasi Vatikan sebagai dasar penelitian penulis, konsep 
Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi konsep yang mendukung penelitian ini. 
Di mana hakikinya, kebebasan beragama merupakan bagian penting HAM. Tiap 
orang berhak memeluk agama yang diyakini dan dipercayainya. HAM merupakan 
hak yang telah dimiliki oleh seorang manusia sejak lahir, dan negara mempunyai 
kewajiban dan tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi HAM warga 
negaranya.  
Jika hal ini dapat dilakukan ditiap negara, maka negara tersebut telah 
menjalankan kewajibannya dalam melindungi HAM warga negaranya sesuai 
standar yang diakui secara universal lewat konfrensi Dunia melalui deklarasi 
Vienna yang menyatakan bahwa HAM adalah : 
All human rights are universal, indivisible and interdependent and 
interrelated. The international community must treat human rights globally 
in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same 
emphasis. While the significance of national and regional particularities 
and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in 
mind, it is the duty states, regardless of the political, economic and cultural 
system, to promote and systems, to promote and protect all human rights 
and fundamental freedoms.
13
 
 
Tiongkok dengan kebijakannya tentang kebebasan beragama telah 
melanggar standar HAM yang diakui secara universal ini. Atas dasar kepentingan 
politik negaranya, Tiongkok telah memanipulasi agama yang ada dinegaranya. 
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Agama dijadikan alat untuk dapat mengontrol rakyat. Meskipun Tiongkok belum 
menandatangani perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional, namun standar 
kebebasan beragama telah terbentuk sebagai perangkat hukum internasional jauh 
sebelum perjanjian itu dideklarasikan. Dari sini dapat dilihat relevansi Tiongkok 
sebagai aktor internasional dan hukum itu sendiri. Universal Declaration of 
Human Rights article 18 mengatakan bahwa : 
Everyone has the freedom of thought, conscience and religion; this right 
includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone 
or in community with others and in public, or private, to manifest his 
religion or belief in teaching, practice, worship, and observance.
14
 
 
Dari deklarasi ini, dapat terlihat jelas bahwa Tiongkok tidak memenuhi 
standar Hak Asasi Manusia tentang kebebasan beragama yang diakui secara 
universal. Tiongkok gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan 
mendukung HAM berada di negaranya. Tidak heran jika dunia internasional 
menyoroti Tiongkok sebagai negara yang melakukan pelanggaran yang cukup 
serius. Berangkat dari fenomena HAM ini, Vatikan berusaha melalui upaya-upaya 
diplomasinya, dapat mempengaruhi praktek Tiongkok dalam hal kebebasan 
beragama di negaranya.  
 
E. Metode Penelitian  
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian yang 
bersifat deskriptif, yaitu penulis berusaha untuk menggambarkan fenomena 
yang telah dan sedang terjadi. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menjawab 
                                                          
14
United Nations, Op.Cit, hlm. 4. 
15 
 
pertanyaan ―apa‖ ―bagaimana‖ dan ―mengapa‖. Tipe penelitian ini juga 
mencakup pengumpulan fakta, pemilihan fakta, dan generalisasi fakta.  
Tipe penelitian deskriptif juga merupakan tipe penelitian yang 
menggunakan pola penggambaran fakta yang empiris disertai argument 
yang mendukung atau relevan. Pola ini digunakan untuk menggambarkan 
fakta-fakta mengenai kepentingan Vatikan dalam pengaruh diplomasinya di 
Tiongkok, dan untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh Vatikan 
terhadap kebijakan dalam negri Tiongkok mengenai kebebasan beragama. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, di mana data-data untuk mendukung penelitian ini 
didapatkan dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, surat kabar, dan 
internet. Adapun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
antara lain : Data-data pertemuan kedua belah pihak negara sehingga 
menimbulkan pengaruh dari Diplomasi Vatikan terhadap Tiongkok 
mengenai kebebasan beragama, Visi dan misi Vatikan dalam membangun 
kembali hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada teknik 
pengumpulan data telaah pustaka (library research) dan studi dokumen 
dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitiannya. Literatur 
tersebut berupa buku, artikel, dokumen, jurnal, dan berita di surat kabar.  
16 
 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah 
analis data kualitatif dengan cara menganalisa segala jenis sumber kemudian 
menyimpulkannya. Sedangakan data kuantitatif yang didapatkan hanya 
digunakan sebagai data pelengkap untuk menjelaskan data kualitatif. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan deduktif, 
yaitu dengan cara penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah 
yang diteliti, kemudian dari gambaran masalah umum ini, penulis akan 
menarik kesimpulan secara khusus. Penulis akan menjelaskan secara umum 
mengenai dinamika hubungan diplomatik Vatikan dan Republik Rakyat 
Tiongkok, kegiatan-kegiatan diplomatik yang pernah dilakukan Vatikan 
yang berhubungan dengan Tiongkok, kemudian secara khusus penulis akan 
menarik kesimpulan mengenai kepentingan dan seberapa besar pengaruh 
diplomasi Vatikan terhadap kebijakan tentang agama di Tiongkok. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Konsep Ecclesiastical Diplomasi 
Dalam hubungan internasional, diplomasi telah sejak lama menjadi metode 
mendasar dari suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain, juga  yang 
digunakan untuk mencapai kepentingan. Diplomasi dianggap metode yang 
mendasar sebab diplomasi adalah metode yang mampu membantu negara 
menjalin hubungan dengan negara lain dalam berbagai aspek, mulai dari masalah 
energi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, lingkungan, hingga isu-isu 
kemanusiaan.  
Awal kemunculan dan keberhasilan diplomasi membangun hubungan 
negara-negara dalam dunia internasional adalah pada tahun 1815 di mana lima 
negara yaitu Rusia, Austria, Perancis, Inggris, dan Prusia bersepakat untuk 
meniadakan perbedaan diantara ke-lima negara dalam negosiasinya di kongress 
Wina.
15
 Meskipun tidak semua negara mencapai kesepakatan dengan jalan  
berdiplomasi, namun diplomasi tetap menjadi langkah pertama yang diambil 
negara untuk mencapai suatu kesepakatan. Diplomasi juga dianggap sebagai 
langkah aman dalam menjalin hubungan karena tidak dilalui oleh perang. 
Seiring dengan perkembangan zaman serta berakhirnya Perang Dunia I dan 
Perang Dunia II, diplomasi pun juga ikut berevolusi. Dari yang lama atau 
tradisional seperti negosiasi yang terjadi di kongress Wina hingga diplomasi 
modern yang lebih demokratis dan disesuaikan dengan kebutuhan negara yang 
melakukan hubungan diplomasi itu sendiri. Awal kemunculan dari diplomasi 
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modern pun ditandai dengan usaha tiap negara dalam membentuk perdamaian 
setelah Perang Dunia I dan bersepakat untuk membentuk organisasi internasional 
LBB (Liga Bangsa-Bangsa), namun LBB ini pun dianggap gagal dalam menjaga 
perdamaian karena pecahnya Perang Dunia II, hal ini juga berimbas pada 
diplomasi yang kemudian dianggap gagal.
16
 Seiring dengan gagalnya diplomasi 
dalam mencegah Perang Dunia II,  dapat dikatakan diplomasi modern akhirnya 
membentuk cabang jenis dan sifat diplomasi yang disesuaikan dengan keadaan 
dan urgensitas suatu negara dalam melakukan hubungan internasional.  
Di dalam hubungan internasional diplomasi memilik banyak jenis seperti 
professional diplomacy, conventional diplomacy, bilateral diplomacy, multilateral 
diplomacy, shuttle diplomacy, summit diplomacy, confrence diplomacy, open 
diplomacy, dan masih banyak lagi.
17
 Dari berbagai jenis dan sifat diplomasi ini, 
dapat dikatakan bahwa diplomasi modern lebih terbuka dan dapat menjangkau 
tiap kepentingan suatu negara.  
Walaupun diplomasi modern mempunyai banyak jenis, Wilson beranggapan 
bahwa diplomasi tetap mempunyai gagasan yang sama, yaitu, tidak ada perjanjian 
rahasia, negosiasi harus dilakukan secara terbuka, dan apabila suatu perjanjian 
telah dicapai, tak boleh ada usaha di belakang layar untuk mengubah ketetapannya 
secara rahasia.
18
 Dapat dilihat dari ketiga gagasan ini, diplomasi telah dibentuk 
dan berevolusi sedemekian rupa agar tidak terjadi lagi kegagalan seperti Perang 
Dunia II.  
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Dilihat dari segi dan metodenya, diplomasi klasik dan modern memang 
berbeda. Tapi jika kita menelaah lebih jauh, kedua bentuk diplomasi ini masih 
mempunyai kesamaan, seperti negara sebagai pusat praktek diplomasi, dan 
kepentingan untuk dapat berjalan seiringan dengan satu tujuan tanpa mengganggu 
kepentingan masing-masing, masih menjadi tujuan utama dalam diplomasi.  
Menurut Oxford Dictionaries, diplomasi secara universal adalah the 
profession, activity, or skill of managing international relations, typically by a 
country’s representative abroad atau the art of dealing with people in sensitive 
and tactful way.
19
 Definisi yang diberikan oleh Oxford Dictionaries dapat dilihat 
terintegrasi dengan definisi dari Sumaryo Suryokusumo yang mengatakan bahwa 
diplomasi secara umum adalah : 
Cara-cara dimana negara melalui wakil-wakil resmi maupun wakil-wakil 
lainnya termasuk juga para pelaku lainnya, membicarakan dengan baik, 
mengkoordinasikan dan menjamin kepentingan-kepentingan tertentu atau 
yang lebih luas dengan menggunakan pertukaran pandangan, pendekatan, 
kunjungan-kunjungan, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan lainnya.
20
  
  
Dari melihat gagasan dan definisi diplomasi secara universal ini, kita dapat 
melihat, meskipun diplomasi mempunyai banyak jenis dan sifat, tetap mempunyai 
satu tujuan atau gagasan, dan metode. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan 
dan bentuk dari pemerintahan sebuah negara juga ikut mempengaruhi evolusi dari 
diplomasi. Dari sekian banyak jenis dan sifat diplomasi yang telah peneliti 
paparkan di atas, masih ada satu diplomasi yang disesuaikan dengan tujuan dan 
sistem pemerintahan negara yang memakainya. Vatikan sebagai negara dengan 
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ententitas politik yang unik, mempunyai konsep diplomasi yang sedikit berbeda 
dengan konsep diplomasi pada umumnya yaitu, Ecclesiastical Diplomacy.
21
  
Awal dari kemunculan Ecclesiastical Diplomacy ini ditandai dengan 
pecahnya Perang Dunia II. Di mana Paus Pius XII, pada tahun 1939, melihat 
Vatikan harusnya juga mempunyai sistem diplomasi, namun diplomasi yang tidak 
memihak, dan hanya untuk menangani permasalahan kemanusiaan, seperti 
membantu orang-orang yang menjadi korban di negara-negara yang terlibat 
Perang Dunia II tanpa memandang apapun negaranya. Namun, pemikiran Paus 
Pius XII ini tidak dapat serta merta dapat terealisasikan karena adanya pasal 2 dari 
perjanjian Lateran yang mengatakan bahwa ―The Vatican City will be always and 
in every case be considered as neutral and inviolable territory.”22 
Pasal dalam perjanjian Lateran ini yang membuat niat dari Paus Pius XII 
untuk membentuk sistem diplomasi di Vatikan terhambat, karena Vatikan 
dianggap sebagai negara lain adalah negara yang netral dan tidak seharusnya ikut 
terlibat dalam konflik kemanusiaan apapun, permasalahan selanjutnya adalah 
status keanggotaan Vatikan dalam PBB yang masih dianggap ambigu, Vatikan 
memilih untuk tidak menjadi anggota penuh dari PBB setelah dibubarkannya 
LBB, meskipun tidak menjadi anggota penuh, Vatikan tidak pernah menolak 
kehadiran PBB, malah ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan 
kemanusiaan yang dibuat oleh PBB.  
Pada tahun 1963, Paus Paul VI harus menghadapi perubahan situasi secara 
drastis di Vatikan. Paul VI diminta untuk meneruskan misi pendahulunya yaitu 
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berdialog bersama para pemimpin negara komunis. Permasalahan lain yang harus 
dihadapi oleh Paus Paul VI adalah pasca periode kolonial, banyak negara-negara 
baru yang muncul, khususnya Afrika dan Timur Jauh.
23
 Karena kemunculan dari 
permasalahan yang timbul ini, akhirnya visi dan misi Vatikan dalam menciptakan 
diplomasinya sendiri sempat terhenti, tapi permasalahan tersebut tidak 
menghalangi misi dari Vatikan untuk mewujudkan diplomasi yang sesuai dengan 
Vatikan. 
Puncak dan yang sekaligus menjadi penanda dari usaha Vatikan untuk 
mewujudkan Ecclesciastical Diplomacy ini adalah saat era 80-an di mana 
seseorang yang bukan berkebangsaan Italia diangkat untuk menjadi Paus untuk 
pertama kalinya setelah 455 tahun. Juga yang lebih membuat umat Katolik 
terkejut adalah Paus yang baru ini berasal dari negara Komunis, Polandia, 
bernama Karol Wojtyla yang lalu dikenal sebagai Paus John Paul II. Di bawah 
kepemimpinan Paus John Paul II ini, Vatikan pun memasuki era baru dalam 
sistem pemerintahannya. Vatikan mulai memberanikan diri untuk membangun 
hubungan diplomatiknya dengan negara lain dan menjadi negara yang terbuka. Di 
mulai dari membangun hubungan dengan negara tempat Paus John Paul II berasal, 
Polandia, kemudian dengan negara-negara Eropa lainnya untuk menentang 
komunis dan efek dari sistem pemerintahan komunis dalam kelangsungan hidup 
masyrakatnya.  
Vatikan sendiri telah menegaskan bahwa hubungan diplomatik yang 
dibangun dengan negara lain merupakan hubungan diplomatik yang tidak 
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mengedepankan politik dan ekonomi, melainkan terfokus pada isu-isu sosial 
seperti kemanusiaan dan keagamaan yang dihadapi oleh negara tersebut. Itu 
sebabnya Vatikan membangun hubungan diplomatiknya tidak hanya dengan 
negara dengan mayoritas penduduknya beragama Katolik, melainkan juga dengan 
negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama lain. Ini dapat 
diperkuat dengan pernyataan Uskup Agung Hyginus Igino ini : 
Missions..includes the moral, cultural, and social problems which belong to 
the major interests mankind such as the respect of human rights, the 
promotion of international order, the development of friendly ties among all 
nations through peaceful co-existence, through respect for justice and the 
promotion of human progress.
24
 
 
Keunikan yang dimiliki Vatikan dimana dikenal sebagai negara sekaligus 
Gereja, yang pemimpinnya, yakni Paus, menjabat sebagai pemimpin negara dan 
juga pemimpin agama Katolik, membuat Vatikan tidak dapat memisahkan tujuan 
atau kepentingan negaranya dengan tujuan hakiki ajaran agama Katolik. Setiap 
gerak-gerak yang dibuat oleh Vatikan, merupakan refleksi yang nantinya akan 
dilihat oleh dunia internasional sebagai ajaran-ajaran agama Katolik, terutama 
dalam bidang kemanusiaan. Tidak mengherankan ketika Vatikan membangun 
hubungannya dengan negara lain tidak didasari oleh kepentingan politik maupun 
ekonomi, juga Vatikan tidak melihat perang sebagai permasalahan yang timbul 
oleh politik atau kepentingan. Melainkan perang itu dipandang oleh Vatikan 
sebagai isu kemanusiaan.  
Sejak Paus John Paul II yang mulai memberanikan diri untuk membuat 
perubahan dalam Vatikan, dunia internasional pun mulai menyadari adanya 
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evolusi dari diplomasi yang diciptakan oleh Vatikan. Keberhasilan Vatikan dalam 
membuka hubungan diplomatik dengan negara lain dan berani menyuarakan 
ketegasannya terhadapa isu-isu sosial, mendapat dukungan dari negara-negara lain 
seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara ini membantu Vatikan dalam 
usahanya untuk membangun hubungan dengan Israel, yang menghasilkan suatu 
kerjasama. Hal ini merupakan kejadian yang dapat dikatakan luar biasa, karena 
hubungan agama Yahudi dan Katolik tidak pernah sebaik ini dalam kehidupan 
bermasyarakat.  
Era baru yang dibuat oleh Vatikan inilah yang menandai lahirnya sebuah 
diplomasi baru, yang akhirnya Vatikan memakai diplomasi ini untuk membangun 
hubungannya dengan negara lain, yang kemudian disebut dan dikenal sebagai 
Ecclesiastical Diplomacy yang didefinisikan oleh Vatikan sebagai, ―Diplomacy is 
the art of creating, among peoples, humane and reasonable relations animated by 
a high ideal, and aiming at establishing the rule of law, justice, and peace in the 
international community.”25 
Definisi ini mengenai diplomasi ini pun sesuai dengan pernyataan Paus 
Benediktus XVI dalam surai enskliknya yang mengatakan bahwa: ―Remota itaque 
iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia‖26 yang dalam pengertiannya adalah 
sebuah negara yang pemerintahnya tidak bertujuan untuk keadilan, sama saja 
dengan sekelompok penjahat. Hal ini sangat menjelaskan mengenai tujuan 
Vatikan dalam membangun hubungan dengan dunia internasional adalah untuk 
keadilan dan perdamaian di dunia internasional. Masalah-masalah sosial seperti 
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agama, HAM, dan peperangan yang memakan banyak korban jiwa adalah tujuan 
utama negara Vatikan.  
Konsep diplomasi ini yang nantinya akan peneliti pakai sebagai alat untuk 
menganalisa usaha dan dampak dari diplomasi yang dilakukan oleh Vatikan 
terhadap Tiongkok. Dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, hingga 
mengirimkan perwakilannya ke negara yang dituju, Vatikan berhasil 
membuktikan meskipun diplomasinya sedikit berbeda dari negara pada umumnya, 
tetap tidak keluar dari definisi diplomasi yang sesungguhnya. Seperti yang telah 
dituliskan oleh peneliti sebelumnya, arti dari diplomasi yang berbeda dari negara 
lain ini adalah Vatikan membangun hubungan diplomatiknya bukan atas dasar 
kepentingan politik, ekonomi, ataupun militer, melainkan atas dasar sosial. Dan 
ini lah yang akan dipakai oleh peneliti dalam menganalisa pada bab-bab 
selanjutnya.  
 
B. Konsep HAM (Hak Asasi Manusia) 
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hal yang hakiki yang dimiliki oleh 
individu sejak dia dilahirkan. Ras, agama, memiliki tempat tinggal, kelayakan 
hidup, dan hak untuk berbicara mengemukakan pendapatnya merupakan suatu hal 
yang mendasar dalam HAM. Jika dilihat secara umum, jika kita melarang, 
membatasi, atau mengganggu hak orang lain, itu dapat dikatakan kita telah 
melanggar HAM. Oleh karena itu, Negara sebagai institusi yang berdaulat, dengan 
berbagai kebijakannya, membuat peraturan yang dapat mendukung HAM dan tiap 
25 
 
orang dalam negaranya melakukannya haknya tanpa harus mengganggu hak orang 
lain.  
 HAM telah dipandang sebagai permasalahan sejak pecahnya Perang Dunia 
I kemudian yang memicu terbentuk LBB (Liga Bangsa-Bangsa), lalu hadirnya 
Perang Dunia II yang menunjukkan kegagalan dari LBB dan dianggap LBB tidak 
mampu untuk mencegah Perang Dunia II kemudian digantikan oleh PBB 
(Persatuan Bangsa-Bangsa). LBB maupun PBB tetap mempunyai pandangan yang 
sama yang menganggap HAM merupakan permasalah yang dihadapi oleh dunia 
internasional selama perang berlangsung. 
Namun, HAM baru dipandang sebagai permasalahan serius saat PBB 
berdiri. Di mana, PBB pun membentuk komisi HAM pada 10 Desember 1948 dan 
juga sekaligus menginisiasi terselenggaranya Universal Declaration of Human 
Rights yang dihadiri setiap anggota PBB. Secara keseluruhan, jika kita melihat 
ketiga puluh pasalnya, dijelaskan bahwa hak-hak sipil, ekonomi, politik, sosial 
dan budaya, harus dapat dinikmati secara merata oleh tiap orang di negaranya 
masing-masing.  
HAM menurut PBB sendiri adalah hak yang melekat pada semua manusia, 
apapun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan atau 
etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama-sama 
berhak atas HAM tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling bergantung, saling 
terkait dan tak terpisahkan.
27
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Lahirnya ketiga puluh pasal sebelumnya pun, berdasarkan dari definisi PBB 
secara umum ini. Juga yang perlu diketahui adalah Universal Declaration of 
Human Rights ini mengikat seluruh negara anggota PBB. Lebih khusus lagi, 
ketika kita melihat pada pasalnya yang ke-2 dan ke-18, yang berisi : 
Article 2 : Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this 
Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on 
the basis of the political, jurisdictional or international status of the country 
or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, 
non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
28
 
Article 18 : Everyone has the freedom of thought, conscience and religion; 
this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, 
either alone or in community with others and in public, or private, to 
manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and 
observance.
29
 
 
Dalam pasalnya yang ke-2, komisi HAM PBB menejelaskan bagaimana 
semestinya dan idealnya HAM yang ada pada setiap diri manusia dan pada 
pasalnya yang ke-18 lebih dijelaskan lagi secara detail hak-hak beragama yang 
seharusnya dipegang dan dipunyai tiap individu. Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR) ini juga yang kemudian mengikat seluruh negara anggota PBB 
tanpa pengecualian. Tiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan 
mendukung HAM ditiap negaranya.  
Kemudian pada tahun 1993, konfrensi Vienna juga dibentuk untuk lebih 
memperkuat dan menyatukan definisi HAM yang diakui secara universal dalam 
satu rangkaian paragraf. Terciptanya definisi HAM menurut konfrensi Vienna ini 
                                                          
28
United Nations, Op.Cit, hlm. 2 
29
Ibid, hlm.4 
27 
 
tidak dapat terlepas dari pasal-pasal yang telah di bentuk Komisi HAM PBB itu 
sendiri. Konfrensi Vienna pun mendefinisikan HAM sebagai : 
All human rights are universal, indivisible and interdependent and 
interrelated. The international community must treat human rights globally 
in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same 
emphasis. While the significance of national and regional particularities 
and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in 
mind, it is the duty states, regardless of the political, economic and cultural 
system, to promote and systems, to promote and protect all human rights 
and fundamental freedoms.
30
 
 
Definisi dan hakikat-hakita HAM seperti yang telah dijelaskan diatas inilah 
yang seharusnya dipegang oleh masing-masing negara. Perlakuan HAM yang 
setara dan adil lewat kebijakannya. Suatu negara idealnya harus membuat 
peraturan dan kebijakan HAM tanpa mempertimbangkan kebijakan politik 
maupun ekonomi, juga tanpa membuat masyarakatnya menjalankan HAM mereka 
tanpa mengganggu atau membatasi HAM orang lain. 
Namun tidak dapat dihindari kalau tidak semua negara mempertimbangkan 
dan mengingat HAM yang telah diakui oleh dunia internasional. Maka, pada 
peneliti pada penelitiannya ini akan meneliti negara Tiongkok yang dianggap 
tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelindung HAM. Lewat definisi-definis 
HAM tadi peneliti akan menganalisis pelanggaran HAM yang terjadi di negara 
Tiongkok, khususnya dalam hal beragama. Vatikan dan negara-negara yang 
tergabung dalam PBB juga telah menganggap Tiongkok telah melanggar hak-hak 
beragama masyarakatnya.
31
 Lalu HAM pada pasal ke-18 dari Komisi HAM PBB 
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akan menjadi dasar dari peneliti untuk menganalisis bagaimana Tiongkok 
memperlakukan HAM di negaranya sendiri. 
 
C. Maoisme  
Sebagai bapak pemimpin revolusi di Tiongkok, Mao Ze Dong dianggap 
sebagai pahlawan dan peletak dasar-dasar komunisme di Tiongkok. Pemikiran-
pemikirannya, menjadi dasar dari berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Begitu 
kuatnya pemikiran Mao sehingga dia dapat menggerakkan seluruh rakyat di 
seluruh daratan Tiongkok.  
Mao meletakkan dasar pemikiran komunismenya pada interpretasinya 
terhadap Marxisme-Leninisme.
32
 Melalui Manifesto Komunis digambarkan 
perkembangan dunia sebagai pertarungan antara kelas pekerja dan kelas borjuis, 
antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan. Selama proses dialektika 
tersebut, terjadi dinamika keadaan masyarakat hingga akhirnya tujuan komunisme 
yaitu masyarakat komunal di mana tidak ada lagi kelas-kelas dan semua faktor 
produksi merupakan kepunyaan bersama. Fenomena tersebut ditandai dengan 
kemenangan kelas pekerja. Dalam Manifesto Komunis juga dijelaskan mengenai 
peran sentral partai komunis sebagai pengawal revolusi.
33
 
Mao tidak hanya mengadopsi pemikiran Marxis-Leninis secara mentah-
mentah namun juga berusaha menunjukkan empat kesalahan Stalin dalam 
menerapkan ajaran Marxis-Leninis. Empat kesalahan tersebut adalah: 
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1.He did not understand dialectics and ended up in metaphysics. He hence 
sometimes did not understand the demands of the masses. He did not 
distinguish between the different kinds of contradictions. 
2.During the 30’s the regime of Stalin sentenced many innocents to death. 
3.He did not conduct democratic centralism within the party good enough. 
4.He did not handle the connections with foreign Communist parties well 
enough, espeically his handling of the 1927 events in China.
34
 
 
Kesalahan-kesalahan yang dinyatakan oleh Mao ini yang kemudian 
menjadikan Mao berusaha menerapkan konsep Marxisme-Leninisme dengan 
menambahkan lima poin sesuai dengan kondisi Tiongkok pada waktu itu. Lima 
poin yang menjadi pembeda antara Komunisme Uni Soviet dan Komunisme 
Tiongkok adalah: 
1.Guerrilla warfare/People’s War: The armed branch of the party must not 
be distinct from the masses. To conduct a successful revolution the needs 
and demands of the masses must be the most important issues. 
2.New democracy: In backward countries socialism cannot be introduced 
before the country has gone through a period in which the material 
conditions are improved. This cannot be done by the bourgeoisie, as its 
progressive character is long since replaced by a regressive character. 
3.Contradictions as the most important feature of society: Society is 
dominated of a wide range of contradictions. As these are different of 
nature, they must also be handled in different ways. The most important 
divide is the divide between contradictions among the masses and 
contradictions between the masses and their enemies. Also the socialist 
institutions are plagued with contradictions, and these contradictions must 
not be suppressed as they were during Stalin. 
4.Cultural revolution: Bourgeois ideology is not wiped out by the 
revolution; the class-struggle continues, and even intensifies, during 
socialism. Therefore an instant struggle against these ideologies and their 
social roots must be conducted. 
5.Theory of three worlds: During the cold war two imperialist states formed 
the “first world”; the USA and the Soviet Union. The second world 
consisted of the other imperialist states in their spheres of influence. The 
third world consisted of the non-imperialist countries. Both the first and 
the second world exploit the third world, but the first world is the most 
aggressive part. The workers in the first and second world are “bought 
up” by imperialism, preventing socialist revolution. The people of the third 
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world, on the other hand, have not even a short-sighted interest in the 
prevailing circumstances. Hence revolution is most likely to appear in 
third world countries, which again will weaken imperialism opening up for 
revolutions in other countries too.
35
 
 
Sebagai negara Komunis, Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao 
menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan keras di berbagai bidang. Fokus 
utama Mao di tahun-tahun awal kepemimpinannya adalah pada masalah kaum 
petani di pedesaan. Land reform yang dicanangkan Mao berhasil memangkas 
ketimpangan antara petani dan tuan tanah. Selain di bidang pertanian, Mao juga 
menerapkan gaya kepemimpinan tangan besinya di bidang ekonomi. Perusahaan-
perusahaan swasta di Tiongkok pada waktu itu semuanya dinasionalisasikan. 
Dalam bidang sosial budaya, khususnya di bidang keagamaan, Mao sangat 
lunak dan bahkan mengakui beberapa agama yang sebelumnya memang telah ada. 
Seperti pada laporan politik Mao pada kongres nasional ketujuh Partai Komunis 
Tiongkok pada April 1945 yang berjudul “On Coalition Government”, Mao 
menuliskan: 
 All religions are permitted in China's Liberated Areas, in accordance with 
the principle of freedom of religious belief. All believers in Protestantism, 
Catholicism, Islamism, Buddhism and other faiths enjoy the protection of 
the people's government so long as they are abiding by its laws. Everyone is 
free to believe or not to believe; neither compulsion nor discrimination is 
permitted.
36
 
 
Dalam pernyataan ini dikatakan bahwa semua agama terjamin kondisinya di 
bawah pemerintah Tiongkok. Pemerintah juga menjamin kebebasan setiap warga 
negaranya untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama dan di antaranya tidak 
akan ada yang didiskriminasi. Namun, ada yang perlu digarisbawahi yaitu 
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mengenai pernyataan bahwa pemerintah Tiongkok mengakui kebebasan beragama 
jika setiap agama yang ada di Tiongkok tunduk terhadap peraturan pemerintah. 
Pernyataan ini kemudian menjadi kontroversi, terutama oleh Vatikan yang 
menganggap urusan agama dan negara harus terpisah tanpa campur tangan 
pemerintah.  
Titik yang kemudian menjadi permasalahan diantara kedua negara adalah di 
mana pemerintah Tiongkok telah mengintervensi agama yang dipeluk warga 
negaranya, khususnya pada umat Katolik Roma. Hal ini terbukti dengan 
pemerintahan Tiongkok menciptakan Katolik Patriotik Tiongkok yang dibawahi 
langsung oleh pemerintah yang kemudian memilih para imam dan uskupnya tanpa 
restu dari Paus. Tidak hanya itu, pemerintah juga mencampuri hingga ke 
pengajaran dan tata cara peribadatan. Lebih penting ialah pemerintah Tiongkok 
tidak mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dan Vatikan 
sebagai pusat pengajaran Katolik.  
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BAB III 
AGAMA DI TIONGKOK DAN DIPLOMASI TAHTA SUCI 
VATIKAN 
 
A. Agama di Tiongkok dan Sikap Pemerintah Tiongkok 
Agama tidak dapat dihindari telah menjadi bagian dari hidup manusia dan 
peradabannya. Munculnya berbagai agama didunia juga memunculkan adat, 
budaya, ataupun kebiasaan tiap orang yang akhirnya beragam pula. Adapun 
agama juga menjadi ciri khas suatu negara tertentu, juga lebih jauh lagi, agama 
juga menjadi alasan yang mendasar suatu negara membangun hubungan dengan 
negara lain, sehingga menciptakan organisasi atas dasar kesamaan agama yang 
dianut.  
Namun kali ini peneliti akan membahas mengenai berbagai agama yang 
masuk di Tiongkok. Di mana pengaruh agama di Tiongkok sangat berpengaruh 
terhadap kelangsungan hidup negaranya, kebijakan-kebijakan, hingga sikap 
pemerintah Tiongkok itu sendiri. Keragaman agama yang masuk di Tiongkok, 
membuat sikap pemerintah Tiongkok terhadap masing-masing agama pun 
berbeda.  
     A.1. Sejarah Masuknya Setiap Agama di Tiongkok 
 1.1 Taoisme 
 Kepercayaan yang paling lama di negara Tiongkok adalah Taoisme. 
Ajaran Taoisme dipercaya oleh rakyat Tiongkok yang memeluknya telah ada 
sejak zaman Es. Di mana pada zaman ini, ajaran Taoisme belum resmi berdiri dan 
menamakan sebagai Taoisme sebagai kepercayaan, tapi adanya dukun yang 
dipercaya mempunyai kekuatan menguasai setiap elemen yang ada di muka bumi, 
33 
 
berjalan di atas langit, berbicara dengan binatang, dan pengetahuannya tentang 
berbagai tanaman adalah awal kemunculan ajaran yang nanti akhirnya dinamakan 
Taoisme ini.
37
 
Kemudian sepanjang Tahun 1500 SM, Sungai Kuning menjadi tempat 
tinggal para dukun yang dipercaya mempunyai kekuatan. The Wu adalah salah 
satu dukun yang paling terkenal yang ada di Sungai Kuning ini dan mempunyai 
kekuatan yang paling kuat. Namun, The Wu belum menjadikan ajarannya sebagai 
agama, The Wu masih mengajarkannya hanya sebagai budaya dan adat pada 
masyarakat Tiongkok pada saat itu.
38
 
Lalu pada tahun 550 SM, Lao Tzu seorang filsuf Tiongkok membuat kitab 
yang ajaran dan kepercayaannya di dasari oleh Taoisme. Dalam tulisannya, Lao 
Tzu menuliskan bagaimana Taoisme mengajarkan untuk membangun hubungan 
yang harmonis dengan manusia, alam, dan setiap elemen yang ada di muka bumi. 
Peristiwa ini juga yang menandai resminya Taoisme sebagai agama di Tiongkok. 
Lebih lanjut lagi, saat pemerintah Tiongkok masih berupa Dinasti, ajaran Taoisme 
dijadikan dasar dari kebijakan politik dan hukum pemerintahnya. 
Saat ini, Taoisme memiliki tiga Kitab Suci yaitu, ZhuanZi, Daode Jing, Yi 
Jing, dan pusat tempat beribadahnya ada di Beijing, Tiongkok, yang bernama 
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White Cloud Temple, juga sebanyak 20.000.000 warga Tiongkok memeluk ajaran 
Taoisme.
39
 
1.2 Buddha  
Sama halnya seperti Taoisme, Buddha juga merupakan agama yang cukup 
tua di Tiongkok. Para sejarawan memperkirakan Buddha sudah ada di Tiongkok 
sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu (202 SM – 220 M), saat para pedagang dari 
India membangun hubungan perdagangan dengan Tiongkok yang saat itu dibawah 
pemerintah Dinasti Han, dan para pedagang dari India itu pun juga sekaligus 
menyebarkan ajaran Buddha.
40
 
Selama periode perdagangan India dan Dinasti Han tidak membuat Buddha 
langsung dapat diterima oleh masyarakat Tiongkok yang terlebih dulu telah 
memeluk Taoisme. Tapi hal ini langsung berubah, sejak runtuhnya Dinasti Han, 
kemudian Taoisme mulai membangun hubungan dengan Buddha, dan ajaran 
Buddha mulai dapat diterima di Tiongkok. Ajaran Buddha dan Taoisme tidak 
memiliki banyak perbedaan, kedua agama ini sama-sama mengajarkan 
membangun hubungan yang harmonis dengan alam, yang berbeda hanyalah 
Buddha mempercayai dengan meditasi dapat lebih membantu untuk bersatu 
dengan alam.
41
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Puncak dari kejayaan dan kuatnya pengaruh Buddha di Tiongkok terjadi 
pada tahun 618 ketika Tiongkok dikuasai oleh Dinasti T’ang.42 Di mana sekolah-
sekolah yang mengajarkan tentang ajaran Buddha dan kuil-kuil para biksu mulai 
di dirikan. Namun hal ini malah membuat umat pemeluk agama Taoisme merasa 
terancam. Akhirnya, dengan bantuan dari pasukan Dinasti T’ang, mereka 
menyerang dan menghancurkan bangunan-bangunan umat Buddha. Walaupun 
Buddha sempat diserang oleh agama lain, tapi Buddha masih berhasil dan 
bertahan menanamkan kepercayaan dan agamanya di Tiongkok hingga sekarang. 
Dari Tiongkok masih berupa Dinasti hingga sekarang yang dikuasai oleh Partai 
Komunis Tiongkok, Buddha tetap menjadi agama yang pemeluknya cukup besar 
dan cukup mempengaruhi budaya serta keseharian masyarakat Tiongkok.
43
 Selain 
itu, ada dua kuil Buddha yang terkenal di Tiongkok saat ini adalah White Horse 
Temple di Luoyang dan Fayu Temple di Gunung Putuoshan yang terletak di 
Zhejian.  
1.3 Islam 
Islam merupakan agama yang memiliki banyak pemeluk di berbagai negara. 
Bahkan negara-negara dengan mayoritasnya penduduk Muslim membentuk suatu 
organisasi internasional atas dasar kesamaan agama yang mereka percayai. 
Sebagai agama yang cukup mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia 
sejak lama, Islam tidak hanya dipeluk oleh orang-orang berkebangsaan Arab, 
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melainkan hampir semua etnis kehidupan manusia Muslim telah memberikan 
pengaruh.  
Di Tiongkok, Muslim telah ada sejak abad ke-7 SM saat orang-orang dari 
Arab membangun hubungan ekonomi dan melalukan perdagangan dengan 
Tiongkok. Para sejarawan juga mengatakan, sejak saat Dinasti Tang dan Dinasti 
Song (618 – 1279), bangsa Arab telah mulai menyebarkan kepercayaan Islam di 
Tiongkok.
44
 Terdapat empat daerah yang telah diizinkan oleh pemerintah pada 
zaman itu untuk menjadi tempat tinggal, sekaligus tempat berlangsungnya 
perdagangan, keempat daerah ini juga menjadi awal mula dari perkembangannya 
Islam di Tiongkok yaitu, Guangzhou, Yangzhou, Quanzhou, dan Hangzhou, 
keempat daerah ini yang kemudian menjadi daerah yang masyarakatnya memeluk 
Islam untuk pertama kalinya di Islam. 
Saat memasuki Dinasti Yuan dan Ming, perkembangan dan penyebaran 
Islam di Tiongkok memasuki periode yang penting. Di mana bangsa Mongol 
berhasil menaklukkan negara dan bangsa yang ada di bagian tengah dan barat 
Asia, meruntuhkan Kerajaan Arab, Dinasti Abbasid pada tahun 1258. Mereka 
menjadikan tawanan perang Arab dan Persia sebagai pasukan untuk menyerang 
Tiongkok. Setelah bangsa Mongol berhasil menduduki Tiongkok, Dinasti Yuan 
pun berdiri. Hal ini merupakan era baru bagi Tiongkok, di mana politik dan 
perekonomian berkembang dengan sangat baik, juga hubungan diplomatik 
Tiongkok dengan negara Barat berjalan dengan cukup baik, dan perdagangan 
antara keduanya berjalan dengan sangat lancar. Selain negara Barat, banyak 
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pedagang Muslim yang berasal dari Asia Tengah datang ke Tiongkok, bahkan 
tercatat seiring dengan makin banyaknya Muslim di Tiongkok, mereka sampai 
tersebar di seluruh wilayah di Tiongkok. Makin bertambahnya Muslim di 
Tiongkok, membuat politik, perekonomian, hingga sampai pernikahan 
dipengaruhi oleh Islam. Banyak orang-orang Mongol yang bersuku Han dan 
Uygur kemudian memeluk agama Islam pada Dinasti Yuan, dan membentuk suku 
mereka sendiri yang disebut suku Huan. Pada Dinasti Ming sendiri Islam menjadi 
lebih maju. Iman Hu Dengzhou dari Provinsi Shanxi menjadi penggagas dari 
berdirinya sekolah-sekolah Islam dan Mesjid di Tiongkok, dengan tujuan 
menyebarkan Islam di Tiongkok lebih luas lagi.
45
 
Walaupun sekarang Islam bukanlah agama yang paling banyak pemeluknya 
di Tiongkok, namun Islam telah masuk dalam budaya Tiongkok. Beijing dan 
Shanghai merupakan wilayah yang terdapat banyak umat Muslim. Juga terdapat 
ada sekitar 30.000 bangunan Mesjid yang tersebar diseluruh wilayah Tiongkok.
46
 
1.4 Kristen (Katolik Roma dan Protestan) 
Masuknya dan mulai tersebarnya agama Kristen sama dengan masa 
kejayaan dan berkembang pesatnya Islam di Tiongkok. Saat Dinasti Yuan, di 
mana bangsa Mongol berhasil menguasai Tiongkok dan kerjasama Tiongkok 
dengan negara Barat berjalan dengan baik, membuat para misionaris juga datang 
ke Tiongkok menyebarkan agama Kristen. 
Awal perkembangan Kristen di Tiongkok tidak sebesar yang terjadi pada 
Islam dan agama-agama yang lebih dahulu masuk di Tiongkok. Saat Dinasti 
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Yuan, tepatnya pada tahun 1299 hingga 1305, misionaris Katolik berkebangsaan 
Itali, John of Montecorvino membangun dua buah Gereja di Tiongkok.
47
 Namun 
sebelum itu, para sejarawan mencatat ada beberapa tahun yang dilewati para 
misionaris Katolik sebelum John of Montecorvino berhasil membangun dua 
bangunan Gereja tersebut.  
Ada empat tahapan yang dilalui oleh para misionaris Kristen dalam 
menyebarkan kepercayaannya di Tiongkok
48
, yaitu : 
 a. Tahap pertama : Awal dari masuknya Kristen di Tiongkok, ditandai 
dengan para misionaris Katolik yang datang pada saat Dinasti Yuan (1206 – 
1368). Di sini juga, seperti yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya, John 
of Montecorvino membangun dua Gereja dan mempelajari bahasa Tiongkok di 
Beijing, kemudian berhasil menerjemahkan Kitab Amsal ke dalam bahasa 
Tiongkok.  
 b. Tahap kedua : Dalam masa ini masih dipegang oleh para misionaris 
Katolik namun sudah dalam masa Dinasti yang berbeda yaitu, Dinasti Ming dan 
Dinasti Qing (1368 – 1911). Pada masa ini, Reformasi Katolik Roma terjadi di 
seluruh dunia, termasuk di Asia, sehingga membuat para misionaris Katolik 
banyak yang menetap di Tiongkok. 
 c. Tahap ketiga : Tahap ketiga terjadi selama era 1800 hingga awal 1900 
yang dilakukan oleh para Evangelis umat Protestan yang datang dari Eropa Barat 
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dan Amerika. Di sini, dapat dikatakan Kristen mulai berkembang pesat di 
Tiongkok. 
 d. Tahap keempat : Dapat dikatakan juga sebagai tahap terakhir dari 
sejarah perkembangan Kristen di Tiongkok. Pada tahap ini, masyarakat Tiongkok 
sendiri yang menyebarkan Kristen di Tiongkok. Mereka mulai membangun 
Gereja dan Sekolah. Tahap ini terjadi pada era 1900-an. 
Terjadinya keempat tahap ini, membuat Kristen tersebar luas ke seluruh 
daratan Tiongkok. Pada tahun 1905, terjadi perlawanan para biksu untuk 
menyerang para misionaris dan kaum Tibet yang makin banyak memeluk agama 
Kristen. Hal ini membuat tidak baiknya hubungan Tiongkok dengan Eropa dan 
Amerika. Namun, pada tahun 1942 Vatikan membangun hubungan dengan 
Tiongkok. Tetapi hubungan kedua negara ini terganggu karena terjadinya Perang 
Sipil di Tiongkok pada tahun 1949 yang dimenangkan oleh Partai Komunis 
Tiongkok dan mengubah nama Tiongkok menjadi Republik Rakyat Tiongkok, 
tidak hanya itu PKT juga menjadikan Beijing sebagai ibukota, dan memisahkan 
Pemerintah Nasional Tiongkok yang sekarang di kenal sebagai negara Taiwan. 
Kemudian puncak dari tindakan PKT adalah memutuskan hubungan diplomatik 
dengan Vatikan  pada tahun 1951.
49
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Table 3.1 : Data Demografi jumlah penganut agama di Tiongkok. 
*data mengenai jumlah diolah dari sumber  https://www.cia.gov/library/publications/ dan  
Directorate General of Budget, Accounting And Statistic Executive of Yuan., Statistical Yearbook 
of The Republic of China., 2010., Republic Of China. 
 
 
A.2. Kondisi Pemeluk Agama Katolik Roma di Tiongkok 
Dewasa ini, agama masih saja menjadi isu sosial yang tetap mendapatkan 
masalah dan tekanan, baik dari individu maupun negara. Meskipun telah terbentuk  
komisi perlindungan HAM di PBB dan diciptakannya tigapuluh pasal dalam PBB 
mengenai perlindungan dan hak setiap individu untuk memeluk agama yang 
diyakininya, tetap saja perlakuan yang tidak adil dan terbatasnya menjalankan 
agama oleh karena kebijakan atau tindak yang dilakukan oleh seseorang, 
kelompok, ataupun negara.  
Setiap negara mempunyai kebijakan sendiri mengenai agama. Idealnya, 
tindak nyata dari suatu kebijakan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah harus 
sesuai dengan kebijakan itu sendiri. Namun, pada kenyataannya masih banyak 
tindak dari pemerintah sendiri yang telah menghalangi hak masyarakatnya dalam 
menjalankan ibadah. 
Agama Persentasi Jumlah Penduduk 
Buddha 18.2 % 243.829.923 
Kristen 5.1 % 68.325.967 
Islam 1.8 % 24.115.047 
Taoisme 0.7 % 9.378.073 
    Kepercayaan leluhur 21.9% 293.399.742 
Tidak terafiliasi 52.2 % 699.336.372 
Lainnya 
(Yahudi dan Hindu) 
0.1 % 1.339.724 
Total Penduduk Tiongkok 1.339.724.852 
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Seperti yang terjadi di Tiongkok. Di mana masyarakatnya tidak 
mendapatkan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya oleh karena tekanan dari 
pemerintah. Hal ini tidak hanya menyebabkan permasalahan antara pemerintah 
Tiongkok dan warga negaranya sendiri, melainkan juga dengan dunia 
internasional. Tiongkok dianggap telah melanggar HAM yang telah diakui secara 
universal dan internasional. Kondisi masyarakat yang memeluk agama tertentu di 
Tiongkok mendapatkan tindak diskriminasi dari pemerintahnya, dalam hal ini 
warga negara yang memeluk Katolik Roma. 
Dalam Pasal yang ke-30 mengenai kebebasan beragama dalam konstitusi 
Tiongkok dinyatakan bahwa :  
Citizens of the People’s Republic of China enjoy freedom of religious belief. 
No state organ, public organization or individual may compel citizens to 
believe in, any religion; nor may they discriminate against citizens who 
believe in, or do not believe in, any religion. The state protects normal 
religious activities.
50
 
  
Dalam konstitusinya dengan sangat jelas Tiongkok mendukung dan 
masyarakatnya dapat menikmati kebebasan memeluk agama. Pemerintah juga 
akan melindungi kegiatan keagamaan yang dianggap normal atau sewajarnya. 
Lebih jauh lagi, pada tahun 2005 pemerintah Tiongkok telah mengesahkan 
peraturan baru mengenai agama yang ada di negaranya yaitu, negara 
diperbolehkan untuk memiliki hak properti, mempublikasikan literatur, 
mengangkat pemuka agamanya, dan mengumpulkan donasi selama agama 
tersebut terdaftar di pemerintahan. Agama yang dilegalkan oleh pemerintah 
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Tiongkok yaitu, Buddha, Taoisme, Islam, Katolik, dan Protestan. Di luar dari 
kelima agama ini, kegiatan peribadatannya dianggap ilegal dan tidak sah.
51
 
Namun meskipun telah mempunyai konstitusi dan kebijakannya sendiri, 
kebebasan beragama di Tiongkok belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh 
masyarakat Tiongkok. Bahkan kelima agama yang disahkan oleh pemerintah 
masih saja mendapatkan tekanan dari Pemerintah Partai Komunis Tiongkok yang 
hingga sekarang masih menguasai pemerintahan Tiongkok.  
Agama Buddha sebagai agama yang dengan pemeluk terbesar di Tiongkok, 
pernah melakukan protes di Tiongkok mengenai status politik Tibet, yang ingin 
memisahkan diri dari Tiongkok. Telah banyak cara yang dilakukan oleh para 
Buddha dan masyarakat Tibet untuk mendapatkan status politiknya dari 
pemerintah Tiongkok, dan puncaknya pada tahun 2008 di mana para biksu dan 
orang-orang Tibet melakukan demonstrasi anti pemerintah yang akhirnya 
berujung kekacauan yang besar di Tiongkok.
52
 Dalai Lama Tibet juga diasingkan 
oleh pemerintah Tiongkok oleh karena telah memimpin terjadinya aksi 
demonstrasi tersebut. Hingga saat ini pun, masyarakat Tibet dan para biksu 
Buddha masih berusaha untuk mendapatkan status politik Tibet sebagai negara 
yang independen.
53
  
Masyarakat Tiongkok beragama Islam juga mendapat tindak diskriminasi di 
Tiongkok, khususnya di ibu kota provinsi Xinjiag. Di sana kaum Muslim 
Tiongkok mendapatkan kekerasan dan perlakuan tidak adil. Pada tahun 2009 
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ribuan umat Muslim melakukan demonstrasi, mayoritas demonstran berasal dari 
suku Han.
54
 Aksi demonstrasi ini disebabkan oleh karena kerusuhan yang terjadi 
pada bulan Juli 2009 di mana pemerintah membatasi kegiatan keagamaan di 
Xinjiang seperti tidak melakukan Shalat Jumat  yang kemudian menewaskan 
sebanyak 197 umat Muslim di Tiongkok. Tidak hanya itu, pemerintah Tiongkok 
juga melarang upacara berkabung di Xinjiang. Masalah ini kemudian 
mendapatkan protes dari berbagai organisasi Islam, salah satunya Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
55
 Islam hingga saat ini, masih 
mendapatkan kontrol ketat dari pemerintah Tiongkok dalam menjalankan tiap 
kegiatan keagamaannya.  
Kepercayaan Taoisme adalah kepercayaan yang paling tua yang ada di 
Tiongkok. Meskipun jumlah pemeluk agama Taoisme lebih sedikit dibandingkan 
pemeluk agama lain di Tiongkok, namun kepercayaan Taoisme mempunyai 
pengaruh dalam kultur rakyat Tiongkok. Bahkan kepercayaan Taoisme 
dimasukkan dalam beberapa karya seni sejarah Tiongkok. Salah satu ajaran yang 
terkenal yang diturunkan dalam kepercayaan Taoisme adalah Feng Shui.
56
 Tidak 
ada konflik yang terjadi antara Taoisme dan pemerintah Tiongkok, melainkan 
dengan umat pemeluk agama Buddha. Jika dilihat secara umum, kepercayaan 
Taoisme dan Buddha mempunyai banyak kesamaan, kedua agama mengajarkan 
tentang ketenangan diri dan perdamaian. Namun, jika dilihat lebih seksama, 
Taoisme dan Buddha mempunyai pengajaran yang berbeda. 
                                                          
54
Demonstran Urumqi Dibubarkan Urumqi., Kompas., 5 September 2009. 
55
ICMI Desak Cina Lindungi Muslim., Republika., 25 Juli 2009. 
56
Yin and Yang : The Influence of Taoism in Communist China., http://www.spiegel.de 
/international., diakses pada tanggal 18 Juli 2014, pkl. 15.00 WITA. 
44 
 
Konflik yang terjadi antara Taoisme dan Buddha sudah ada sejak Tiongkok 
masih dalam pemerintahan Dinasti. Konflik ini muncul oleh karena Taoisme yang 
tidak menyetujui salah satu ajaran Buddha yang menganggap bahwa hidup ini 
penuh dengan kesulitan. Kemudian saat Tiongkok memasuki Revolusi Kultur 
(1966 -1976), banyak kuil-kuil Taoisme yang dihancurkan.
57
 Sejak ini, hubungan 
antara umat Buddha dan Taoisme di Tiongkok tidak berjalan dengan baik hingga 
sekarang. Namun, hubungan Taoisme dan pemerintah Tiongkok berjalan dengan 
baik. Bahkan ajaran Taoisme telah menyatu dengan filosofi, kepercayaan, dan 
kultur hidup masyarakat Tiongkok.  
Selanjutnya adalah umat beragama Kristen di Tiongkok. Ada dua agama 
Kristen yang diakui secara legal di Tiongkok yaitu, Protestan dan Katolik. Kedua 
agama ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pemerintah Tiongkok. 
Meskipun keduanya tetap mendapatkan kontrol penuh dari pemerintah, namun 
umat pemeluk agama Protestan telah mulai mendapatkan kebebasannya dalam 
menjalankan agama. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pemeluk 
agama Protestan pada tahun 2005 sebanyak 5% dan pada tahun 2007 diadakan 
survei pemeluk agama Protestan di Tiongkok mencapai 40.000.0000 jiwa.
58
 Hal 
ini tentu saja berdampak pada meningkatnya bangunan Gereja di wilayah 
Tiongkok. Pemeluk agama Protestan di Tiongkok dapat dengan tenang dan damai 
menjalankan ibadahnya walaupun masih mendapatkan kontrol dari pemerintah 
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Tiongkok, namum hal ini tidak menghalangi meningkatnya jumlah pemeluk 
agama Protestan di Tiongkok.  
Berbeda halnya dengan umat Katolik di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok 
membagi agama Katolik menjadi dua pengajaran yang berbeda. Pertama adalah 
Katolik Patriotik Tiongkok yang dibuat oleh pemerintah Partai Komunis 
Tiongkok sendiri dan yang kedua adalah Katolik Roma yang pengajarannya 
berpusat ke Tahta Suci Vatikan yang secara universal diakui sebagai agama 
Katolik. Kondisi kedua agama Katolik ini pun berbeda, dan tentu saja perlakuan 
pemerintah Tiongkok terhadap kedua aliran agama ini berbeda.  
Katolik Patriotik Tiongkok (KPT) tentu saja dapat dengan bebas 
melaksanakan ibadahnya. Tidak hanya itu, KPT juga mengangkat Uskup Agung 
dan Kardinalnya sendiri yaitu, Kardinal John Tong yang dipilih langsung oleh 
pemerintah Partai Komunis Tiongkok.
59
 Kemudian membangun gereja dan tidak 
mengikuti pengajaran dari Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik 
diseluruh dunia. 
Lain halnya dengan rakyat Tiongkok yang memeluk agama Katolik Roma, 
di mana mereka mendapatkan diskriminasi dari pemerintah Tiongkok. Sangat sulit 
mendapatkan gereja Katolik Roma di Tiongkok, sehingga para umat terpaksa 
beribadah secara diam-diam dalam suatu perkumpulan yang kecil dan mereka 
harus berhati-hati agar pergerakan mereka tidak diketahui oleh pemerintah, untuk 
tempat ibadah mereka biasa menyewa ruang pertemuan di sebuah hotel, atau di 
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basement sebuah apartement.
60
 Karena pergerakan ibadah mereka yang sembunyi-
sembunyi ini mereka dinamakan sebagai Catholic Underground atau umat 
Katolik bawah tanah.
61
 Jika mereka diketahui oleh pemerintah, maka konsekuensi 
yang mereka dapatkan adalah dipenjara atau dideportasi jika berasal dari luar 
negara Tiongkok.  
Tindakan pemerintah Tiongkok tidak hanya sampai di situ, namun sudah 
banyak para imam dan uskup Katolik Roma yang ditangkap dan dipenjarakan atau 
dibawa ke daerah kerja paksa. Hal ini mengakibatkan perkembangan iman Katolik 
Roma dapat menurun karena tidak adanya pemimpin iman yang memberikan 
pengajaran-pengajaran. Umat Katolik Roma pun masih ada yang hidup dalam 
ketakutan karena tindakan dari pemerintah ini. Gereja Katolik Roma sudah sangat 
jarang untuk dapat ditemukan di Tiongkok karena pihak yang berwenang sering 
menghancurkan tempat ibadah mereka.  
Hal ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Tahta Suci Vatikan, di mana 
Tiongkok dianggap telah menciptakan ajaran Katoliknya sendiri dan pengajaran 
ini telah melanggar dari pengajaran Katolik yang seharusnya dan kemudian 
melakukan tindakan yang tidak adil terhadap umat Katolik Roma yang berada di 
Tiongkok, Uskup Agung yang diangkat oleh Pemerintah Partai Komunis 
Tiongkok diluar dari persetujuan dan pentahbisan resmi yang seharusnya 
dilakukan oleh Paus juga Katolik yang terdaftar legal oleh pemerintah hanya 
Katolik Patriotik Tiongkok. 
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Pada tahun 2009, Uskup Katolik bawah tanah bernama Uskup Yao 
dibebaskan dari penjara setelah 30 bulan ditahan. Uskup Yao ditahan setelah 
diketahui oleh pemerintah telah menahbiskan 20 imam Katolik Roma dan lebih 
dari 1000 orang mengikuti ibadah misa yang dilakukan Uskup Yao setiap 
minggu.
62
 Pentahbisan yang dilakukan oleh Uskup Yao adalah tindakan yang 
melanggar aturan Departemen Agama Tiongkok menurut pemerintah Tiongkok. 
Namun sejak pembebasan Uskup Yao ini, banyak para misionaris yang berasal 
dari luar negara Tiongkok berani untuk memasuki negara Tiongkok untuk 
menyebarkan agama Katolik Roma. Kegiatan ini tentu saja dilakukan secara 
diam-diam dan berusaha tidak diketahui oleh pemerintah Tiongkok hingga 
sekarang. Pihak dari Tahta Suci Vatikan juga masih terus berusaha agar umat 
Katolik Roma mendapatkan haknya dan dapat diakui oleh pemerintah Tiongkok. 
Namun hal yang paling penting dan menjadi tujuan dari Tahta Suci Vatikan 
adalah agar Katolik tidak terpecah di Tiongkok, melainkan hanya satu Katolik, 
yaitu Katolik Roma.  
Kemudian di Amerika juga terdapat sebuah yayasan yang mempunyai 
tujuan yang sama dengan Tahta Suci Vatikan, Yayasan Kardinal Fung, di mana 
yayasan ini juga bekerja sama dengan Vatikan demi tercapainya pembebasan 
umat Katolik Roma.
63
 Telah banyak usaha yang dilakukan oleh Yayasan Kardinal 
Fung dalam membantu umat Katolik Roma di Tiongkok, seperti mengumpulkan 
donasi dan merawat anak-anak yatim piatu dan penyandang cacat. Nama dari 
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Kardinal Fung sendiri adalah Kardinal Tiongkok pertama yang diangkat secara 
langsung oleh Paus John John Paul II. Kini Kardinal Fung telah meninggal dan 
namanya dipakai sebagai nama yayasan ini sebagai bentuk penghormatan 
terhadap visi misinya dalam memperjuangkan Katolik Roma di Tiongkok.  
Makin banyak para misionaris Katolik Roma yang memberanikan diri 
menyebarkan agama Katolik Roma di Tiongkok juga berpengaruh pada 
meningkatnya jumlah warga Tiongkok yang memeluk agama Katolik Roma. Hal 
ini yang menyebabkan pemerintah Tiongkok semakin ketat dalam mengontrol 
kegiatan beribadah di Tiongkok. Bahkan saat wafatnya salah seorang Uskup 
Katolik Roma, yaitu Uskup Joseph Fan Zhongliang, para umat Katolik Roma 
tidak mendapatkan izin untuk melakukan ibadah duka di Katedral Shanghai oleh 
pemerintah Tiongkok.
64
 
Secara global, jumlah persentasi pemeluk agama Katolik Roma hingga akhir 
tahun 2012 naik sekitar 1,4%. Tentu saja negara Tiongkok ikut berkontribusi 
dalam peningkatan umat Katolik Roma di seluruh dunia. Namun, menurut buku 
statistik Vatikan yang terakhir, dari tahun 2007 hingga akhir tahun 2012 masih 
ada sekitar 4,8 juta umat Katolik yang tidak dapat terdata di Tiongkok karena 
tidak dapat memberikan informasi yang akurat kepada Vatikan.
65
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B. Diplomasi Vatikan  
Dalam dunia internasional, keberlangsungan hubungan antara negara satu 
dan yang lainnya tidak akan terwujud tanpa adanya diplomasi. Dapat dikatakan 
diplomasi menjadi tahap yang penting dalam suatu negara untuk mencapai 
kepentingannya di negara lain. Diplomasi juga dianggap sebagai langkah yang 
paling aman dan efektif dalam hubungan internasional.  
Semakin banyak kepentingan dan kebutuhan suatu negara, maka langkah-
langkah diplomasi yang ditempuh oleh negara tersebut dapat dengan berbagai 
bentuk. Namun sebelum mengetahui bentuk langkah atau usaha yang ditempuh 
oleh suatu negara, jauh lebih penting jika kita mengetahui sejarah hubungan 
diplomatik kedua negara yang bersangkutan. Sama halnya yang terjadi pada 
hubungan diplomatik Tahta Suci Vatikan dan Tiongkok dewasa ini.  
Rumitnya permasalahan diplomasi yang dihadapi oleh Tahta Suci Vatikan 
terhadap negara Tiongkok, membuat Vatikan mengambil berbagai usaha agar apa 
yang menjadi tujuan Vatikan tercapai. Mengingat bahwa Vatikan sebagai entitas 
politik yang unik dimana Vatikan melakukan hubungan diplomatiknya dengan 
negara lain atas dasar sosial dan isu kemanusiaan bukan atas dasar politik maupun 
ekonomi, menjadikan langkah-langkah yang ditempuh Vatikan adalah dengan 
menggunakan soft power seperti, pertemuan, mengadakan kunjungan, juga lewat 
budaya dan pendidikan. Hal ini juga tergambar jelas dari diplomasi yang dipegang 
oleh Vatikan yaitu, Ecclesiastical Diplomacy dimana diplomasi dijadikan sebagai 
seni dalam membangun hubungan dengan negara lain, demi kepentingan 
kemanusiaan dan terciptanya perdamaian. 
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B.1. Sejarah Hubungan Diplomatik Vatikan – Tiongkok 
Kondisi hubungan yang dialami oleh Vatikan dan Tiongkok dewasa ini, 
tidak dapat dilepaskan dari sejarah hubungan antara kedua negara. Dengan 
diketahuinya sejarah diplomatik maka akan semakin jelas penyebab dari kondisi 
hubungan kedua negara ini pada masa kini. Sejak 63 tahun yang lalu atau pada 
tahun 1951, Republik Rakyat Tiongkok telah menjadi negara yang mendapat 
tempat yang penting bagi Vatikan. Kebijakan Tiongkok yang membentuk 
Katoliknya sendiri yang kini dikenal dengan Katolik Patriotik Tiongkok, membuat 
Vatikan terus menerus berusaha untuk berdiplomasi dengan Tiongkok hingga 
sekarang.  
Awal dari hubungan Vatikan dan Tiongkok adalah ketika Katolik masuk ke 
Tiongkok saat negara tersebut masih dipegang oleh Dinasti Yuan dan mencapai 
puncaknya pada saat Dinasti Ming. Terjadi revolusi Katolik yang cukup besar di 
seluruh wilayah negara Asia terutama di Tiongkok. Banyak para misionaris 
Katolik datang ke Tiongkok dan menyebarkan agama Katolik. Tiongkok yang 
menjadi negara terbesar di Asia membuat Tiongkok dipandang sebagai salah satu 
wilayah yang cukup penting dalam penyebaran agama Katolik bagi Tahta Suci 
Vatikan.  Mulai dari era ini, Vatikan mempunyai hubungan diplomatik yang 
cukup baik dengan Tiongkok, dan Katolik Roma juga diterima sebagai salah satu 
agama yang resmi di sana.  
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Namun, perubahan dari hubungan Vatikan dan Tiongkok muncul saat 
Uneven Treaties
66
 masuk ke Tiongkok diantara abad ke-19 dan awal abad ke-20. 
Di mana Tiongkok dikuasai oleh negara barat atau yang lebih dikenal dengan 
Western Power. Negara-negara barat menguasai seluruh tanah di Tiongkok dan 
membaginya menjadi beberapa wilayah masing-masing yang dimiliki oleh negara 
barat dan mereka memerintah juga memberikan pengaruh di wilayah yang mereka 
kuasai. Hal ini memberikan dampak yang buruk bagi warga Tiongkok. Orang-
orang dari negara barat yang datang di Tiongkok dianggap sebagai musuh, 
termasuk para misionaris Katolik yang menyebarkan agama di Tiongkok. Pada era 
ini, para misionaris Katolik yang dibawahi oleh Vatikan berhasil menyebarkan 
agama Katolik di Tiongkok. 
Selain itu, pada tahun 1905 timbul keresahan kepada para biksu di Tiongkok 
yang melihat makin banyak warga negara Tiongkok yang beragama Katolik. Para 
misionaris dan pastor menjadi korban dari pemberontakan ini, banyak yang 
ditangkap ataupun dihukum mati, dan banyak Gereja yang akhirnya dibakar dan 
diruntuhkan pada tahun ini. Para warga negara Tiongkok yang beragama Katolik 
juga ditangkap dan dipaksa untuk meninggalkan agama Katolik, dan yang 
menolak mendapat hukuman mati. Hal ini membuat hubungan Vatikan dan 
Tiongkok menjadi renggang. Pada tahun 1942 Vatikan mencoba kembali 
membangun hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok. Paus Pius XII mencoba 
usahanya dalam membangun kembali hubungan diplomatik antara Vatikan dan 
Tiongkok. Mentri Luar Negri Tiongkok pada saat itu, Lou Tseng-Tsiang 
                                                          
66
Anna Carletti., People’s Republic of China And The Holy-See : A Long History of Agreements 
and Disagreements., 2007., hlm. 02 
52 
 
mempunyai peran yang cukup penting dalam terjalinnya kembali hubungan 
diplomatik Vatikan-Tiongkok. Hal ini terlihat jelas dalam pernyataan Lou Tseng-
Tsiang yang mengatakan bahwa : 
The opportunity to proceed further was offered to me. I proposed that the 
Government reach an agreement with the Holy See in order to establish 
diplomatic relations between the Republic and the Holy See. And since such 
a proposal was accepted, I started contacts with the Vatican, who at once 
gave their consent. The intervention and the systematic opposition of a great 
European power, that declared that it was acting to protect the Missions.
67
 
 
Dari pernyataan Lou Tseng-Tsiang ini terlihat bahwa pada saat itu Tiongkok 
menyambut dengan baik hubungan diplomatik yang ingin dibangun oleh Vatikan. 
Tidak lama setelah itu, Vatikan mengirimkan Uskup Agung Antonio Roberi 
sebagai perwakilan Vatikan di Tiongkok dan berlokasi di Nanking tempat 
pemerintah Nasionalis Republik Tiongkok.
68
 Kemudian pada tahun 1946, gedung 
kementrian luar negri Vatikan merubah nama dari The Apostolic Delegation to 
China  menjadi Apostolic Internunciature.  
Pada tanggal 6 Juli ditahun yang sama, Uskup Agung Antonio Roberi 
membuat pertemuan dan berbicara kepada Pemimpin Pemerintah Nasionalis 
Tiongkok, Chiang Kai-sek, dan Pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Mao 
Zedong. Sayangnya pembicaraan antar ketiganya tidak berjalan sesuai yang 
diharapkan, oleh sebab tidak adanya kesepakatan yang dicapai. Mao Zedong yang 
menolak bekerjasama dengan Vatikan karena dianggap mempunyai perbedaan 
ideologi antara Partai Komunis Tiongkok dan Vatikan yang berasal dari negara 
barat dan menganut paham demokrasi. Mao Zedong juga telah menganggap 
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Vatikan sebagai salah satu negara imperialis, yang telah mempengaruhi Tiongkok 
dari berbagai aspek, tidak hanya agama, melainkan juga kultur, dan pola pikir 
rakyat Tiongkok pada saat itu. 
Puncak dari putusnya hubungan diplomatik Vatikan dan Tiongkok adalah 
pada saat berakhirnya Perang Dunia II kemudian terjadi perang sipil pada tahun 
1949 antara Pemerintah Nasionalis Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok yang 
kemudian dimenangkan oleh PKT. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong 
mendeklarasikan kemenangan PKT kepada seluruh rakyat Tiongkok di 
Tiananmen, Beijing dan merubah nama negara Republik Tiongkok menjadi 
Republik Rakyat Tiongkok. Perbedaan ideologi antara PKT dan Pemerintah 
Nasionalis Tiongkok membuat Tiongkok pun akhirnya terpecah. Pemerintah 
Nasionalis Tiongkok memisahkan diri dan keluar dari Republik Rakyat Tiongkok 
dan membangun negara Taiwan yang berdiri hingga sekarang.  
Tidak hanya itu, Pemerintah Komunis Tiongkok juga menegaskan 
kemerdekaannya dari negara-negara imperialisme, dalam hal ini negara-negara 
Barat dan secara paksa juga sepihak memutuskan hubungan diplomatiknya 
dengan negara-negara tersebut. Termasuk memutuskan hubungan diplomatik 
Tiongkok dengan Vatikan pada tahun 1951. Setelah itu, Vatikan membangun 
apostoliknya dan membangun kerjasama diplomatik dengan Taiwan.  
Meskipun Vatikan sudah tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan 
Republik Rakyat Tiongkok, ketakutan Mao Zedong terhadap pengaruh yang 
terlanjur diberikan Vatikan selama beberapa tahun sebelum pemerintahannya 
masih dianggap menjadi penghambat dalam Pemerintahan Komunis Tiongkok. 
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Akhirnya, untuk menuntutaskan masalah tersebut, PKT pun mengambil tindakan 
menangkap ataupun membunuh para uskup, pastor, dan misionaris Katolik Roma 
yang masih berada di negara Republik Rakyat Tiongkok. Lebih jauh lagi, para 
warga sipil Tiongkok yang memeluk agama Katolik Roma pun ditangkap dan 
dipenjarakan, juga dibunuh jika tidak melepaskan agama yang dianutnya.
69
 
Vatikan mencoba beberapa kali berusaha untuk menemukan korban dari awal 
pemerintahan Partai Komunis Tiongkok, namun tidak berhasil karena sebagian 
besar korban hilang dan sulitnya untuk mendapatkan akses informasi.  
Pada awal masa pemerintahannya, Mao Zedong menanamkan ideologi di 
Tiongkok mengenai pentingnya negara dibangun oleh rakyat sendiri tanpa ada 
campur tangan negara asing. Tiongkok harus mempunyai cara sendiri dalam 
pembangunan nasional dan tidak mengikuti negara lain. Hal ini yang pada 
akhirnya Partai Komunis Tiongkok membuat kebijakan untuk membentuk umat 
Katoliknya sendiri yang secara langsung dibawahi dan dikontrol oleh PKT tanpa 
harus berhubungan dengan pihak Vatikan. PKT membentuk Katolik Patriotik 
Tiongkok dan mengangkat uskup-uskupnya sendiri tanpa restu dari Paus. Gereja-
gereja di Tiongkok juga dilarang untuk membangun hubungan dengan gereja di 
luar Tiongkok dengan tujuan untuk membebaskan negara Tiongkok dari 
imperialisme kebudayaan dan pengaruh negara asing. Banyak tempat ibadah yang 
ditutup dan diruntuhkan secara sepihak oleh PKT dan satu-satunya tempat ibadah 
Katolik yang masih terbuka adalah Katedral Nantang, Beijing dan hanya 
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masyarakat asing atau diplomat community yang dapat beribadah di Katedral 
tersebut.
70
 
Vatikan yang saat itu dipimpin oleh Paus Pius XII tidak berhasil 
mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Republik Rakyat Tiongkok. 
Adanya perbedaan ideologi yang menjadi masalah utama dari hubungan 
diplomatik kedua negara. Vatikan yang menentang pemerintahan dengan gaya 
komunis, sementara RRT dibawah Mao Zedong menganut pemerintahan yang 
komunis. Satu-satunya negara yang berhubungan diplomatik dengan Tiongkok 
pada saat itu adalah Uni Soviet yang menganut ideologi pemerintahan yang sama 
yaitu, komunis.  
Pada tahun 1976 saat terjadinya Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, tercatat 
sekitar 59% penduduk masyarakat Tiongkok menjadi atheis dan sekitar 33% 
lainnya menganut kepercayaan Taoisme dan Buddha. Meskipun pada akhir tahun 
70-an beberapa tempat ibadah dibuka kembali, utamanya didaerah tempat wisata 
Tiongkok seperti Shanghai dan Kanton, namun masyarakat Tiongkok yang 
memeluk agama Krsiten belum banyak yang memberanikan diri untuk beribadah 
ditempat ibadah yang telah dibuka oleh pemerintah.
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Meskipun demikian, Vatikan tidak menghentikan usahanya untuk mencoba 
kembali membangun hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Pada tahun 
1983, saat itu Vatikan telah dipimpin oleh Paus John John Paul II lewat Sekretaris 
Negara Vatikan, Kardinal Casaroli mencoba untuk bernegosiasi kepada RRC 
lewat Direktur Urusan Agama Republik Rakyat Tiongkok, Qiao Liansheng. 
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Namun, tanggapan yang didapatkan oleh Vatikan dari Tiongkok tidak terlalu baik. 
Qiao menyatakan dalam salah satu pidatonya bahwa : 
The Vatican is a nation with particular, monarchial, authoritarian 
charateristics, called by the name “Vatican State”...The reality of the so-
called Pope is the monarchial power of this (sovereign) state. This State 
mixes politics with all religious matters, masquerading under a religious 
guise. All religious manifestations of the Vatican, all instructions and so on 
have a political color; all are in political service to its colonialism. Against 
this, the Catholics of a nation to become a partner of faith, because one of 
allegiance to Catholicism, or to blindly follow and serve, and thus to be 
hoodwinked by politics, even to betray our nation.The Vatican is an enemy 
of the Chinese people which came only to serve the expantion of the 
colonalism in the twentieth Century...When Japanese militiarism invaded 
China, dividing our nation’s soil by force arms, when the puppet of 
government of Manchukuo was established in our northeast provinces, the 
Vatican was the first to give diplomatic recognition. After the founding of 
the People’s Republic of China, the Vatican maintained a hostile attitude to 
new China, and from the beggining carried on a series of wrecking 
(sabotage) activities toward our nation.
72
 
 
Dari pidato yang Qiao ini terlihat jelas bahwa Tiongkok memang 
menganggap Vatikan sebagai ancaman dari independensi Republik Rakyat 
Tiongkok. Tiongkok mencurigai Vatikan memakai kedok agama dalam 
mempengaruhi politik dan ideologi masyarakat Tiongkok. Qiao juga dengan tegas 
memproklamasikan bahwa Vatikan merupakan musuh dari Tiongkok dan dapat 
memicu kerusakan terhadap bangsa Tiongkok sendiri. Ideologi yang berlawanan 
yang dipegang oleh kedua negara ini menjadi pemicu utama dalam putusnya 
hubungan diplomatik antar keduanya.  
Pada tahun 1986, terlihat ada harapan terhadap toleransi keagamaan dan 
membuka hubungan kembali antara Tiongkok dan Vatikan. Maka dari itu, 
Sekretaris Jendral PKT, Zhao Ziyang bertemu dengan Kardinal Jamie Sin di 
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Beijing pada bulan November di tahun yang sama untuk memulai hubungan 
kedepan antara Tiongkok dan Vatikan.
73
 Namun sayangnya, misi itu terhenti 
akibat dari puncak krisis politik di Tiongkok yang ditandai dengan pembantaian di 
Tiananmen dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989. Akibatnya, Tiongkok 
kembali merasa tidak aman dengan negara-negara Barat selain Uni Soviet dan hal 
ini mengakibat pula Tiongkok merenkonstruksi kembali konstitusinya mengenai 
perlindungan terhadap agama di Tiongkok, di sebutkan dalam Dokumen ke-6, 
artikel ke-36: 
Religious faith as a free choice for the citizens is a private matter, but 
religious activities as social activities and religious organizations as social 
organizations must accept the supervision of administrative organs of the 
government.
74
 
 
Ini berarti seluruh kegiatan keagamaan tetap terkontrol penuh dan dikuasai 
oleh pemerintah. Tragedi di Tiananmen dianggap oleh Tiongkok sebagai salah 
satu bukti bagaimana pengaruh dari ideologi barat yang diberikan oleh negara 
asing menjadi penghalang berjalannya pemerintahan PKT. Pembatasan terhadap 
aktivitas agama merupakan upaya pemerintah dalam menghalangi terjadinya 
kembali krisis politik di Tiongkok. 
Pada era tahun 1990 saat Tiongkok dipimpin oleh Jiang Zemin, Tiongkok 
mulai membuka diri pada dunia internasional dan membangun kerjasama ekonomi 
kepada berbagai negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara 
Tiongkok. Kerjasama ekonomi Tiongkok dengan negara asing juga berpengaruh 
pada keadaan dalam negeri Tiongkok sendiri. Banyak gereja, seminari, dan biara 
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kembali dibuka oleh pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah tidak ingin begitu 
saja membebaskan rakyatnya dalam hal aktivitas keagamaan. Jiang Zemin tetap 
ingin pemerintah mengontrol tiap aktivitas keagamaan namun perasaan dikekang 
tidak dirasakan oleh rakyatnya, sehingga tidak lagi menimbulkan pemberontakan 
terhadap negara sendiri.  
Oleh karena itu, Zemin pun memerintahkan Kementrian Agama untuk 
melakukan penelitian pada tahun 1999 yang kemudian memakan waktu enam 
tahun dalam penyusunan peraturan nasional yang baru mengenai kegiatan 
keagamaan di Tiongkok, yang selanjutnya disahkan melalui Keputusan Nomor 
426 Dewan Negara yang berlaku pada tanggal 1 Maret 2005, di bawah 
kepemimpinan Hu Jintao. Peraturan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
amandemen pasal 1 dan pasal 5 Konstitusi Tiongkok yang disahkan oleh Kongres 
Rakyat Nasional pada Maret 1999 : ―Negara menjunjung tinggi keseragaman dan 
martabatat sistem hukum sosialis.‖ Regulasi ini juga merupakan kontinuitas dari 
peraturan atas Pengawasan Kegiatan Keagamaan Asing di Tiongkok (SK 144) dan 
peraturan tentang Pengelolaan Tempat Kegiatan Keagamaan (SK145).
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Lebih jauh lagi, selama masa pemerintahan Zemin juga banyak para uskup 
Katolik Roma yang ditangkap dan dipenjarakan. Namun, setelah didata banyak 
dari para uskup yang menjadi tahanan kemudian hilang dan tidak diketahui 
keberadaannya. Pihak Vatikan bekerjasama dengan Organisasi Kardinal Kung
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untuk mendapatkan data para uskup tahanan tersebut. Adapun uskup-uskup yang 
berhasil terdata sebagai berikut: 
Table 3.2 : Daftar Nama Uskup yang Menjadi Tahanan 
Nama Uskup Tahun ditangkap Keterangan 
SU Zhimin 08 Oktober 1997 Ditangkap setelah 17 bulan 
bersembunyi. Namun, 
keberadaannya sekarang tidak 
diketahui. 
GAO Kexian Oktober 1999 Meninggal dipenjara tanggal 24 
Januari 2005. Penyebab 
kematian tidak diketahui. 
HAN DingXiang 01 Desember 1999 Meninggal dipenjara tanggal 9 
September 2007 pada umur 71 
tahun. Penyebab kematian tidak 
diketahui. 
SHI Enxiang 13 April 2001 Belum bebas dari penjara. 
Francis An Shuxin 1997 Ditangkap dan tidak diketahui 
keberadaannya hingga sekarang. 
Zhao Zhendong Desember 2004 Ditangkap saat berumur 84 
tahun 
Huo Junlong Agustus 2004 Ditangkap saat berumur 50 
tahun dan diisolasi ditempat 
yang tidak diketahui 
Li Side Desember 1989 – Juni 
1991 
Ditangkap saat berumur 78 
tahun. Saat dibebaskan dia 
dikenakan sanksi tidak dapat 
memimpin kegiatan ibadah 
apapun. 
Jia Zhiguo Telah beberapa kali 
ditangkap. Tahun ini 
Zhiguo juga telah 
ditangkap 2 kali. 
Sekarang telah berumur 68 
tahun. 
Bartholomew 
Cengti 
Sejak Desember 2001 
telah diisolasi dan tidak 
diperbolehkan 
mendapatkan 
kunjungan. 
Berumur 74 tahun dan sedang 
sakit sehingga tidak mampu lagi 
memimpin ibadah. 
Li Hongye 1997 Berumur 83 tahun dan jatuh 
sakit. 
Liu Guandong Pergerakannya diawasi 
dan tidak mempunyai 
kebebasan. 
Berumur 84 tahun dan sakit. 
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Fan Zhongliang Dibawah pengawasan 
pemerintah. 
Berumur 85 tahun dan juga jatuh 
sakit. 
Han Jingtao Dibawah pengawasan 
polisi. 
Berumur 82 tahun dan karena 
pengawasan polisi ini, Jingtao 
tidak dapat muncul didepan 
publik. 
Yang Shudao Ditangkap pada tahun 
1955 – 1981 dan 
ditangkap kembali 
1988-1991 
Berumur 84 tahun. Ditangkap 
karena menolak untuk menjadi 
anggota Patriotik Katolik 
Tiongkok. 
Xie Shiguang Oktober 1999 Berumur 86 tahun. Awalnya 
diberitahukan Shiguang 
diundang oleh pemerintah tapi 
ternyata dia ditangkap dan 
diisolasi ditempat yang tidak 
diketahui. 
Lin Xili September 1999 - 2002 Berumur 84 tahun. Sebelum Xili 
ditangkap, Gereja yang dia 
pimpin di daerah Wenzhou di 
hancurkan sebanyak tiga kali 
dari tahun 1999 – 2001. 
Zhang Zhenquan Agustus 2004 Ditangkap saat tengah beribadah 
di daerah Baoding. 
Ma Wuyong Agustus 2004 Ditangkap bersamaan dengan 
Zhenquan 
Li Wenfeng, Liu 
Heng, dan Dou 
Shengxia. 
20 Oktober 2003 Ditangkap saat menghadiri acara 
spiritual di Gaocheng. 
Chi Huitian 09 Agustus 2003 Ditangkap saat memimpin 
ibadah misa di katekisasi 
perkemahan musim panas. 
Kang Fuliang, 
Chen Guozhen, 
Pang Guangzhao, 
Yin Ruose, dan Li 
Shujun 
01 Juli 2003 Ditangkap saat mengunjungi Lu 
Genjun yang bebas setelah 
dibawa ke daerah kerja paksa. 
Lu Xiaozhou 16 Juni 2003 Ditangkap saat mendoakan 
orang sekarat dijalan. 
Lin Daoming 03 Mei 2003 Ditangkap saat mengunjungi 
ibunya yang baru saja bebas 
karena telah melayani para umat 
Katolik bawah tanah sebagai 
tukang masak. 
Zheng Ruipin 12 April 2003 Ditangkap dan dipenjarakan 
ditempat yang tidak diketahui. 
Pang Yongxing, Ditangkap secara Ketiganya akhirnya dibawah ke 
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Ma Shunbao, dan 
Wang Limao. 
berturut-turut  pada 
Desember 2001, Maret 
24 dan 31 Maret 2002 
saat Jumat Agung dan 
Paskah dan 07 Juli 2003 
daerah kerja paksa. 
Li Jianbo 19 April 2001 Dibawa ke daerah kerja paksa 
dan dikabarkan tengah jatuh 
sakit. 
*Data diolah dari sumber http://www.cardinalkungfoundation.org /ar /Prisoners 
ofReligiousConscience.php dan www.asianews.it ., diakses pada tanggal 19 Agustus 2014, pkl 22.00 WITA. 
 
Adapun sebelum Vatikan dipimpin oleh Paus Benediktus XVI adalah Paus 
John Paull II yang juga telah melakukan berbagai banyak usaha untuk dapat 
membangun hubungan dengan pemerintah Tiongkok. Tidak hanya kepada 
pemerintahnya, Paus John John Paul II juga berusaha menjangkau gereja-gereja 
yang ada di Tiongkok baik itu surat maupun pedoman kepada masyarakat 
Tiongkok. Vatikan sangat berharap gereja Katolik yang ada di Tiongkok, tidak 
sepenuhnya dikuasai oleh PKT, walaupun banyak gereja Katolik Roma di 
Tiongkok dihancurkan. 
Keterbukaan Tiongkok mengenai agama berbanding terbalik dengan 
keterbukaannya dalam bidang ekonomi. Hingga wafatnya pada tahun 2005, Paus 
John Paull II telah banyak melakukan usaha untuk dapat berkomunikasi dengan 
pihak yang berwenang di Tiongkok, para uskup, dan umat Katolik yang ada di 
Tiongkok untuk berekonsiliasi. Selama kepausan John John Paul II sepanjang 26 
tahun, tercatat sebanyak 60 kali John John Paul II berusaha berbicara dengan 
Tiongkok melalui pidato resmi, surat-surat, dan ucapan selamat. Namun, usahanya 
tidak dapat membuat Tiongkok ingin membangun hubungan kembali dengan 
Vatikan seperti yang diharapkan oleh Paus John John Paul II.
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B.2. Usaha-Usaha Diplomatik yang di Tempuh Vatikan 
Setelah kematian dari Paus John John Paul II, Benediktus XVI pun diangkat 
untuk memimpin kepausan di Vatikan. Banyak tujuan yang ingin dicapai oleh 
Paus Benediktus XVI selama masa kepemimpinannya. Salah satu tujuannya yang 
paling penting dan disoroti oleh dunia internasional adalah membangun kembali 
hubungannya dengan Tiongkok.  
Setelah kegagalan dari John John Paul II, Paus Benediktus XVI merasa 
mengemban tanggung jawab untuk meneruskan usaha-usaha diplomatik yang 
pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tentu saja, hal ini membutuhkan 
usaha yang keras untuk Paus Benediktus XVI agar usahanya tidak sia-sia. Dari 
tahun 2007 hingga 2012 tercatat berbagai usaha yang ditempuh oleh Vatikan 
selama kepemimpinan Paus Benediktus XVI ini.  
Vatikan sebagai entitas politik yang unik, mempunyai tujuan dalam 
membangun hubungan dengan negara lain berbeda dengan negara pada umumnya. 
Politik, ekonomi, ataupun militer, bukanlah menjadi tujuan utama Vatikan dalam 
berdiplomasi. Melainkan moral, sosial budaya, dan hak asasi kemanusiaan 
merupakan misi yang dibawa Vatikan dalam diplomasinya dengan negara lain. 
Serta hubungan yang damai dan harmonis antar bangsa juga menjadi visi dan misi 
Vatikan. 
Usaha diplomasi Vatikan kepada Tiongkok ini juga tidak terlepas dari 
konstitusi yang telah dibentuk oleh Vatikan pada tanggal 11 Oktober 1962 di 
bawah kepemimpinan Paus John XXIII, yaitu Konsili Vatikan II yang diadakan di 
Basilika Santo Petrus, Vatikan. Konsili Vatikan II ini menghasilkan banyak 
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konstitusi, deklarasi, dan ketetapan/dektrit. Dalam salah satu konstitusinya yang 
bernama Gaudium et Spes yang secara garis besar menjelaskan mengenai sikap 
Vatikan dalam menghadapi dunia politik internasional, secara tidak langsung 
konstitusi ini berbicara mengenai tantangan Vatikan dalam menghadapi Tiongkok 
dan usahanya yang terus-menerus berdiplomasi dengan Tiongkok. Konstitusi ini 
pula menegaskan bahwa Vatikan tidak setuju apabila agama dicampuradukkan 
dengan kepentingan politik, ini dengan jelas tertuang pada pasal 76 yang 
berisikan: 
It is very important, especially where a pluralistic society prevails, that 
there be a correct notion of the relationship between the political 
community and the Church, and a clear distinction between the tasks which 
Christians undertake, individually or as a group, on their own responsibility 
as citizens guided by the dictates of a Christian conscience, and the 
activities which, in union with their pastors, they carry out in the name of 
the Church. The Church, by reason of her role and competence, is not 
identified in any way with the political community nor bound to any 
political system. She is at once a sign and a safeguard of the transcendent 
character of the human person. The Church and the political community in 
their own fields are autonomous and independent from each other. Yet both, 
under different titles, are devoted to the personal and social vocation of the 
same men. The more that both foster sounder cooperation between 
themselves with due consideration for the circumstances of time and place, 
the more effective will their service be exercised for the good of all. For 
man's horizons are not limited only to the temporal order; while living in 
the context of human history, he preserves intact his eternal vocation. The 
Church, for her part, founded on the love of the Redeemer, contributes 
toward the reign of justice and charity within the borders of a nation and 
between nations. By preaching the truths of the Gospel, and bringing to 
bear on all fields of human endeavor the light of her doctrine and of a 
Christian witness, she respects and fosters the political freedom and 
responsibility of citizens.
78
 
Pada pasal ini ditegaskan dengan jelas bahwa agama tidak dapat 
dicampuradukkan dengan negara ataupun kepentingan politik pemerintah. Agama 
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juga dijalankan atas mereka sendiri sebagai warganegara menurut dengan suara 
hati masing-masing, bukannya dari intervensi pemerintah. Jelaslah bahwa Vatikan 
menolak dengan keras ketika PKT mengilegalkan Katolik Roma dan membangun 
Katoliknya sendiri yaitu, Katolik Patriotik Tiongkok. Konsili Vatikan II ini pun 
berakhir pada tahun 1965 dibawah kepemimpinan Paus Pius XII. 
Adapun diplomasi yang dipakai oleh Vatikan merupakan diplomasi yang 
sesuai dengan visi misi Vatikan sebagai negara sekaligus pusat dari pengajaran 
agama Katolik. Ecclesciastical Diplomacy merupakan diplomasi yang dipakai 
oleh Vatikan dalam membangun hubungannya dengan negara lain, termasuk 
Tiongkok. Diplomasi yang sesuai dengan visi misi Vatikan di dunia internasional. 
Ecclesciastical Diplomacy menjelaskan diplomasi yang dibangun adalah untuk 
menciptakan hukum yang ideal, keadilan, dan keadilan dalam dunia internasional 
dan antar bangsa. Diplomasi yang secara umum metodenya sama dengan 
diplomasi universal yaitu melalui pertemuan-pertemuan, kunjugan kenegaraan 
baik itu dalam hal budaya ataupun pendidikan, juga pernyataan dan surat-surat 
resmi. Namun, hanya dibedakan dari tujuan utama dalam melakukan diplomasi itu 
sendiri.  
Pada tahun 2007 tepatnya pada tanggal 19-20 Januari di Vatikan, Paus 
Benediktus XVI mengadakan pertemuan dengan jurubicara Kementrian Luar 
Negri Tiongkok, Liu Jianchao mengenai masa depan hubungan antara Vatikan 
dan Tiongkok yang juga dihadiri oleh sekitar 20 Uskup termasuk Kardinal Zen 
dari Taiwan, Hongkong, dan Makau. Dalam pertemuan ini, Paus Benediktus XVI 
mengatakan bahwa akan menuliskan surat kepada umat Katolik di Tiongkok dan 
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dari pihak Tiongkok sendiri lewat Jianchao mengatakan bahwa Tiongkok akan 
membuka dialog dan bersedia mengeksplorasi hubungannya dengan Vatikan 
apabila dua syarat yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok terpenuhi. Yang 
pertama adalah Vatikan harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan 
dan mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah yang 
memimpin Tiongkok. Yang kedua adalah Vatikan harus berhenti mencampuri 
urusan internal Tiongkok dan menggunakan agama sebagai alasannya.
79
 
Persyaratan pertama yang diajukan oleh Tiongkok sangat berat untuk dipenuhi 
oleh Vatikan. Mengingat bahwa Taiwan juga telah menjadi negara yang penting 
bagi Vatikan dan berkembang pesatnya Katolik Roma di Taiwan. Bukti dari 
betapa pentingnya Taiwan bagi Vatikan adalah Vatikan merupakan satu-satunya 
negara Eropa yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan.
80
 
Kemudian pada tanggal 27 Mei 2007, sesuai dengan janjinya, Paus 
Benediktus XVI mengirimkan surat kepada semua umat Katolik di Tiongkok. 
Surat Paus ini berisikan mengenai bagaimana Vatikan menghormati Tiongkok 
yang sangat kerja keras dalam pembangunan ekonominya, namun jangan sampai 
melupakan pertumbuhan rohani yang dialami oleh warga negaranya. Mengingat 
bahwa Tiongkok merupakan negara terbesar di Asia dan mempunyai potensi besar 
sebagai lahan subur dalam pertumbuhan rohani. Hal ini tertuang dalam bagian 
pertama dari surat Paus Benediktus XVI mengenai The Situation of The Church : 
                                                          
79Beijing Appreciates Vatican’s Willingness To Have Constructive Dialogue., 
www.UCAnews.com., diakses pada tanggal 18 Juli 2014., pkl. 12.00 WITA. 
80
Vatican Diplomacy: Diplomatic Relations of The Funeral of The Pope., 
http://uscpublicdiplomacy.org., diakses pada tanggal 18 Juli 2014., pkl.12.01 WITA 
66 
 
Theological Aspects “Globalization, modernity, and atheism”.81 Isi surat ini juga 
berisi tentang keinginan Vatikan untuk membangun kembali hubungan diplomasi 
dengan Tiongkok dan membuka beberapa dialog resmi dengan pemerintah 
Tiongkok tentang normalisasi hubungan antar kedua negara. Juga meyakinkan 
pemerintah Tiongkok bahwa tujuan diplomasi Vatikan bukanlah untuk 
mencampuri urusan internal Tiongkok, sebagaimana yang telah dituliskan dalam 
konstitusi Konsili Vatikan II mengenai politik dan agama tidak mempunyai 
hubungan sama sekali. Dalam suratnya, Paus Benediktus XVI dengan tegas 
menuliskan : 
As far as relations between the political community and the Church in 
China are concerned, it is worth calling to mind the enlightening teaching 
of the Second Vatican Council, which states: "The Church, by reason of her 
role and competence, is not identified with any political community nor is 
she tied to any political system. She is at once the sign and the safeguard of 
the transcendental dimension of the human person". And the Council 
continues: "The political community and the Church are autonomous and 
independent of each other in their own fields. They are both at the service of 
the personal and social vocation of the same individuals, though under 
different titles. Their service will be more efficient and beneficial to all if 
both institutions develop better cooperation according to the circumstances 
of place and time".Likewise, therefore, the Catholic Church which is in 
China does not have a mission to change the structure or administration of 
the State; rather, her mission is to proclaim Christ to men and women, as 
the Saviour of the world, basing herself – in carrying out her proper 
apostolate – on the power of God. As I recalled in my Encyclical Deus 
Caritas Est, "The Church cannot and must not take upon herself the 
political battle to bring about the most just society possible. She cannot and 
must not replace the State. Yet at the same time she cannot and must not 
remain on the sidelines in the fight for justice. She has to play her part 
through rational argument and she has to reawaken the spiritual energy 
without which justice, which always demands sacrifice, cannot prevail and 
prosper. A just society must be the achievement of politics, not of the 
Church. Yet the promotion of justice through efforts to bring about openness 
of mind and will to the demands of the common good is something which 
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concerns the Church deeply. In the light of these unrenounceable principles, 
the solution to existing problems cannot be pursued via an ongoing conflict 
with the legitimate civil authorities; at the same time, though, compliance 
with those authorities is not acceptable when they interfere unduly in 
matters regarding the faith and discipline of the Church. The civil 
authorities are well aware that the Church in her teaching invites the 
faithful to be good citizens, respectful and active contributors to the 
common good in their country, but it is likewise clear that she asks the State 
to guarantee to those same Catholic citizens the full exercise of their faith, 
with respect for authentic religious freedom.
82
 
Vatikan tidak ingin mencampuri urusan politik negara Tiongkok. Vatikan 
hanya menginginkan umat Katolik Roma mempunyai kebebasan legal dan 
Tiongkok hanya mempunyai satu agama Katolik, yaitu Katolik Roma. Lebih 
jelasnya, dalam surat ini Vatikan menjelaskan bahwa Tiongkok untuk 
meninggalkan kesalah pahaman di masa lalu dan ingin memulai kembali 
hubungan diplomatik Vatikan – Tiongkok yang Paus Benediktus janjikan bahwa 
Vatikan tidak akan campur tangan dengan urusan politik/internal pemerintahan 
Tiongkok.  
Pada tahun yang sama, pemerintah tidak merespon dalam bentuk apapun 
surat yang dikirimkan oleh Paus Benediktus XVI tersebut. Uskup Jia Zhiguo yang 
dalam sebuah wawancaranya mengatakan bahwa Vatikan dan para umat Katolik 
Roma di Tiongkok jangan berharap banyak mengenai respon dari pemerintah 
Tiongkok. Politik di Tiongkok tidak berubah sama sekali seperti saat 
pemerintahan Mao. Kebijakan-kebijakannya hanya akan selalu menentang Katolik 
Roma. Ditambah lagi makin kuatnya Katolik Patriotik Tiongkok yang sudah 50 
                                                          
82
Ibid. 
68 
 
tahun berdiri membuat surat dari Paus tidak akan membuat perubahan apapun di 
Tiongkok.
83
 
Selain itu, banyaknya kaum atheis dan intervensi dari pemerintah membuat 
surat dari Paus tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Disebutkan juga bahwa 
pemerintah Tiongkok merasa tidak senang dengan surat yang dikirimkan oleh 
Paus tersebut.
84
 Pemerintah Tiongkok tetap dengan pendiriannya dengan dua 
kesepakatan yang diberikan kepada Vatikan Januari lalu. Namun, bagi umat 
Katolik bawah tanah surat dari Paus dapat dikatakan sebagai bukti masih adanya 
harapan dan untuk menyatukan kekuatan dalam perjuangan mereka untuk 
mencapai kebebasan dan pengakuan dari pemerintah Tiongkok.   
Pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 26 Februari, juru bicara Mentri Luar 
Negri Tiongkok, Liu Jianchao menggelear press konfrens. Dalam wawancaranya, 
terdapat salah satu pertanyaan yang menanyakan mengenai hubungannya dengan 
Vatikan dan permasalahan intervensinya dengan pemerintah dalam negri 
Tiongkok. Jianchao menjawab bahwa pemerintah menentang dengan tegas 
Vatikan akan mengintervensi urusan dalam negri Tiongkok termasuk mengenai 
kebijakan tentang agama yang ada di Tiongkok.
85
 Namun, pihak Vatikan tidak 
merespon apapun mengenai pernyataaan Jianchao ini. 
Selanjutnya, sebelum Olimpiade Beijing bulan Agustus 2008, pada tanggal 
10-12 Maret 2008 diadakannya pertemuan di Beijing antara perwakilan dari 
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Vatikan dan Tiongkok untuk membahas mengenai surat yang dikirimkan Paus 
Benediktus XVI pada tahun 2007. Dalam pertemuan tiga hari ini juga, Liu 
Bainian kepala dari Katolik Patriotik Tiongkok juga sempat membuat pernyataan 
bahwa akan menyambut kedatangan Paus ke Tiongkok juga telah tercapainya 
kesepakatan antara Vatikan dan pemerintah Tiongkok.
86
 Liu juga hanya akan 
berbicara jika telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Tiongkok. Pihak 
perwakilan dari Vatikan sendiri merasa optimis akan menemukan kesepakatan 
dengan pemerintah Tiongkok lewat pertemuan ini dan juga sebagai awal dari 
masa depan hubungan diplomatik Vatikan – Tiongkok.  
Mengenai surat yang dikirimkan oleh Paus Benediktus XVI pada tahun 
2007, pihak Vatikan mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah salah paham 
dalam menanggapi surat tersebut. Direktur Kantor Pers Tahta Suci Vatikan, 
Federico Lombardi menyatakan bahwa melalui surat tersebut Paus tidak mencari 
konfrontasi dengan siapapun. Paus juga tidak menuduh pihak di dalam maupun di 
luar Gereja. Melainkan pesan untuk bersatu, rekonsiliasi, dan pengampunan 
adalah yang paling penting dalam keseluruhan isi pesan tersebut. 
Dalam pertemuan dengan Tiongkok ini pula, Paus lewat perwakilannya 
mengatakan bahwa : 
Thus the Pope insists on explaining the correct distinction between the 
political sphere and religious sphere, between the responsibilities of civil 
officials and those of the Church, and he firmly declares the willingness of 
the Church to dialogue in order to overcome misunderstandings and 
disputed points, as well as in the area of the naming of bishops.
87
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Paus dengan tegas meminta pemerintah Tiongkok untuk membedakan 
antara ranah politik dan ranah agama. Tanggung jawab antara pejabat sipil dan 
orang-orang dari Gereja. Juga Paus mengungkapkan kesediaan Vatikan dalam 
membuka dialog untuk membicarakan titik permasalahan yaitu kesalapahaman 
Tiongkok terhadap Vatikan dan mengenai penunjukan Uskup yang dilakukan oleh 
Katolik Patriotik Tiongkok secara sepihak tanpa persetujuan dari Vatikan.  
Dari pihak Tiongkok sendiri, Presiden Hu Jintao menanggapi pertemuan 
tersebut dengan mengatakan bahwa agama sangat berpengaruh pada stabilitas 
sosial dan menciptakan harmoni di Tiongkok. Presiden Hu Jintao juga dengan 
tegas mengatakan : 
The Party and the government shall reach out to religious believers in 
difficulties and help them through their problems. We shall fully understand 
the new problems and challenges to manage religious affairs so we can do it 
right.
88
 
Dalam pernyataan ini dapat dikatakan bahwa Presiden Hu Jintao 
menyatakan bahwa pemerintah dan urusan agama tidak dapat dipisahkan. 
Pemerintah ikut bertanggung jawab dalam berjalannya agama di negara Tiongkok. 
Pernyataan Jintao ini jelas bertentangan dengan pernyataan yang dikatakan oleh 
Paus Benediktus XVI. Permasalahan mengenai penempatan Apostolik Vatikan di 
Taiwan juga menjadi pembicaraan dalam pertemuan ini. Dikabarkan bahwa 
Vatikan tengah mempertimbangkan pemindahan Apostoliknya dari Taipei ke 
Beijing.  
Pada tahun 2009 tanggal 11 Februari, Tiongkok mengangkat beberapa 
uskup Katolik Patriotik Tiongkok tanpa persetujuan dari Paus. Hal ini membuat 
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hubungan antara Vatikan dan Tiongkok kembali renggang.
89
 Vatikan menentang 
pengangkatan uskup yang dilakukan pemerintah Tiongkok tersebut. Di pihak 
Tiongkok sendiri, hal ini bertujuan untuk menundukkan Gereja dan 
memisahkannya dari Vatikan. 
Kemudian pada tanggal 30 Maret – 1 April 2009, Vatikan dan Tiongkok 
kembali mengadakan pertemuan di Beijing. Kali ini kedua negara membahas 
mengenai formasi permanen untuk para imam dan manusia, intelektual, spritual 
dan pembentukan pastoral seminaris dan pentahbisan agama. Pada pertemuan ini 
juga antara Vatikan dan Tiongkok dianggap hampir mencapai kepesepakatan yang 
mendasar mengenai pengangkatan uskup. Pengangkatan uskup memang 
merupakan salah satu permasalahan yang membuat kesepakatan Vatikan – 
Tiongkok sulit didapatkan. Namun, meskipun tidak sesuai dengan harapan 
Vatikan, kesepakatan yang keluar pada pertemuan ini adalah Vatikan dapat 
mengajukan tidak persetujuannya atas calon uskup yang akan ditahbiskan, namun 
keputusan akhir untuk mengangkat uskup tetap kepada Tiongkok. Namun, hasil 
pertemuan ini mendapatkan protes dari Katolik bawah tanah yang ada di 
Tiongkok. 
Tahun 2010, tanggal 22 – 24 Maret kembali diadakan pertemuan antara 
perwakilan dari Vatikan dan Tiongkok yang diadakan di Vatikan. Dalam 
pertemuannya kali ini, Vatikan ingin membahas mengenai perkembangan sosial, 
budaya, perkembangan Gereja di Tiongkok, dan ketegasan Vatikan tentang gereja 
seharusnya dipimpin oleh uskup, bukan oleh pemerintah melalui Katolik Patriotik 
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Tiongkok.
90
 Hal ini juga sekaligus menjawab protes yang diberikan dari Katolik 
bawah tanah yang menilai Vatikan terlalu berkompromi pada kesepakatan tahun 
2009 lalu. Vatikan juga menyatakan bahwa semua uskup yang ada di Tiongkok 
harus mematuhi dan berdiri pada prinsip-prinsip sesuai dengan pengajaran agama 
Katolik Roma.  
Pada pertemuan ini juga, Vatikan bertujuan untuk mewaspadai pentahbisan 
para uskup di Tiongkok yang akan diadakan pada akhir tahun 2010. Vatikan 
menghindari pentahbisan para uskup ini tidak sesuai dengan pengajaran Katolik 
dan hanya berdasarkan pada persetujuan pemerintah melalui Katolik Patriotik 
Tiongkok. Hasil dari pertemuan ini, dapat dilhat pada tanggal 21 Juli 2010 di 
mana tujuh uskup ditahbiskan atas persetujuan Vatikan sesuai dengan persetujuan 
yang telah disepakati dengan Beijing.
91
 
Namun, kesepakatan ini tidak berlangsung lama ditepati oleh pihak 
Tiongkok. Karena, pada tanggal 25 November 2010, Joeph Guo ditahbiskan 
sebagai uskup di Chengde, Tiongkok tanpa persetujuan dari ke-Paus-an. Selain 
itu, pemerintah Tiongkok memaksa tiga dari uskup yang diakui Vatikan untuk 
menghadiri acara pentahbisan tersebut. Akibatnya, Vatikan mengecam Tiongkok 
karena dianggap telah melanggar pengajaran agama Katolik.
92
 
Sejak kejadian pentahbisan uskup ini, hubungan diplomatik Vatikan dan 
Tiongkok kembali memburuk. Namun, pertemuan Vatikan – Tiongkok tetap 
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berlangsung dan dilangsungkan di Vatikan pada tanggal 11-13 April 2011. Dalam 
pertemuan selama tiga hari ini, dihasilkan sebanyak 11 pesan yang diperuntukkan 
untuk seluruh imam, uskup, dan umat yang ada di Tiongkok. Garis besar pesan 
yang disampaikan pada pertemuan ini adalah Paus Benediktus XVI menghimbau 
dan mengharapkan kepada seluruh imam, uskup, dam umat Katolik di Tiongkok 
untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tetap berpegang teguh pada 
pengajaran agama Katolik yang semestinya. Vatikan juga berpesan kepada umat 
Katolik bawah tanah untuk bersatu dan kuat. Pertemuan ini juga membahas 
mengenai uskup yang ditahbiskan di Chengde, dan Vatikan tetap tidak 
mengsahkan uskup tersebut.
93
 
Hasil dari pertemuan ini terlihat pada bulan Juli 2011, dimana sekitar 
selusian lebih uskup ikut serta dalam penahbisan yang sah yang dilakukan oleh 
Vatikan. Namun, pesan-pesan ini ditindaki sebaliknya oleh pemerintah Tiongkok. 
Pemerintah Tiongkok dengan pendiriannya tetap pada Katolik di Tiongkok tidak 
bergantung pada Katolik Roma di Vatikan. Pemerintah Tiongkok pun melakukan 
tiga tindakan yang menentang kePausan, yaitu: pertama meningkatkan jumlah 
uskup yang tidak bersekutu dengan Vatikan; kedua, menyuruh para uskup yang 
tidak sah untuk datang pada penahbisan uskup yang sah; ketiga, memaksa para 
uskup yang sah untuk datang ke penahbisan yang terlarang.
94
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Hubungan keduanya semakin renggang ketika pada Juli 2011 Tiongkok 
kembali menahbiskan uskupnya lewat Katolik Patriotik Tiongkok, tanpa 
persetujuan dari Vatikan. Uskup Joseph Huang Bingzhang ditahbiskan di 
Shantou, Provinsi Guangdong Selatan.
95
 Vatikan mengecam dan menganggap 
pentahbisan Huang ini adalah ilegal karena tidak diakui oleh Paus. Vatikan pun 
memberi pernyataan mengenai pentahbisan Huang tersebut ―He lacks authority to 
govern the Catholic community of the diocese. The Rev. Huang Bingzhang had 
been informed some time ago that he could not be approved by the Holy See as an 
episcopal candidate.”96 Huang dianggap tidak mempunyai hak untuk memimpin 
komunitas Katolik di daerahnya dan Huang sebelum pentahbisan sudah di 
berutahukan bahwa dia tidak bisa menjadi kandidat uskup oleh Vatikan.  
Tercatat sejak akhir Juni – November 2011, Tiongkok memakai ketiga 
stateginya, yaitu : pada tanggal 29 Juni menahbiskan uskup di Leshan, 14 Juli di 
Shantou, 19 April di Nanchong, 25 April di Hunan, dan uskup yang disahkan oleh 
Paus pada tanggal 30 November lalu.
97
 Tindakan dari Tiongkok dianggap sebagai 
tindakan pencampuran dan sudah menentang kePausan karena dapat 
mempengaruhi keimanan masyarakat Tiongkok.  
Pernyataan Vatikan ini tidak mendapatkan komentar dari pemerintah 
Tiongkok. Pada awal tahun 2010, hubungan diplomatik Vatikan – Tiongkok 
terlihat mempunyai kemajuan, namun sejak tindakan Tiongkok yang 
mentahbiskan uskup secara ilegal ini, terjadi kemunduran mengenai hubugan 
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antar keduanya. Tindakan Tiongkok ini juga tidak hanya mendapatkan kecaman 
dari Vatikan, namun juga protes dari umat Katolik bawah tanah yang ada di 
Tiongkok. Tercatat hingga akhir 2011,  ada 117 uskup di Tiongkok dan hanya 7 
diantaranya yang sah dan berumur diatas 75 tahun.
98
 Oleh karena itu, Paus 
Benediktus XVI lewat komisi yang dibentuk untuk menangani masalah Katolik di 
Tiongkok bekerja sama dengan para uskup yang ditahbiskan secara sah untuk 
berani menyebarkan pengajaran Katolik Roma di Tiongkok, agar masyarakat 
Tiongkok tidak merasa ragu ataupun bingung dengan dua ajaran Katolik yang 
berbeda di Tiongkok.  
Pada 22 Maret 2012,  Sekretaris Vatikan, Kardinal Bartone lewat 
wawancaranya membuat pernyataan mengenai masa depan hubungan Vatikan – 
Tiongkok : 
To start with, contacts with China exist, and dialogue has not been broken 
off, although all times it is difficult and has its ups and downs. The Catholic 
community in China lives, prays, and loves the Pope and the Church, and is 
intimately connected to the universal Church. Many ecclesiastical or 
Catholics institutions have relations of a high cultural value with the 
Chinese institutions. All this can only be of benefits to the relations with 
Beijing. Looking at the progress already made, one cannot rule out, but 
rather can foresee, and must encourage, a postive encounter between the 
Catholic Church, in its peaceful and humanizing mission, and the great 
Chinese people.
99
 
 
Lewat pernyataan Kardinal Bartone ini dijelaskan bahwa Vatikan masih 
menganggap hubungan Tiongkok dan Vatikan masih bisa diusahakan dan 
dilanjutkan. Hingga tahun 2012, umat Katolik Tiongkok juga banyak yang telah 
mengenal Paus dan ajaran-ajaran Katolik yang diakui. Banyak juga lembaga 
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Katolik yang mempunyai hubungan erat dengan institusi Tiongkok lewat 
budayanya dan hal ini yang bisa dimanfaatkan untuk dapat melanjutkan hubungan 
kembali dengan Tiongkok. Kemajuan seperti ini dapat didorong dengan 
pertemuan antara Vatikan dan juga pemerintah Tiongkok.  
Kemudian pada tanggal 23 – 25 April 2012 di Vatikan, diadakan kembali 
pertemuan antara perwakilan Vatikan dan gereja di Tiongkok. Dalam pertemuan 
ini keduanya membahas mengenai kelangsungan gereja dan kehidupan rohani 
umat Katolik di Tiongkok. Lebih khususnya, mereka membahas mengenai uskup-
uskup yang ada di Tiongkok. Ada sekitar 12 juta umat Katolik di Tiongkok 
dengan 6 juta diantaranya memeluk agama Katolik Roma.
100
 Umat Katolik Roma 
di Tiongkok ini masih belum secara sah diakui oleh pemerintah Tiongkok dan 
masih berjuang dengang keimanan mereka. Juga sedikitnya uskup yang diakui 
oleh Vatikan menjadi salah satu permasalahan yang dibahas dalam pertemuan ini. 
Paus Benediktus XVI juga terus menghimbau kepada pemerintah Tiongkok untuk 
tidak mengontrol keimanan warga negaranya lewat Katolik Patriotik Tiongkok. 
Pemerintah Tiongkok telah melanggar ajaran-ajaran Katolik dan dengan sepihak 
telah mengangkat uskup tanpa persetujuan dari Paus. Hal ini dapat menyebabkan 
keimanan umat Katolik Tiongkok menjadi ambigu dan tidak jelas.  
Vatikan tidak mendapatkan jawaban apapun terhadap pernyataan Paus dari 
pemerintah Tiongkok ini. Melainkan pada tanggal 6 Juli 2012, pemerintah 
kembali mentahbiskan uskup tanpa persetujuan dari Vatikan. Uskup Joseph Yue 
ditahbiskan menjadi uskup di kota Harbin utara. Selanjutnya, pada hari Sabtu 7 
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Juli 2012 di Shanghai, ditahbiskan Thaddeus Ma Daqin sebagai uskup pembantu 
dan dengan persetujuan dari Vatikan. Namun, setelah diangkat menjadi uskup, Ma 
Daqin membuat pernyataan resmi : 
In the light of the teaching of our mother church, as I now serve as a bishop, 
I should focus on pastoral work and evangelization. Therefore, from this 
day of consecration, it will no longer be convenient for me to be a member 
of the patriotic association.
101
 
 
Ma Daqin menyatakan bahwa dia hanya akan fokus terhadap kegiatan dan 
misi-misinya sebagai uskup, kegiatan-kegiatan peribadatan dan menyatakan tidak 
lagi menjadi anggota dari Patriotik Tiongkok. Pernyataan Mao ini menyebabkan 
pada hari  Minggu setelah pentahbisannya tidak memimpin misa dan ditangkap. 
Pada bulan Desember 2012, Ma Daqin dicabut jabatannya sebagai uskup di 
Tiongkok oleh otoritas Tiongkok.
102
 Baik Vatikan maupun Tiongkok tidak 
memberikan komentar mengenai kasus Ma Daqin ini. Tindakan yang diambil 
Tiongkok ini, tentu saja dapat memperburuk hubungan diplomatik yang coba 
dibangun antar kedua negara ini. Uskup yang terbagi dua kubuh jelas berpotensi 
untuk umat Katolik di Tiongkok mendapatkan ketidakjelasan terhadap pengajaran 
dan kerohanian mereka.  
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BAB IV 
DIPLOMASI TAHTA SUCI VATIKAN DALAM MENDUKUNG 
KEBEBASAN BERAGAMA DI TIONGKOK 
A. Peluang dan Tantangan Diplomasi Vatikan Terhadap Tiongkok 
Dalam membangun hubungan diplomatik antar-negara, selalu terjadi 
dinamika dalam prosesnya. Tidak selalu kesepakatan dapat dipenuhi oleh kedua 
negara atau bahkan sama sekali tidak adanya kesepakatan yang dicapai. Begitu 
juga yang terjadi dengan usaha hubungan diplomatik Vatikan dan Tiongkok. Dari 
2007 hingga 2012 banyak terjadi dinamika antara hubungan kedua negara tersebut 
mengenai kebebasan beragama, khususnya umat Katolik yang ada di Tiongkok. 
Adapun dinamika hubungan diplomatik Vatikan dan Tiongkok sebagai berikut : 
A.1. Peluang Diplomasi Vatikan Terhadap Tiongkok 
Sejak diputusnya hubungan diplomatik Tiongkok dengan Vatikan secara 
sepihak, Vatikan tidak pernah berhenti untuk berusaha membangun kembali 
hubungannya dengan Tiongkok. Hal ini juga dipengaruhi oleh Vatikan yang 
merasa mempunyai tanggung jawab moral terhadap keimanan warga negara 
Tiongkok yang memeluk agama Katolik Roma. Bertahun-tahun Vatikan berusaha 
untuk membuka dialog dengan pemerintah Tiongkok untuk membahas 
permasalahan ini. Jika dianalisa dapat ditemukan beberapa peluang Vatikan dalam 
usaha diplomasinya dengan Tiongkok.  
Faktor sejarah dapat menjadi peluang oleh Vatikan dalam memperjuangkan 
Katolik Roma di Tiongkok. Vatikan telah lebih lama menanamkan pengajaran-
pengajaran agama Katolik di bandingkan dengan Katolik Patriotik China. Sejak 
Tiongkok masih berupa Dinasti tahun 1206 hingga sekarang dengan sistem satu 
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partainya. Oleh karena itu, Katolik Roma dapat dikatakan ikut andil dalam sejarah 
peradaban masyarakat Tiongkok. Hal ini terbukti dengan masyarakat Tiongkok 
sendiri yang pada akhirnya berinisiatif dalam menyebarkan agama Katolik dan 
membangun gereja dan sekolah di wilayah Tiongkok pada awal 1900. Kuatnya 
perjuangan para misionaris Katolik dalam menanamkan keimanan di Tiongkok 
adalah faktor penting dalam perkembangan umat Katolik yang ada di Tiongkok.  
Bahkan, karena keimanan yang telah kuat ini, para umat Katolik di China 
banyak yang tetap berpegang pada keimanannya saat Partai Komunis telah 
menguasai China. Para uskup, pastor, dan imam-imam pun tidak merasa terancam 
dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung Katolik Roma. 
Sejak munculnya Katolik Patriotik China pada tahun 1951, Vatikan telah melihat 
China sebagai suatu permasalahan yang penting. Perjuangan untuk membangun 
kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok tidak lepas dari dukungan dan 
harapan para umat Katolik Roma yang ada di Tiongkok. Kesetiaan umat Katolik 
bawa tanah kepada kePausan juga merupakan bukti nyata dari kuatnya pengaruh 
pengajaran Katholik di Tiongkok pada masa lampau. Lebih lamanya Katolik 
Roma daripada Katolik Patriotik China dalam menanamkan pengaruhnya di 
masyarakat China, dapat menjadi sumber daya kekuatan Vatikan dalam 
memperjuangkan hak-hak umat Katolik bawah tanah untuk diakui oleh 
pemerintah Tiongkok dan mencegah terpecahnya Katolik di Tiongkok.  
Tidak hanya dukungan dari umat Katholik bawah tanah yang mendukung 
usaha-usaha Vatikan, namun Vatikan juga mendapatkan dukungan dari Kardinal 
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Zen
103. Kardinal Zen dengan tegas pernah menyatakan bahwa, ―All of this brings 
disgrace on our leader, this is a war. You can start a new church, but don’t call it 
a Catholic Church”104. Kardinal Zen juga tidak menyetujui kebijakan pemerintah 
Tiongkok yang membentuk Katolik patriotik dan tidak mengakui Paus sebagai 
pemimpin umat Katolik. Pemerintah China boleh saja memulai sebuah gereja, 
namun jangan menamakan gerejanya adalah gereja Katolik. Kardinal Zen 
bersama-sama dengan Vatikan turut memperjuangkan umat Katholik Roma di 
Tiongkok. Hal ini dapat dijadikan Vatikan sebagai peluang, karena mendapatkan 
dukungan dari internal Tiongkok, meskipun bukan dari pihak pemerintah, namun 
dengan adanya Kardinal Zen di dalam negara Tiongkok menjadikan Vatikan dapat 
mempertahankan pengaruhnya. 
Dukungan berasal tidak hanya berasal dari internal Tiongkok. Dukungan 
lembaga didapatkan Vatikan dari lembaga yang juga mempunyai tujuan yang 
sama dengan Vatikan. Yayasan Kardinal Kung yang bertempat di Amerika adalah 
yayasan yang bekerjasama dengan Vatikan dalam mendukung umat Katolik Roma 
di Tiongkok. Yayasan Kardinal Kung tidak hanya turut membantu dalam doa 
ataupun finansial, namun juga membantu dalam mencari para uskup ataupun 
pastor yang pernah ditangkap oleh pemerintah Tiongkok dan berusaha untuk 
dibebaskan melalui berdialog dengan pihak yang berwenang di Tiongkok. 
Yayasan ini juga mendapatkan donasi dari orang-orang yang ingin membantu visi 
misi dan yayasan Kardinal Kung juga merupakan organisasi non-profit. Hal ini 
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merupakan peluang bagi Vatikan. Ini dikarenakan, Vatikan tidak hanya sendiri 
dalam memperjuangkan hak-hak umat Katholik Roma di Tiongkok, tapi juga ada 
lembaga yang juga mempunyai tujuan yang sama dan bersedia bekerjasama 
dengan Vatikan.  
Selain itu, Deklarasi Universal mengenai HAM merupakan suatu peluang 
yang besar bagi Vatikan dalam upayanya untuk memperjuangkan hak-hak umat 
Katolik di Tiongkok. Adapun isi dari Deklarasi Universal mengenai HAM 
dinyatakan sebagai berkut: 
All human rights are universal, indivisible and interdependent and 
interrelated. The international community must treat human rights globally 
in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same 
emphasis. While the significance of national and regional particularities 
and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in 
mind, it is the duty states, regardless of the political, economic and cultural 
system, to promote and systems, to promote and protect all human rights 
and fundamental freedoms.
105
 
 
Dijelaskan bahwa komunitas internasional seharusnya menjalankan HAM 
dengan adil dan setara secara global. HAM yang dimaksudkan adalah kultur, ras, 
dan agama dan hal yang paling penting adalah telah menjadi tugas negara untuk 
melindungi HAM warga negaranya dan tanpa harus mempertimbangkan politik, 
ekonomi dan sistem negara. Untuk permasalahan Vatikan-Tiongkok ini, secara 
eksplisit Deklarasi Universal HAM ini pun dituangkan dalam dua pasal : 
Article 2 : Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this 
Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on 
the basis of the political, jurisdictional or international status of the country 
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or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, 
non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
106
 
Article 18 : Everyone has the freedom of thought, conscience and religion; 
this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, 
either alone or in community with others and in public, or private, to 
manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and 
observance.
107
 
 
Dalam pasalnya yang ke-2 dijelaskan ideal dan HAM yang seharusnya 
dipunyai oleh setiap individu. Juga HAM tidak dapat dilihat dari status politik, 
ekonomi, hukum, dan status internasional negara yang ditempati oleh setiap 
individu. Selanjutnya pada pasalnya yang ke18, secara lebih khusus lagi 
dijelaskan kebebasan seseorang dalam memilih agama yang akan dipeluknya dan 
mengekspresikan keyakinannya dalam bentuk pengajaran, praktek, ibadah, dan 
ketataatannya terhadap agama yang diyakininya.  
Tiongkok telah meng-aksesi HAM Internasional mengenai agama, ras, 
kepercayaan, dan perlindungan kepada kaum minoritas pada tanggal 29 Desember 
1981
108
. Adanya aksesi ini menunjukkan bahwa Tiongkok setuju akan adanya 
perlindungan HAM atas seseorang bebas memeluk agama yang diyakininya. 
Dengan adanya perjanjian ini, dapat dijadikan Vatikan peluang dalam usaha-
usahanya terhadap permasalahan agama di Tiongkok.  
Oleh karena hal ini, Vatikan dapat meminta bantuan PBB sebagai pihak 
ketiga dalam penyelesaian masalah dengan Tiongkok. Lebih jauh lagi, jika 
Tiongkok meneruskan aksesinya ke tahap ratifikasi, Vatikan dapat membawa 
                                                          
106
United Nations, Op.Cit, hlm. 2  
107
Ibid, hlm.4 
108
Ratification of International Human Rights Treaties – China., http://www1.umn.edu/ 
humanrts/research/ratification-china.html., diakses pada tanggal 04 September 2014., pkl. 
23.30 WITA. 
83 
 
Tiongkok ke Mahkamah Internasional atas dakwaan Tiongkok telah melanggar 
perjanjian HAM Internasional mengenai kebebasan beragama warga negaranya. 
Namun pada hakikinya, Deklarasi Universal HAM tidak dapat dipandang 
sebagai sesuatu yang terikat dengan sistem politik, kebijakan, maupun jenis 
pemerintahan suatu negara. HAM merupakan sesuatu yang telah dimiliki oleh 
manusia sejak lahir tanpa memandang warga negara yang dimilikinya. Begitu juga 
dengan negara yang seharusnya tidak memandang sistem yang dipakainya 
demokrasi ataupun komunis. Sudah menjadi tugas negara untuk melindungi HAM 
tanpa mencampuradukkan politik, ekonomi, dan sistem pemerintahan di 
dalamnya. Negara juga berkewajiban untuk memperlakukan HAM warga 
negaranya dengan sama dan adil secara global di komunitas internasional.  
A.2. Tantangan Diplomasi Vatikan Terhadap Tiongkok 
Tantangan yang dihadapi Vatikan dalam usaha diplomasinya di Tiongkok 
juga berbagai macam. Hal besar dan mendasar yang menjadi tantangan Vatikan 
adalah Vatikan tidak mempunyai hubungan diplomatik yang resmi dengan 
Tiongkok. Tidak adanya kedutaan besar Vatikan di Tiongkok menyebabkan 
pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kedua negara tidak terikat dengan hukum 
dan bagi Tiongkok perjanjian yang disepakati tidak resmi. 
Selanjutnya, karena hal tersebut pula, Tiongkok dapat dengan bebas 
melakukan strateginya yang mencampur uskup yang sah dari Vatikan dan uskup 
tidak sah yang diangkat oleh pemerintah Tiongkok sendiri. Strategi campur aduk 
ini dilakukan Tiongkok dengan cara memaksa uskup yang telah ditahbiskan oleh 
Paus untuk datang ke pentahbisan uskup yang diangkat oleh pemerintah lewat 
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Katolik Patriotik Tiongkok. Vatikan telah mengecam tindakan pemerintah 
Tiongkok ini, namun tidak mendapat tanggapan. Ada dua alasan yang membuat 
Tiongkok dengan berani melakukan tindakan campur aduk ini, pertama, Tiongkok 
ingin menegaskan eksistensinya dan sebagai pesan buat Vatikan bahwa Tiongkok 
lebih mempunyai kuasa dalam mengendalikan warga negaranya, baik itu dalam 
hal agama. Kedua, sebagai strategi Tiongkok untuk membuat warga negaranya 
yang beragama Katolik menjadi ambigu terhadap sosok pemimpin iman mereka, 
untuk pengaruh lebih jauhnya, tindakan pemerintah Tiongkok ini berpotensi 
menyebabkan umat Katholik Roma di Tiongkok menjadi ragu akan otoritas Paus 
sebagai pemimpin tertinggi agama Katolik. 
Selain tidak adanya hubungan diplomatik resmi yang dapat mengikat 
hubungan antara Vatikan-Tiongkok secara hukum, tantangan berikutnya yang 
dihadapi Vatikan adalah sistem politik yang dianut oleh Tiongkok. Sistem politik 
yang dimaksud adalah sistem komunisme yang merupakan interpretasi Mao 
Zedong terhadap ajaran Karl Marx. Ideologi pemerintahan antara Vatikan dan 
Tiongkok sangat berbeda, Vatikan dengan monarki absolut dan menentang 
komunis, sedangkan Tiongkok dengan sistem komunisnya.  
Hal inilah yang menyebabkan Mao Zedong sejak awal kepemimpinannya di 
Tiongkok merasa takut akan pengaruh asing lewat Vatikan dengan kedok agama. 
Pemerintahan Mao tidak ingin Vatikan nantinya akan mendoktrin warga 
negaranya untuk anti dengan komunisme dan kemudian merusak sistem 
pemerintahan yang dibangun Mao Zedong.  
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Kemudian sistem satu partai yaitu Partai Komunis Tiongkok yang dianut 
oleh Tiongkok merupakan tantangan selanjutnya yang dihadapi Vatikan. 
Meskipun telah berganti kepemimpinan, namun doktrin dan ajaran-ajaran 
komunisme tetap terlestarikan dari awal kepemimpinan Mao Zedong hingga 
sekarang Tiongkok dipimpin oleh Hu Jintao. Ajaran yang kuat dan turun-temurun 
ini membuat Vatikan sulit untuk menembus pemikiran pemerintah Tiongkok agar 
mengakui Katolik Roma dan kepemimpinan Paus atas gereja-gereja Katolik.  
Tiongkok masih memandang agama secara kaku. Kepentingan politik dan 
agama dianggap oleh pemerintah Tiongkok tidak dapat dipisahkan. Tiongkok 
beranggapan bahwa lewat agama pemikiran-pemikiran warga negarnya dapat 
dipengaruhi dan yang nantinya akan menentukan kestabilan keadaan dalam 
negara. Oleh sebab itu, pemerintah Tiongkok tidak ingin ada campur tangan pihak 
asing mengenai agama yang ada di negaranya, dalam hal ini Vatikan. Bagi 
Tiongkok, Vatikan merupakan ancaman yang berpotensi untuk merusak 
kestabilan tersebut lewat ajaran dan doktrinasinya. Oleh karena itu, Tiongkok 
membentuk Katolik Patriotik Tiongkok untuk memimpin umat Katolik di 
negaranya. 
Perkembangan kekristenan di Tiongkok juga menjadi tantangan bagi 
Vatikan. Menurut data statistik Tiongkok pada tahun 2010, Kristen merupakan 
agama yang paling banyak pemeluknya diantara agama-agama samawi lainnya di 
Tiongkok dan diantaranya ada 12 juta umat Katolik.
109
 Banyaknya jumlah 
penduduk yang memeluk agama Katolik ini berbanding terbalik dengan jumlah 
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para imam dan uskup yang ditahbiskan secara resmi oleh Vatikan. Pada tahun 
2012, tercatat hanya tujuh uskup yang ditahbiskan resmi oleh Paus yang aktif 
bekerja diantara 117 uskup lainnya.
110
 Kekurangan ini dapat menyebabkan 
terbengkalainya iman umat Katolik di Tiongkok karena sedikitnya jumlah tenaga 
para imam dan uskup untuk menjaga perkembangan iman mereka.  
Adapun dua persyaratan yang diberikan pemerintah Tiongkok pada tahun 
2007 yaitu, pertama, Vatikan harus memutuskan hubungan diplomatiknya dengan 
Taiwan dan mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya 
pemerintah yang memimpin Tiongkok, kedua, Vatikan harus berhenti 
mencampuri urusan internal Tiongkok dan menggunakan agama sebagai 
alasannya.
111
 Persyaratan yang diberikan dari Tiongkok ini dapat menjadi 
tantangan sekaligus peluang bagi Vatikan. Tantangannya adalah Vatikan 
mengalami dilema untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan, karena sejak 
hubungan diplomatik Vatikan diputuskan secara sepihak oleh Tiongkok pada 
tahun 1950, Vatikan memindahkan Apostoliknya di Taipei dan sejak itu Katolik 
Roma berkembang pesat di Taiwan hingga sekarang.  
Kemudian yang menjadi peluang bagi Vatikan adalah ada pada syarat kedua 
yang diberikan oleh Tiongkok. Paus Benediktus XVI dengan tegas menyatakan 
sendiri lewat surat yang pernah dikirimkan pada tahun 2007 bahwa agama tidak 
dapat dicampuradukkan dengan politik, Vatikan tidak akan mencampuri urusan 
internal pemerintah Tiongkok dan hanya fokus pada perkembangan iman umat 
Katolik di Tiongkok. Pernyataan Paus ini sesuai dengan konstitusi Gaudium et 
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Spes Vatikan yang dibentuk di Konsili Vatikan II pada tanggal 11 Oktober 
1962.
112
 Dalam konstitusi ini dijelaskan dengan tegas bahwa agama dan politik 
adalah hal yang terpisah. Politik dan agama mempunyai kepentingan dan 
tujuannya masing-masing. Agama dijalankan berdasarkan hati nurani seseorang, 
bukan berdasarkan intervensi dan kepentingan dari pemerintah. Berdasarkan pada 
konstitusi ini, pihak Vatikan pun dapat memenuhi syarat kedua yang diberikan 
oleh Tiongkok dan menjanjikan pemerintah Tiongkok bahwa Vatikan tidak akan 
mencampuri urusan politik internal dengan alasan agama.  
 
B. Strategi Diplomasi Vatikan terhadap Tiongkok 
Strategi diplomasi Vatikan dalam menghadapi permasalahan yang ada di 
Tiongkok didasari pada prinsip Ecclesiastical Diplomacy. Di mana dalam 
diplomasi ini dikatakan bahwa Diplomacy is the art of creating, among peoples, 
humane and reasonable relations animated by a high ideal, and aiming at 
establishing the rule of law, justice, and peace in the international community.
113
 
Diplomasi yang dipakai Vatikan mempunyai tujuan murni untuk senantiasa 
membangun hubungan yang ideal, stabil, penuh keadilan dan damai dalam 
komunitas internasional. Maka melalui prinsip dari Ecclesiastical Diplomacy 
tersebut terbentuklah beberapa strategi yang dipakai Vatikan menanggapi isu di 
Tiongkok.  
Salah satu strategi Vatikan adalah bekerja sama dengan lembaga yaitu, 
yayasan Kardinal Kung yang juga mempunyai tujuan dan visi misi yang sama 
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dengan Vatikan. Hasil dari kerjasama ini Vatikan memperoleh data para imam 
dan uskup yang menjadi tahanan di Tiongkok dan mengetahui perkembangan 
umat Katolik Roma. Yayasan Kardinal Kung juga membantu Vatikan dalam 
menolong umat Katolik bawah tanah dengan cara mengirimkan bantuan secara 
materi, dapat dikatakan yayasan ini menjadi pihak ketiga Vatikan dalam 
mengirimkan bantuan ke Katolik bawah tanah. Hal ini diperlukan mengingat 
bahwa sulitnya Vatikan untuk masuk ke dalam wilayah Tiongkok dan pihak 
pemerintah yang melarang Paus untuk masuk ke negara Tiongkok. 
Selain itu, dari tahun 2007 – 2012 saat Vatikan dipimpin oleh Paus 
Benediktus XVI, terjadi beberapa pertemuan antara perwakilan dari Vatikan dan 
Tiongkok untuk membahas permasalahan ini. Pada tanggal 19-20 Januari 2007 
terjadi pertemuan antara Paus Benediktus XVI dan jurubicara Kementrian Luar 
Negri Tiongkok, Liu Jianchao di Vatikan. Dalam pertemuan ini dihasilkan dua 
persyaratan yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok yaitu, Vatikan harus 
memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengakui Tiongkok 
sebagai satu-satunya pemerintahan dan Vatikan tidak mencampuri urusan internal 
Tiongkok dengan alasan agama. Syarat pertama menyebabkan Vatikan mengalami 
dilema karena merasa berat untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan 
Taiwan. Selain kedua persyaratan tersebut, dalam pertemuan ini juga Paus 
menyatakan akan mengirimkan surat kepada seluruh umat Katolik di Tiongkok.  
Pada tanggal 27 Mei 2007, sesuai dengan janjinya, Paus Benediktus XVI 
mengirimkan surat kepada seluruh umat Katolik di Tiongkok. Isi surat ini 
mengenai keinginan Vatikan untuk membangun kembali hubungan diplomatik 
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dengan Tiongkok dan membuka beberapa dialog resmi dengan pemerintah 
Tiongkok terkait dengan masalah normalisasi hubungan antar kedua negara. 
Dalam surat ini juga Vatikan menyatakan bahwa tidak akan mencampuri urusan 
politik dalam negri Tiongkok sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi 
Vatikan Konsili II. Namun, surat ini tidak mendapat respon dari pemerintah 
Tiongkok seperti yang diharapkan oleh Vatikan.  
Kemudian pada tanggal 10-12 Maret 2008 diadakan pertemuan antara 
perwakilan Vatikan dan Tiongkok di Beijing. Dalam pertemuan ini dibahas 
mengenai surat yang dikirimkan oleh Paus Benediktus tahun 2007 dan 
kesepakatan dengan ketua Katolik Patriotik Tiongkok, Liu Bainian, yang 
menyatakan akan bersedia menemui Paus Benediktus XVI apabila telah terjadi 
kesepakatan antara Vatikan dan Tiongkok, juga Liu bersedia berbicara sesuai atas 
izin dari pemerintah Tiongkok. Presiden Hu Jintao pun turut memberi pernyataan 
menanggapi surat yang dikirimkan Paus dan pertemuan ini. Dalam pernyataannya 
Hu Jintao dengan tegas mengatakan bahwa agama dan pemerintah merupakan 
satu kesatuan dan pemerintah bertanggung jawab atas berjalannya agama yang 
ada di Tiongkok. 
Pada 11 Februari 2009, Tiongkok mengangkat uskupnya tanpa persetujuan 
dari Vatikan. Akibat tindakan ini, Vatikan menentang dan menyatakan tidak 
setuju atas uskup yang telah diangkat oleh Katolik Patriotik Tiongkok tersebut. 
Kemudian pada tanggal 30 Maret-1 April 2009 pertemuan antar pihak Vatikan 
dan Tiongkok kembali diadakan di Beijing. Pertemuan kali ini membahas 
mengenai formasi para imam dan terbentuknya kesepakatan antar kedua negara 
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mengenai pengangkatan uskup, yaitu Vatikan mempunyai hak untuk menyatakan 
tidak setuju atau keberatan pada calon uskup yang akan ditahbiskan namun, 
keputusan untuk mengangkat uskup tetap ada pada Tiongkok.  
Lalu pada tahun 2010 tanggal 22-24 Maret, pertemuan kembali diadakan di 
Vatikan. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai perkembangan iman para umat 
Katolik dan gereja yang ada di Tiongkok dan penegasan bahwa gereja seharusnya 
dipimpin oleh uskup bukan oleh pemerintah lewat Katolik Patriotik Tiongkok. 
Vatikan juga menjelaskan bahwa para uskup yang ada di Tiongkok harus patuh 
pada prinsip pengajaran Katolik Roma. Pertemuan ini juga dimaksudkan Vatikan 
untuk mencegah Tiongkok mengangkat uskup tanpa restu dari Paus. Hasil dari 
pertemuan ini dapat dilihat pada 21 Juli 2010 di mana tujuh uskup ditahbiskan di 
Beijing atas persetujuan Vatikan. Namun, pada tanggal 25 November, Tiongkok 
kembali mengangkat seorang uskup tanpa persetujuan dari Vatikan.  
Meskipun hubungan Vatikan dan Tiongkok memburuk, namun pada tanggal 
11-13 April 2011 Vatikan tetap mengadakan pertemuan dengan pihak Tiongkok 
di Vatikan. Pada pertemuannya kali ini, dihasilkan 11 pesan yang diperuntukkan 
kepada seluruh imam, uskup, dan umat Katolik di Tiongkok. Garis besar pesan ini 
adalah Paus Benediktus XVI menghimbau kepada mereka untuk selalu senantiasa 
mendekatkan diri kepeda Tuhan dan berpegang pada ajaran-ajaran Katolik yang 
semestinya. Selain itu, pertemuan ini membahas mengenai uskup yang 
ditahbiskan tanpa persetujuan dari Vatikan pada 25 November 2009 lalu dan 
hasilnya adalah Vatikan tetap tidak menyetujui pentahbisan uskup tersebut. 
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Meskipun ada kesepakatan yang tidak tercapai namun, pertemuan ini tetap 
berjalan lancar dan damai.  
Pada tanggal 23-25 April 2012, pertemuan kembali diadakan di Tiongkok. 
Pada pertemuan ini dibahas mengenai kelangsungan gereja dan perkembangan 
iman umat Katolik di Tiongkok. Secara eksplisit, kedua negara membahas 
mengenai para uskup yang ada di Tiongkok. Dari 117 uskup yang ada di 
Tiongkok, hanya tujuh yang ditahbiskan secara sah oleh Vatikan. Keberadaan dan 
kapabilatas uskup dalam memimpin berpengaruh pada perkembangan iman para 
umatnya. Vatikan tidak menginginkan umat Katolik di Tiongkok mengalami 
kemunduran iman oleh sebab mempunyai uskup yang tidak memenuhi 
kemampuannya dalam memimpin. Karena hal ini, Paus lewat perwakilannya di 
Tiongkok terus menghimbau pemerintah Tiongkok untuk berhenti mengontrol 
keimanan warga negaranya lewat Katolik Patriotik Tiongkok agar iman para umat 
Katolik di Tiongkok tidak terbengkalai.  
Dari keseluruhan pertemuan Vatikan dan Tiongkok ini dapat diketahui 
bahwa Vatikan mengedepankan prinsip-prinsip Ecclesiastical Diplomacy dalam 
strateginya untuk membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Di mana 
Vatikan membuka pertemuan yang damai demi terciptanya kondisi ideal dan 
stabil diantara kedua negara. Pihak Vatikan juga tidak pernah memakai kekerasan 
atau mengancam Tiongkok apabila kesepakatan tidak terbentuk selama 
pertemuan. Sebaliknya, Vatikan terus berusaha membuka dialog dengan 
pemerintah Tiongkok dan terus menghimbau agar pemerintah untuk berhenti 
mengintervensi keimanan warga negaranya.  
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Dapat dikatakan juga bahwa Ecclesiastical Diplomacy adalah diplomasi 
yang sesuai dengan visi misi Vatikan dalam membangun hubungannya dengan 
negara lain. Diplomasi ini juga sesuai dengan ciri khas negara Vatikan sebagai 
pusat dari pengajaran dan doktrin sebuah agama dan yang selalu mengedepankan 
perdamaian dalam komunitas internasional. Pada intinya Vatikan melakukan 
hubungan diplomatik dengan tiap negara bukan atas dasar politik, ekonomi, 
ataupun militer, melainkan atas dasar sosial dan moral. Untuk kasus Tiongkok 
sendiri, Vatikan tidak ingin umat Katolik di Tiongkok terbengkalai oleh karena 
adanya dua Katolik di Tiongkok yaitu, Katolik Patriotik Tiongkok dan Katolik 
Roma. Ada dua hal yang tidak diinginkan oleh Vatikan terjadi di Tiongkok yaitu, 
Katolik terpecah di Tiongkok dan pemerintah Tiongkok yang terus 
mengintervensi keimanan warga negaranya. Vatikan menginginkan Katolik Roma 
dapat diakui oleh pemerintah Tiongkok dan mengakui hanya ada satu Katolik 
yaitu, Katolik Roma.  
 
C. Pengaruh dari Usaha-Usaha Diplomatik Vatikan  
Dari usaha-usaha yang telah ditempuh oleh Vatikan dalam diplomasinya 
dengan Tiongkok, tentu saja mempunyai dampak atau pengaruh. Peluang, 
tantangan, dan usaha Vatikan sangat berpengaruh dalam dampaknya kepada 
Tiongkok ataupun dunia internasional.  
Dari berbagai usaha diplomasi Vatikan terlihat dampak yang didapatkan 
oleh Tiongkok tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan 
diplomatik yang resmi antara Vatikan dan Tiongkok, sehingga pertemuan yang 
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dihadiri oleh kedua negara tidak terikat oleh hukum sehingga Tiongkok merasa 
perjanjian yang dibentuk tidak harus disepakati.  
Perbedaan ideologi juga turut mempengaruhi tidak signifikannya pengaruh 
dari usaha diplomasi Vatikan ini. Tiongkok dengan komunismenya dan Vatikan 
yang dengan jelas menentang komunisme. Perbedaan ini yang menyebabkan 
pemerintah Tiongkok tidak ingin membangun hubungan diplomatik yang resmi 
dengan Vatikan. Ajaran yang dibawa oleh Vatikan dapat mempengaruhi warga 
negaranya dan ini akan berdampak lebih jauh pada sistem politik dalam negara 
Tiongkok.  
Selain itu, syarat utama yang diajukan oleh pemerintah Tiongkok 
merupakan salah satu poin penting dalam pengaruh usaha Vatikan di Tiongkok. 
Vatikan belum dapat menyanggupi persyaratan mengenai pemindahan 
Apostoliknya dari Taipei ke Beijing dan mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya 
negara di daratan China. Karena hal ini, dapat dilihat Tiongkok lebih mempunyai 
kekuatan mengenai permasalahan ini sehingga usaha diplomasi Vatikan tidak 
terlalu signifikan berdampak pada Tiongkok. 
Namun, jika dilihat dari sisi lain, usaha diplomasi Vatikan ini dapat 
berpengaruh pada dunia internasional. Vatikan dapat meminta dukungan dari 
negara lain ataupun organisasi internasional seperti PBB mengingat bahwa HAM 
yang dipakai berdasarkan Deklarasi Universal HAM yang dibuat oleh PBB dan 
Tiongkok mengaksesi Deklrasi HAM tersebut. Selain itu, Paus juga dapat 
mempengaruhi negara-negara yang mempunyai hubungan erat dengan Vatikan 
seperti, Jerman, Perancis, Argentina, Amerika, dan negara benua Eropa dan benua 
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Amerika lainnya. Lebih jauh lagi, Vatikan bekerjasama dengan Yayasan Kardinal 
Kung untuk mendapatkan dukungan lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai 
tujuan dalam bidang kemanusiaan dan isu-isu sosial. Dampak kedepannya adalah 
jika permasalahan ini telah mendapat dukungan dari dunia internasional, Vatikan 
dapat membawa Tiongkok ke dalam Peradilan Internasional. 
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BAB V 
         PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu : 
1. Peluang dan tantangan yang didapatkan Vatikan dalam usaha diplomasinya di 
Tiongkok menyangkut kebebasan beragama adalah : 
  Ada pun peluang Vatikan dalam gerak diplomasinya adalah faktor sejarah 
di mana Vatikan telah lebih lama menanamkan pengajaran-pengajaran agama 
Katolik di bandingkan dengan Katolik Patriotik China. Sejak Tiongkok masih 
berupa Dinasti tahun 1206 hingga sekarang dengan sistem satu partainya. Oleh 
karena itu, Katolik Roma dapat dikatakan ikut andil dalam sejarah peradaban 
masyarakat Tiongkok. Selanjutnya ialah dukungan lembaga yang juga 
didapatkan Vatikan dari lembaga yang mempunyai tujuan sama dengan 
Vatikan. Yayasan Kardinal Kung yang bertempat di Amerika adalah yayasan 
yang bekerjasama dengan Vatikan dalam mendukung umat Katolik Roma di 
Tiongkok. Kemudian Deklarasi Universal HAM di mana Tiongkok telah 
meng-aksesi HAM Internasional mengenai agama, ras, kepercayaan, dan 
perlindungan kepada kaum minoritas pada tanggal 29 Desember 1981. Adanya 
aksesi ini menunjukkan bahwa Tiongkok setuju akan adanya perlindungan 
HAM atas seseorang bebas memeluk agama yang diyakininya. Dengan adanya 
perjanjian ini, dapat dijadikan Vatikan peluang dalam usaha-usahanya terhadap 
permasalahan agama di Tiongkok. Peluang selanjutnya ialah salah Satu 
persyaratan Tiongkok ke Vatikan Peluang bagi Vatikan adalah ada pada syarat 
96 
 
kedua yang diberikan oleh Tiongkok, yaitu, Vatikan berhenti mencampuri 
urusan internal negara Tiongkok dengan alasan agama. Paus Benediktus XVI 
dengan tegas menyatakan sendiri lewat surat yang pernah dikirimkan pada 
tahun 2007 bahwa agama tidak dapat dicampuradukkan dengan politik, 
Vatikan tidak akan mencampuri urusan internal pemerintah Tiongkok dan 
hanya fokus pada perkembangan iman umat Katolik di Tiongkok.  
   Lalu yang menjadi tantangan Vatikan adalah tidak adanya kedutaan besar 
Vatikan di Tiongkok menyebabkan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh 
kedua negara tidak terikat dengan hukum dan bagi Tiongkok perjanjian yang 
disepakati tidak resmi. Kemudian, strategi campur aduk Tiongkok dengan cara 
memaksa uskup yang telah ditahbiskan oleh Paus untuk datang ke pentahbisan 
uskup yang diangkat oleh pemerintah lewat Katolik Patriotik Tiongkok. Ada dua 
alasan yang membuat Tiongkok dengan berani melakukan tindakan campur aduk 
ini, pertama, Tiongkok ingin menegaskan eksistensinya dan sebagai pesan buat 
Vatikan bahwa Tiongkok lebih mempunyai kuasa dalam mengendalikan warga 
negaranya, baik itu dalam hal agama. Kedua, sebagai strategi Tiongkok untuk 
membuat warga negaranya yang beragama Katolik menjadi ambigu terhadap 
sosok pemimpin iman mereka, untuk pengaruh lebih jauhnya, tindakan 
pemerintah Tiongkok ini berpotensi menyebabkan umat Katholik Roma di 
Tiongkok menjadi ragu akan otoritas Paus sebagai pemimpin tertinggi agama 
Katolik. Kemudian, sistem politik yang dianut Tiongkok adalah sistem 
komunisme yang merupakan interpretasi Mao Zedong terhadap ajaran Karl Marx. 
Ideologi pemerintahan antara Vatikan dan Tiongkok sangat berbeda, Vatikan 
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dengan monarki absolut dan menentang komunis, sedangkan Tiongkok dengan 
sistem komunisnya. Dalam sistem politik komunisme ini, kemudian berdampak 
pada tantangan lainnya yang dihadapi Vatikan, yaitu sistem satu partai yang 
meskipun pemimpin Tiongkok telah berganti, namun pengajaran dan doktrinnya 
tetap turun-menurun. Kemudian Tiongkok yang masih memandang agama secara 
kaku, di mana pemerintah Tiongkok tidak dapat melepaskan agama dari 
pemerintahan dan menganggap keduanya merupaka satu kesatuan. Kemudian, 
banyaknya jumlah penduduk yang memeluk agama Katolik ini berbanding 
terbalik dengan jumlah para imam dan uskup yang ditahbiskan secara resmi oleh 
Vatikan. Pada tahun 2012, tercatat hanya tujuh uskup yang ditahbiskan resmi oleh 
Paus yang aktif bekerja diantara 117 uskup lainnya. Kekurangan ini dapat 
menyebabkan terbengkalainya iman umat Katolik di Tiongkok karena sedikitnya 
jumlah tenaga para imam dan uskup untuk menjaga perkembangan iman mereka. 
Salah satu persyaratan yang diberikan Tiongkok juga menjadi tantangan adalah 
Vatikan harus memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dan 
mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya negara di daratan China.  
 
2. Strategi diplomasi yang dilakukan oleh Vatikan terhadap Tiongkok 
menyangkut kebebasan beragama adalah : 
   Salah satu strategi Vatikan adalah bekerja sama dengan lembaga yaitu, 
yayasan Kardinal Kung yang juga mempunyai tujuan dan visi misi yang sama 
dengan Vatikan. Hasil dari kerjasama ini Vatikan memperoleh data para imam 
dan uskup yang menjadi tahanan di Tiongkok dan mengetahui perkembangan 
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umat Katolik Roma. Yayasan Kardinal Kung juga membantu Vatikan dalam 
menolong umat Katolik bawah tanah dengan cara mengirimkan bantuan secara 
materi. Hal ini diperlukan mengingat bahwa sulitnya Vatikan untuk masuk ke 
dalam wilayah Tiongkok dan pihak pemerintah yang melarang Paus untuk masuk 
ke negara Tiongkok. Kemudian, Ecclesiastical Diplomacy, dari keseluruhan 
pertemuan Vatikan-Tiongkok selama 2007 hingga 2012 dapat dilihat bahwa 
Vatikan mengedepankan prinsip Ecclesiastical Diplomacy dalam usaha-usahnya. 
Di mana Vatikan membuka pertemuan yang damai demi terciptanya kondisi ideal 
dan stabil diantara kedua negara.  
 
3. Pengaruh atau dampak dari usaha-usaha diplomatik yang dilakukan Vatikan ke 
Tiongkok adalah :  
        Dampak yang didapatkan oleh Tiongkok tidak terlalu signifikan. Hal ini 
dikarenakan tidak adanya hubungan diplomatik yang resmi antara Vatikan dan 
Tiongkok, sehingga pertemuan yang dihadiri oleh kedua negara tidak terikat oleh 
hukum sehingga Tiongkok merasa perjanjian yang dibentuk tidak harus 
disepakati. Perbedaan ideologi juga turut mempengaruhi tidak signifikannya 
pengaruh dari usaha diplomasi Vatikan ini. Perbedaan ini yang menyebabkan 
pemerintah Tiongkok tidak ingin membangun hubungan diplomatik yang resmi 
dengan Vatikan. Namun ada juga dampaknya kepada Dunia Internasional di mana 
Vatikan dapat meminta dukungan dari negara lain ataupun organisasi 
internasional seperti PBB mengingat bahwa HAM yang dipakai berdasarkan 
Deklarasi Universal HAM yang dibuat oleh PBB dan Tiongkok pun mengaksesi 
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HAM tersebut. Selain itu, Paus juga dapat mempengaruhi negara-negara yang 
mempunyai hubungan erat dengan Vatikan seperti, Jerman, Perancis, Argentina, 
Amerika, dan negara benua Eropa dan benua Amerika lainnya.  
 
B. Saran 
 Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, peneliti memberikan 
beberapa saran sebagai berkikut : 
1. Hendaknya Vatikan lebih mengefektifkan lagi Ecclesiastical Diplomacy dalam 
membangun hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok. Juga sebaiknya 
Vatikan dapat dengan tegas menetapkan perjanjian yang telah disetujui dengan 
Tiongkok agar pemerintah Tiongkok berhenti melakukan berbagai strategi 
yang melanggar perjanjian. Adapun dari pihak Vatikan untuk lebih 
mengefektifkan konstitusi Vatikan Konsili II ke berbagai usaha diplomatiknya 
dengan Tiongkok.  
2. Hendaknya pihak Tiongkok lebih menghargai perjanjian yang telah dibuat 
dengan Vatikan. Pemerintah Tiongkok juga diharapkan untuk dapat lebih 
membuka diri pada setiap usaha Vatikan untuk membangun hubungan 
diplomatik dan merespon secara resmi surat yang dikirimkan oleh Paus 
Benediktus XVI. Selain itu, pemerintah Tiongkok dapat memahami maksud 
Vatikan dalam berdiplomasi hanya untuk tanggung jawab moral bukan untuk 
mencampuri urusan dalam negara Tiongkok. 
3. Penulis juga menyarankan ada baiknya Vatikan dapat dengan tegas menanggapi 
persyaratan yang diberikan oleh Tiongkok. Jika memang Vatikan sangat ingin 
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membangun kembali hubungannya dengan Tiongkok, sebaiknya Vatikan 
segera memutuskan apakah ingin tetap melanjutkan hubungan diplomatiknya 
dengan Taiwan atau tidak, tentunya dengan mempertimbangkan segala resiko 
dari keputusan yang akan diambil nantinya.  
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LAMPIRAN A 
 
PASTORAL CONSTITUTION 
ON THE CHURCH IN THE  
MODERN WORLD 
GAUDIUM ET SPES 
PROMULGATED BY 
HIS HOLINESS, POPE PAUL VI 
ON DECEMBER 7, 1965 
 
CHAPTER IV 
THE LIFE OF THE POLITICAL COMMUNITY 
 
76. It is very important, especially where a pluralistic society prevails, that there be a 
correct notion of the relationship between the political community and the Church, and a 
clear distinction between the tasks which Christians undertake, individually or as a group, 
on their own responsibility as citizens guided by the dictates of a Christian conscience, 
and the activities which, in union with their pastors, they carry out in the name of the 
Church. 
 
The Church, by reason of her role and competence, is not identified in any way with the 
political community nor bound to any political system. She is at once a sign and a 
safeguard of the transcendent character of the human person. 
The Church and the political community in their own fields are autonomous and 
independent from each other. Yet both, under different titles, are devoted to the personal 
and social vocation of the same men. The more that both foster sounder cooperation 
between themselves with due consideration for the circumstances of time and place, the 
more effective will their service be exercised for the good of all. For man's horizons are 
not limited only to the temporal order; while living in the context of human history, he 
preserves intact his eternal vocation. The Church, for her part, founded on the love of the 
Redeemer, contributes toward the reign of justice and charity within the borders of a 
nation and between nations. By preaching the truths of the Gospel, and bringing to bear 
on all fields of human endeavor the light of her doctrine and of a Christian witness, she 
respects and fosters the political freedom and responsibility of citizens. 
The Apostles, their successors and those who cooperate with them, are sent to announce 
to mankind Christ, the Savior. Their apostolate is based on the power of God, Who very 
often shows forth the strength of the Gospel on the weakness of its witnesses. All those 
dedicated to the ministry of God's Word must use the ways and means proper to the 
Gospel which in a great many respects differ from the means proper to the earthly city. 
There are, indeed, close links between earthly things and those elements of man's 
condition which transcend the world. The Church herself makes use of temporal things 
insofar as her own mission requires it. She, for her part, does not place her trust in the 
privileges offered by civil authority. She will even give up the exercise of certain rights 
which have been legitimately acquired, if it becomes clear that their use will cast doubt 
on the sincerity of her witness or that new ways of life demand new methods. It is only 
right, however, that at all times and in all places, the Church should have true freedom to 
preach the faith, to teach her social doctrine, to exercise her role freely among men, and 
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also to pass moral judgment in those matters which regard public order when the 
fundamental rights of a person or the salvation of souls require it. In this, she should 
make use of all the means—but only those—which accord with the Gospel and which 
correspond to the general good according to the diversity of times and circumstances. 
While faithfully adhering to the Gospel and fulfilling her mission to the world, the 
Church, whose duty it is to foster and elevate(9) all that is found to be true, good and 
beautiful in the human community, strengthens peace among men for the glory of 
God.(10) 
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LAMPIRAN B 
LETTER 
OF THE HOLY FATHER 
POPE BENEDICT XVI 
TO THE BISHOPS, PRIESTS, 
CONSECRATED PERSONS 
AND LAY FAITHFUL 
OF THE CATHOLIC CHURCH 
IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
Greeting 
1. Dear Brother Bishops, dear priests, consecrated persons and all the faithful of the 
Catholic Church in China: "We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, 
when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love 
which you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven ... We 
have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of his 
will in all spiritual wisdom and understanding, to lead a life worthy of the Lord, fully 
pleasing to him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of 
God. May you be strengthened with all power, according to his glorious might, for all 
endurance and patience with joy" (Col 1:3-5, 9-11). 
These words of the Apostle Paul are highly appropriate for expressing the sentiments that 
I, as the Successor of Peter and universal Pastor of the Church, feel towards you. You 
know well how much you are present in my heart and in my daily prayer and how deep is 
the relationship of communion that unites us spiritually. 
Purpose of the Letter 
2. I wish, therefore, to convey to all of you the expression of my fraternal closeness. With 
intense joy I acknowledge your faithfulness to Christ the Lord and to the Church, a 
faithfulness that you have manifested "sometimes at the price of grave sufferings"[1], 
since "it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in 
him but also suffer for his sake" (Phil1:29). Nevertheless, some important aspects of the 
ecclesial life of your country give cause for concern. 
Without claiming to deal with every detail of the complex matters well known to you, I 
wish through this letter to offer some guidelines concerning the life of the Church and the 
task of evangelization in China, in order to help you discover what the Lord and Master, 
Jesus Christ, "the key, the centre and the purpose of the whole of human history" [2] 
wants from you. 
 
 
PART ONE 
THE SITUATION OF THE CHURCH 
THEOLOGICAL ASPECTS 
 
Globalization, modernity and atheism 
3. As I turn my attention towards your People, which has distinguished itself among the 
other peoples of Asia for the splendour of its ancient civilization, with all its experience 
of wisdom, philosophy, art and science, I am pleased to note how, especially in recent 
times, it has also moved decisively towards achieving significant goals of socio-economic 
progress, attracting the interest of the entire world. 
As my venerable predecessor Pope John Paul II once said, "The Catholic Church for her 
part regards with respect this impressive thrust and far-sighted planning, and with 
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discretion offers her own contribution in the promotion and defence of the human person, 
and of the person's values, spirituality and transcendent vocation. The Church has very 
much at heart the values and objectives which are of primary importance also to modern 
China: solidarity, peace, social justice, the wise management of the phenomenon of 
globalization" [3]. 
The pressure to attain the desired and necessary economic and social development and the 
search for modernity are accompanied by two different and contrasting phenomena, both 
of which should nonetheless be evaluated with equal prudence and a positive apostolic 
spirit. On the one hand, especially among the young, one can detect a growing interest in 
the spiritual and transcendent dimension of the human person, with a consequent interest 
in religion, particularly in Christianity. On the other hand, there are signs, in China too, of 
the tendency towards materialism and hedonism, which are spreading from the big cities 
to the entire country [4]. 
In this context, in which you are called to live and work, I want to remind you of what 
Pope John Paul II emphasized so strongly and vigorously: the new evangelization 
demands the proclamation of the Gospel [5] to modern man, with a keen awareness that, 
just as during the first Christian millennium the Cross was planted in Europe and during 
the second in the American continent and in Africa, so during the third millennium a 
great harvest of faith will be reaped in the vast and vibrant Asian continent [6]. 
"'Duc in altum' (Lk 5:4). These words ring out for us today, and they invite us to 
remember the past with gratitude, to live the present with enthusiasm and to look forward 
to the future with confidence: 'Jesus Christ is the same yesterday and today and for ever' 
(Heb 13:8)" [7]. In China too the Church is called to be a witness of Christ, to look 
forward with hope, and – in proclaiming the Gospel – to measure up to the new 
challenges that the Chinese People must face. 
The word of God helps us, once again, to discover the mysterious and profound meaning 
of the Church's path in the world. In fact "the subject of one of the most important visions 
of the Book of Revelation is [the] Lamb in the act of opening a scroll, previously closed 
with seven seals that no one had been able to break open. John is even shown in tears, for 
he finds no one worthy of opening the scroll or reading it (cf. Rev 5:4). History remains 
indecipherable, incomprehensible. No one can read it. Perhaps John's weeping before the 
mystery of a history so obscure expresses the Asian Churches' dismay at God's silence in 
the face of the persecutions to which they were exposed at the time. It is a dismay that can 
clearly mirror our consternation in the face of the serious difficulties, misunderstandings 
and hostility that the Church also suffers today in various parts of the world. These are 
trials that the Church does not of course deserve, just as Jesus himself did not deserve his 
torture. However, they reveal both the wickedness of man, when he abandons himself to 
the promptings of evil, and also the superior ordering of events on God's part" [8]. 
Today, as in the past, to proclaim the Gospel means to preach and bear witness to Jesus 
Christ, crucified and risen, the new Man, conqueror of sin and death. He enables human 
beings to enter into a new dimension, where mercy and love shown even to enemies can 
bear witness to the victory of the Cross over all weakness and human wretchedness. In 
your country too, the proclamation of Christ crucified and risen will be possible to the 
extent that, with fidelity to the Gospel, in communion with the Successor of the Apostle 
Peter and with the universal Church, you are able to put into practice the signs of love and 
unity ("even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will 
know that you are my disciples, if you have love for one another ... even as you, Father, 
are in me, and I in you, that they also may be one in us, so that the world may believe that 
you have sent me" – Jn 13:34-35; 17:21). 
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Willingness to engage in respectful and constructive dialogue 
4. As universal Pastor of the Church, I wish to manifest sincere gratitude to the Lord for 
the deeply-felt witness of faithfulness offered by the Chinese Catholic community in truly 
difficult circumstances. At the same time, I sense the urgent need, as my deep and 
compelling duty and as an expression of my paternal love, to confirm the faith of Chinese 
Catholics and favour their unity with the means proper to the Church. 
I am also following with particular interest the events of the entire Chinese People, whom 
I regard with sincere admiration and sentiments of friendship, to the point where I express 
the hope "that concrete forms of communication and cooperation between the Holy See 
and the People's Republic of China may soon be established. Friendship is nourished by 
contacts, by a sharing in the joy and sadness of different situations, by solidarity and 
mutual assistance" [9]. And pursuing this line of argument, my venerable predecessor 
added: "It is no secret that the Holy See, in the name of the whole Catholic Church and, I 
believe, for the benefit of the whole human family, hopes for the opening of some form of 
dialogue with the authorities of the People's Republic of China. Once the 
misunderstandings of the past have been overcome, such a dialogue would make it 
possible for us to work together for the good of the Chinese People and for peace in the 
world" [10]. 
I realize that the normalization of relations with the People's Republic of China requires 
time and presupposes the good will of both parties. For its part, the Holy See always 
remains open to negotiations, so necessary if the difficulties of the present time are to be 
overcome. 
This situation of misunderstandings and incomprehension weighs heavily, serving the 
interests of neither the Chinese authorities nor the Catholic Church in China. As Pope 
John Paul II stated, recalling what Father Matteo Ricci wrote from Beijing [11], "so too 
today the Catholic Church seeks no privilege from China and its leaders, but solely the 
resumption of dialogue, in order to build a relationship based upon mutual respect and 
deeper understanding" [12]. Let China rest assured that the Catholic Church sincerely 
proposes to offer, once again, humble and disinterested service in the areas of her 
competence, for the good of Chinese Catholics and for the good of all the inhabitants of 
the country. 
As far as relations between the political community and the Church in China are 
concerned, it is worth calling to mind the enlightening teaching of the Second Vatican 
Council, which states: "The Church, by reason of her role and competence, is not 
identified with any political community nor is she tied to any political system. She is at 
once the sign and the safeguard of the transcendental dimension of the human person". 
And the Council continues: "The political community and the Church are autonomous 
and independent of each other in their own fields. They are both at the service of the 
personal and social vocation of the same individuals, though under different titles. Their 
service will be more efficient and beneficial to all if both institutions develop better 
cooperation according to the circumstances of place and time" [13]. 
Likewise, therefore, the Catholic Church which is in China does not have a mission to 
change the structure or administration of the State; rather, her mission is to proclaim 
Christ to men and women, as the Saviour of the world, basing herself – in carrying out 
her proper apostolate – on the power of God. As I recalled in my Encyclical Deus Caritas 
Est, "The Church cannot and must not take upon herself the political battle to bring about 
the most just society possible. She cannot and must not replace the State. Yet at the same 
time she cannot and must not remain on the sidelines in the fight for justice. She has to 
play her part through rational argument and she has to reawaken the spiritual energy 
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without which justice, which always demands sacrifice, cannot prevail and prosper. A just 
society must be the achievement of politics, not of the Church. Yet the promotion of 
justice through efforts to bring about openness of mind and will to the demands of the 
common good is something which concerns the Church deeply" [14]. 
In the light of these unrenounceable principles, the solution to existing problems cannot 
be pursued via an ongoing conflict with the legitimate civil authorities; at the same time, 
though, compliance with those authorities is not acceptable when they interfere unduly in 
matters regarding the faith and discipline of the Church. The civil authorities are well 
aware that the Church in her teaching invites the faithful to be good citizens, respectful 
and active contributors to the common good in their country, but it is likewise clear that 
she asks the State to guarantee to those same Catholic citizens the full exercise of their 
faith, with respect for authentic religious freedom. 
Communion between particular Churches in the universal Church 
5. Beloved Catholic Church in China, you are a small flock present and active within the 
vastness of an immense People journeying through history. How stirring and encouraging 
these words of Jesus are for you: "Fear not, little flock, for it is your Father's good 
pleasure to give you the kingdom" (Lk12:32)! "You are the salt of the earth ... you are the 
light of the world": therefore "let your light so shine before men, that they may see your 
good works and give glory to your Father who is in heaven" (Mt 5:13, 14, 16). 
In the Catholic Church which is in China, the universal Church is present, the Church of 
Christ, which in the Creed we acknowledge to be one, holy, catholic and apostolic, that is 
to say, the universal community of the Lord's disciples. 
As you know, the profound unity which binds together the particular Churches found in 
China, and which likewise places them in intimate communion with all the other 
particular Churches throughout the world, has its roots not only in the same faith and in a 
common Baptism, but above all in the Eucharist and in the episcopate [15]. Likewise, the 
unity of the episcopate, of which "the Roman Pontiff, as the Successor of Peter, is the 
perpetual and visible source and foundation" [16], continues down the centuries through 
the apostolic succession and is the foundation of the identity of the Church in every age 
with the Church built by Christ on Peter and on the other Apostles [17]. 
Catholic doctrine teaches that the Bishop is the visible source and foundation of unity in 
the particular Church entrusted to his pastoral ministry [18]. But in every particular 
Church, in order that she may be fully Church, there must be present the supreme 
authority of the Church, that is to say, the episcopal College together with its Head, the 
Roman Pontiff, and never apart from him. Therefore the ministry of the Successor of 
Peter belongs to the essence of every particular Church "from within" [19]. Moreover, the 
communion of all the particular Churches in the one Catholic Church, and hence the 
ordered hierarchical communion of all the Bishops, successors of the Apostles, with the 
Successor of Peter, are a guarantee of the unity of the faith and life of all Catholics. It is 
therefore indispensable, for the unity of the Church in individual nations, that every 
Bishop should be in communion with the other Bishops, and that all should be in visible 
and concrete communion with the Pope. 
No one in the Church is a foreigner, but all are citizens of the same People, members of 
the same Mystical Body of Christ. The bond of sacramental communion is the Eucharist, 
guaranteed by the ministry of Bishops and priests [20]. 
The whole of the Church which is in China is called to live and to manifest this unity in a 
richer spirituality of communion, so that, taking account of the complex concrete 
situations in which the Catholic community finds itself, she may also grow in a 
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harmonious hierarchical communion. Therefore, Pastors and faithful are called to defend 
and to safeguard what belongs to the doctrine and the tradition of the Church. 
Tensions and divisions within the Church: pardon and reconciliation 
6. Addressing the whole Church in his Apostolic Letter Novo Millennio Ineunte, my 
venerable predecessor Pope John Paul II, stated that an "important area in which there has 
to be commitment and planning on the part of the universal Church and the particular 
Churches [is] the domain of communion (koinonia), which embodies and reveals the very 
essence of the mystery of the Church. Communion is the fruit and demonstration of that 
love which springs from the heart of the Eternal Father and is poured out upon us through 
the Spirit whom Jesus gives us (cf. Rom 5:5), to make us all 'one heart and one soul' 
(Acts 4:32). It is in building this communion of love that the Church appears as 
'sacrament', as the 'sign and instrument of intimate union with God and of the unity of the 
human race.' The Lord's words on this point are too precise for us to diminish their 
import. Many things are necessary for the Church's journey through history, not least in 
this new century; but without charity (agape) all will be in vain. It is again the Apostle 
Paul who in his hymn to love reminds us: even if we speak the tongues of men and of 
angels, and if we have faith 'to move mountains', but are without love, all will come to 
'nothing' (cf. 1 Cor 13:2). Love is truly the 'heart' of the Church" [21]. 
These matters, which concern the very nature of the universal Church, have a particular 
significance for the Church which is in China. Indeed you are aware of the problems that 
she is seeking to overcome – within herself and in her relations with Chinese civil society 
– tensions, divisions and recriminations. 
In this regard, last year, while speaking of the nascent Church, I had occasion to recall 
that "from the start the community of the disciples has known not only the joy of the Holy 
Spirit, the grace of truth and love, but also trials that are constituted above all by 
disagreements about the truths of faith, with the consequent wounds to communion. Just 
as the fellowship of love has existed since the outset and will continue to the end (cf. 
1 Jn 1:1ff.), so also, from the start, division unfortunately arose. We should not be 
surprised that it still exists today ... Thus, in the events of the world but also in the 
weaknesses of the Church, there is always a risk of losing faith, hence, also love and 
brotherhood. Consequently it is a specific duty of those who believe in the Church of love 
and want to live in her to recognize this danger too" [22]. 
The history of the Church teaches us, then, that authentic communion is not expressed 
without arduous efforts at reconciliation [23]. Indeed, the purification of memory, the 
pardoning of wrong-doers, the forgetting of injustices suffered and the loving restoration 
to serenity of troubled hearts, all to be accomplished in the name of Jesus crucified and 
risen, can require moving beyond personal positions or viewpoints, born of painful or 
difficult experiences. These are urgent steps that must be taken if the bonds of 
communion between the faithful and the Pastors of the Church in China are to grow and 
be made visible. 
For this reason, my venerable predecessor on several occasions addressed to you an 
urgent invitation to pardon and reconciliation. In this regard, I am pleased to recall a 
passage from the message that he sent you at the approach of the Holy Year 2000: "In 
your preparation for the Great Jubilee, remember that in the biblical tradition this moment 
always entailed the obligation to forgive one another's debts, to make satisfaction for 
injustices committed, and to be reconciled with one's neighbour. You too have heard the 
proclamation of the 'great joy prepared for all peoples': the love and mercy of the Father, 
the Redemption accomplished in Christ. To the extent that you yourselves are ready to 
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accept this joyful proclamation, you will be able to pass it on, by your lives, to the men 
and women around you. My ardent desire is that you will respond to the interior 
promptings of the Holy Spirit by forgiving one another whatever needs to be forgiven, by 
drawing closer to one another, by accepting one another and by breaking down all 
barriers in order to overcome every possible cause of division. Do not forget the words of 
Jesus at the Last Supper: 'By this all will know that you are my disciples, if you have love 
for one another' (Jn 13:35). I rejoiced when I learned that you intend your most precious 
gift on the occasion of the Great Jubilee to be unity among yourselves and unity with the 
Successor of Peter. This intention can only be a fruit of the Spirit who guides the Church 
along the arduous paths of reconciliation and unity" [24]. 
We all realize that this journey cannot be accomplished overnight, but be assured that the 
whole Church will raise up an insistent prayer for you to this end. 
Keep in mind, moreover, that your path of reconciliation is supported by the example and 
the prayer of so many "witnesses of the faith" who have suffered and have forgiven, 
offering their lives for the future of the Catholic Church in China. Their very existence 
represents a permanent blessing for you in the presence of our Heavenly Father, and their 
memory will not fail to produce abundant fruit. 
Ecclesial communities and State agencies: relationships to be lived in truth and 
charity. 
7. A careful analysis of the aforementioned painful situation of serious differences (cf. 
section 6 above), involving the lay faithful and their Pastors, highlights among the various 
causes the significant part played by entities that have been imposed as the principal 
determinants of the life of the Catholic community. Still today, in fact, recognition from 
these entities is the criterion for declaring a community, a person or a religious place legal 
and therefore "official". All this has caused division both among the clergy and among 
the lay faithful. It is a situation primarily dependent on factors external to the Church, but 
it has seriously conditioned her progress, giving rise also to suspicions, mutual 
accusations and recriminations, and it continues to be a weakness in the Church that 
causes concern. 
Regarding the delicate issue of the relations to be maintained with the agencies of the 
State, particular enlightenment can be found in the invitation of the Second Vatican 
Council to follow the words and modus operandi of Jesus Christ. He, indeed, "did not 
wish to be a political Messiah who would dominate by force [25] but preferred to call 
himself the Son of Man who came to serve, and 'to give his life as a ransom for many' 
(Mk 10:45). He showed himself as the perfect Servant of God [26] who 'will not break a 
bruised reed or quench a smouldering wick' (Mt 12:20). He recognized civil authority and 
its rights when he ordered tribute to be paid to Caesar, but he gave clear warning that the 
greater rights of God must be respected: 'Render therefore to Caesar the things that are 
Caesar's, and to God, the things that are God's' (Mt 22:21). Finally, he brought his 
revelation to perfection when he accomplished on the Cross the work of redemption by 
which he achieved salvation and true freedom for the human race. For he bore witness to 
the truth [27] but refused to use force to impose it on those who spoke out against it. His 
Kingdom does not establish its claims by force [28], but is established by bearing witness 
to and listening to the truth and it grows by the love with which Christ, lifted up on the 
Cross, draws people to himself (cf. Jn 12:32)"[29]. 
Truth and charity are the two supporting pillars of the life of the Christian community. 
For this reason, I have observed that "the Church of love is also the Church of truth, 
understood primarily as fidelity to the Gospel entrusted by the Lord Jesus to his followers 
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... However, if the family of God's children is to live in unity and peace, it needs someone 
to keep it in the truth and guide it with wise and authoritative discernment: this is what 
the ministry of the Apostles is required to do. And here we come to an important point. 
The Church is wholly of the Spirit but has a structure, the apostolic succession, which is 
responsible for guaranteeing that the Church endures in the truth given by Christ, from 
whom the capacity to love also comes ... The Apostles and their successors are therefore 
the custodians and authoritative witnesses of the deposit of truth consigned to the Church, 
and are likewise the ministers of charity. These are two aspects that go together ... Truth 
and love are the two faces of the same gift that comes from God and, thanks to the 
apostolic ministry, is safeguarded in the Church and handed down to us, to our present 
time!" [30]. 
Therefore the Second Vatican Council underlines that "those also have a claim on our 
respect and charity who think and act differently from us in social, political, and religious 
matters. In fact, the more deeply, through courtesy and love, we come to understand their 
ways of thinking, the more easily will we be able to enter into dialogue with them". But, 
as the same Council admonishes us, "love and courtesy of this kind should not, of course, 
make us indifferent to truth and goodness"[31]. 
Considering "Jesus' original plan" [32], it is clear that the claim of some entities, desired 
by the State and extraneous to the structure of the Church, to place themselves above the 
Bishops and to guide the life of the ecclesial community, does not correspond to Catholic 
doctrine, according to which the Church is "apostolic", as the Second Vatican Council 
underlined. The Church is apostolic "in herorigin because she has been built on 'the 
foundation of the Apostles' (Eph 2:20). She is apostolic in her teaching which is the same 
as that of the Apostles. She is apostolic by reason of her structureinsofar as she is taught, 
sanctified, and guided until Christ returns by the Apostles through their successors who 
are the Bishops in communion with the Successor of Peter" [33]. Therefore, in every 
individual particular Church, "it is in the name of the Lord that the diocesan Bishop [and 
only he] leads the flock entrusted to him, and he does so as the proper, ordinary and 
immediate Pastor" [34]; at a national level, moreover, only a legitimate Episcopal 
Conference can formulate pastoral guidelines, valid for the entire Catholic community of 
the country concerned [35]. 
Likewise, the declared purpose of the afore-mentioned entities to implement "the 
principles of independence and autonomy, self-management and democratic 
administration of the Church" [36] is incompatible with Catholic doctrine, which from the 
time of the ancient Creeds professes the Church to be "one, holy, catholic and apostolic". 
In the light of the principles here outlined, Pastors and lay faithful will recall that the 
preaching of the Gospel, catechesis and charitable activity, liturgical and cultic action, as 
well as all pastoral choices, are uniquely the competence of the Bishops together with 
their priests in the unbroken continuity of the faith handed down by the Apostles in the 
Sacred Scriptures and in Tradition, and therefore they cannot be subject to any external 
interference. 
Given this difficult situation, not a few members of the Catholic community are asking 
whether recognition from the civil authorities – necessary in order to function publicly – 
somehow compromises communion with the universal Church. I am fully aware that this 
problem causes painful disquiet in the hearts of Pastors and faithful. In this regard I 
maintain, in the first place, that the requisite and courageous safeguarding of the deposit 
of faith and of sacramental and hierarchical communion is not of itself opposed to 
dialogue with the authorities concerning those aspects of the life of the ecclesial 
community that fall within the civil sphere. There would not be any particular difficulties 
with acceptance of the recognition granted by civil authorities on condition that this does 
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not entail the denial of unrenounceable principles of faith and of ecclesiastical 
communion. In not a few particular instances, however, indeed almost always, in the 
process of recognition the intervention of certain bodies obliges the people involved to 
adopt attitudes, make gestures and undertake commitments that are contrary to the 
dictates of their conscience as Catholics. I understand, therefore, how in such varied 
conditions and circumstances it is difficult to determine the correct choice to be made. 
For this reason the Holy See, after restating the principles, leaves the decision to the 
individual Bishop who, having consulted his presbyterate, is better able to know the local 
situation, to weigh the concrete possibilities of choice and to evaluate the possible 
consequences within the diocesan community. It could be that the final decision does not 
obtain the consensus of all the priests and faithful. I express the hope, however, that it 
will be accepted, albeit with suffering, and that the unity of the diocesan community with 
its own Pastor will be maintained. 
It would be good, finally, if Bishops and priests, with truly pastoral hearts, were to take 
every possible step to avoid giving rise to situations of scandal, seizing opportunities to 
form the consciences of the faithful, with particular attention to the weakest: all this 
should be lived out in communion and in fraternal understanding, avoiding judgements 
and mutual condemnations. In this case too, it must be kept in mind, especially where 
there is little room for freedom, that in order to evaluate the morality of an act it is 
necessary to devote particular care to establishing the real intentions of the person 
concerned, in addition to the objective shortcoming. Every case, then, will have to be 
pondered individually, taking account of the circumstances. 
The Chinese Episcopate 
8. In the Church – the People of God – only the sacred ministers, duly ordained after 
sufficient instruction and formation, may exercise the office of "teaching, sanctifying and 
governing". The lay faithful may, with a canonical mission from the Bishop, perform an 
ancillary ecclesial ministry of handing on the faith. 
In recent years, for various reasons, you, my Brother Bishops, have encountered 
difficulties, since persons who are not "ordained", and sometimes not even baptized, 
control and take decisions concerning important ecclesial questions, including the 
appointment of Bishops, in the name of various State agencies. Consequently, we have 
witnessed a demeaning of the Petrine and episcopal ministries by virtue of a vision of the 
Church according to which the Supreme Pontiff, the Bishops and the priests risk 
becoming de facto persons without office and without power. Yet in fact, as stated earlier, 
the Petrine and episcopal ministries are essential and integral elements of Catholic 
doctrine on the sacramental structure of the Church. The nature of the Church is a gift of 
the Lord Jesus, because "his gifts were that some should be apostles, some prophets, 
some evangelists, some pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, 
for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the 
knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the 
fullness of Christ" (Eph 4:11-13). 
Communion and unity – let me repeat (cf. section 5 above) – are essential and integral 
elements of the Catholic Church: therefore the proposal for a Church that is 
"independent" of the Holy See, in the religious sphere, is incompatible with Catholic 
doctrine. 
I am aware of the grave difficulties which you have to address in the aforementioned 
situation in order to remain faithful to Christ, to his Church and to the Successor of Peter. 
Reminding you that – as Saint Paul said (cf. Rom 8:35-39) – no difficulty can separate us 
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from the love of Christ, I am confident that you will do everything possible, trusting in 
the Lord's grace, to safeguard unity and ecclesial communion even at the cost of great 
sacrifices. 
Many members of the Chinese episcopate who have guided the Church in recent decades 
have offered and continue to offer a shining testimony to their own communities and to 
the universal Church. Once again, let a heartfelt hymn of praise and thanksgiving be sung 
to the "chief Shepherd" of the flock (1 Pet 5:4): in fact, it must not be forgotten that many 
Bishops have undergone persecution and have been impeded in the exercise of their 
ministry, and some of them have made the Church fruitful with the shedding of their 
blood. Modern times and the consequent challenge of the new evangelization highlight 
the role of the episcopal ministry. As John Paul II said to the Pastors from every part of 
the world who gathered in Rome for the celebration of the Jubilee, "the Pastor is the first 
to take responsibility for and to encourage the ecclesial community, both in the 
requirement of communion and in the missionary outreach. Regarding the relativism and 
subjectivism which mar so much of contemporary culture, Bishops are called to defend 
and promote the doctrinal unity of their faithful. Concerned for every situation in which 
the faith has been lost or is unknown, they work with all their strength for evangelization, 
preparing priests, religious and lay people for this task and making the necessary 
resources available" [37]. 
On the same occasion, my venerable predecessor recalled that "the Bishop, a successor of 
the Apostles, is someone for whom Christ is everything: 'For to me to live is Christ ...' 
(Phil 1:21). He must bear witness to this in all his actions. The Second Vatican Council 
teaches: 'Bishops should devote themselves to their apostolic office as witnesses of Christ 
to all' (Decree Christus Dominus, 11)" [38]. 
Concerning episcopal service, then, I take the opportunity to recall something I said 
recently: "The Bishops are primarily responsible for building up the Church as a family of 
God and a place of mutual help and availability. To be able to carry out this mission, you 
received with episcopal consecration three special offices: the munus docendi, the munus 
sanctificandi and the munus regendi, which all together constitute the munus pascendi. In 
particular, the aim of the munus regendi is growth in ecclesial communion, that is, in 
building a community in agreement and listening to the Apostles' teaching, the breaking 
of bread, prayer and fellowship. Closely linked to the offices of teaching and of 
sanctifying, that of governing – the munus regendi precisely – constitutes for the Bishop 
an authentic act of love for God and for one's neighbour, which is expressed in pastoral 
charity" [39]. 
As in the rest of the world, in China too the Church is governed by Bishops who, through 
episcopal ordination conferred upon them by other validly ordained Bishops, have 
received, together with the sanctifying office, the offices of teaching and governing the 
people entrusted to them in their respective particular Churches, with a power that is 
conferred by God through the grace of the sacrament of Holy Orders. The offices of 
teaching and governing "however, by their very nature can be exercised only in 
hierarchical communion with the head and members of the college" of Bishops [40]. In 
fact, as the Council went on to say, "a person is made a member of the episcopal body in 
virtue of the sacramental consecration and by hierarchical communion with the head and 
members of the college" [41]. 
Currently, all the Bishops of the Catholic Church in China are sons of the Chinese People. 
Notwithstanding many grave difficulties, the Catholic Church in China, by a particular 
grace of the Holy Spirit, has never been deprived of the ministry of legitimate Pastors 
who have preserved the apostolic succession intact. We must thank the Lord for this 
constant presence, not without suffering, of Bishops who have received episcopal 
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ordination in conformity with Catholic tradition, that is to say, in communion with the 
Bishop of Rome, Successor of Peter, and at the hands of validly and legitimately ordained 
Bishops in observance of the rite of the Catholic Church. 
Some of them, not wishing to be subjected to undue control exercised over the life of the 
Church, and eager to maintain total fidelity to the Successor of Peter and to Catholic 
doctrine, have felt themselves constrained to opt for clandestine consecration. The 
clandestine condition is not a normal feature of the Church's life, and history shows that 
Pastors and faithful have recourse to it only amid suffering, in the desire to maintain the 
integrity of their faith and to resist interference from State agencies in matters pertaining 
intimately to the Church's life. For this reason the Holy See hopes that these legitimate 
Pastors may be recognized as such by governmental authorities for civil effects too – 
insofar as these are necessary – and that all the faithful may be able to express their faith 
freely in the social context in which they live. 
Other Pastors, however, under the pressure of particular circumstances, have consented to 
receive episcopal ordination without the pontifical mandate, but have subsequently asked 
to be received into communion with the Successor of Peter and with their other brothers 
in the episcopate. The Pope, considering the sincerity of their sentiments and the 
complexity of the situation, and taking into account the opinion of neighbouring Bishops, 
by virtue of his proper responsibility as universal Pastor of the Church, has granted them 
the full and legitimate exercise of episcopal jurisdiction. This initiative of the Pope 
resulted from knowledge of the particular circumstances of their ordination and from his 
profound pastoral concern to favour the reestablishment of full communion. 
Unfortunately, in most cases, priests and the faithful have not been adequately informed 
that their Bishop has been legitimized, and this has given rise to a number of grave 
problems of conscience. What is more, some legitimized Bishops have failed to provide 
any clear signs to prove that they have been legitimized. For this reason it is 
indispensable, for the spiritual good of the diocesan communities concerned, that 
legitimation, once it has occurred, is brought into the public domain at the earliest 
opportunity, and that the legitimized Bishops provide unequivocal and increasing signs of 
full communion with the Successor of Peter. 
Finally, there are certain Bishops – a very small number of them – who have been 
ordained without the Pontifical mandate and who have not asked for or have not yet 
obtained, the necessary legitimation. According to the doctrine of the Catholic Church, 
they are to be considered illegitimate, but validly ordained, as long as it is certain that 
they have received ordination from validly ordained Bishops and that the Catholic rite of 
episcopal ordination has been respected. Therefore, although not in communion with the 
Pope, they exercise their ministry validly in the administration of the sacraments, even if 
they do so illegitimately. What great spiritual enrichment would ensue for the Church in 
China if, the necessary conditions having been established, these Pastors too were to enter 
into communion with the Successor of Peter and with the entire Catholic episcopate! Not 
only would their episcopal ministry be legitimized, there would also be an enrichment of 
their communion with the priests and the faithful who consider the Church in China part 
of the Catholic Church, united with the Bishop of Rome and with all the other particular 
Churches spread throughout the world. 
In individual nations, all the legitimate Bishops constitute an Episcopal Conference, 
governed according to its own statutes, which by the norms of canon law must be 
approved by the Apostolic See. Such an Episcopal Conference expresses the fraternal 
communion of all the Bishops of a nation and treats the doctrinal and pastoral questions 
that are significant for the entire Catholic community of the country without, however, 
interfering in the exercise of the ordinary and immediate power of each Bishop in his own 
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diocese. Moreover, every Episcopal Conference maintains opportune and useful contacts 
with the civil authorities of the place, partly in order to favour cooperation between the 
Church and the State, but it is obvious that an Episcopal Conference cannot be subjected 
to any civil authority in questions of faith and of living according to the faith (fides et 
mores, sacramental life), which are exclusively the competence of the Church. 
In the light of the principles expounded above, the present College of Catholic Bishops of 
China [42] cannot be recognized as an Episcopal Conference by the Apostolic See: the 
"clandestine" Bishops, those not recognized by the Government but in communion with 
the Pope, are not part of it; it includes Bishops who are still illegitimate, and it is 
governed by statutes that contain elements incompatible with Catholic doctrine. 
Appointment of Bishops 
9. As all of you know, one of the most delicate problems in relations between the Holy 
See and the authorities of your country is the question of episcopal appointments. On the 
one hand, it is understandable that governmental authorities are attentive to the choice of 
those who will carry out the important role of leading and shepherding the local Catholic 
communities, given the social implications which – in China as in the rest of the world – 
this function has in the civil sphere as well as the spiritual. On the other hand, the Holy 
See follows the appointment of Bishops with special care since this touches the very heart 
of the life of the Church, inasmuch as the appointment of Bishops by the Pope is the 
guarantee of the unity of the Church and of hierarchical communion. For this reason 
the Code of Canon Law (cf. c. 1382) lays down grave sanctions both for the Bishop who 
freely confers episcopal ordination without an apostolic mandate and for the one who 
receives it: such an ordination in fact inflicts a painful wound upon ecclesial communion 
and constitutes a grave violation of canonical discipline. 
The Pope, when he issues the apostolic mandate for the ordination of a Bishop, exercises 
his supreme spiritual authority: this authority and this intervention remain within the 
strictly religious sphere. It is not, therefore, a question of a political authority, unduly 
asserting itself in the internal affairs of a State and offending against its sovereignty. 
The appointment of Bishops for a particular religious community is understood, also in 
international documents, as a constitutive element of the full exercise of the right to 
religious freedom [43]. The Holy See would desire to be completely free to appoint 
Bishops [44]; therefore, considering the recent particular developments of the Church in 
China, I trust that an accord can be reached with the Government so as to resolve certain 
questions regarding the choice of candidates for the episcopate, the publication of the 
appointment of Bishops, and the recognition – concerning civil effects where necessary – 
of the new Bishops on the part of the civil authorities. 
Finally, as to the choice of candidates for the episcopate, while knowing your difficulties 
in this regard, I would like to remind you that they should be worthy priests, respected 
and loved by the faithful, models of life in the faith, and that they should possess a certain 
experience in the pastoral ministry, so that they are equipped to address the burdensome 
responsibility of a Pastor of the Church [45]. Whenever it proves impossible within a 
diocese to find suitable candidates to occupy the episcopal see, the cooperation of 
Bishops in neighbouring dioceses can help to identify suitable candidates. 
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PART TWO 
GUIDELINES FOR PASTORAL LIFE 
Sacraments, governance of dioceses, parishes 
10. In recent times difficulties have emerged, linked to individual initiatives taken by 
Pastors, priests and lay faithful, who, moved by generous pastoral zeal, have not always 
respected the tasks or responsibilities of others. 
In this regard, the Second Vatican Council reminds us that, if on the one hand individual 
Bishops "as members of the episcopal college and legitimate successors of the Apostles, 
by Christ's arrangement and decree [are] bound to be solicitous for the entire Church", on 
the other hand they "exercise their pastoral office over the portion of the People of God 
assigned to them, not over other Churches nor over the Church universal" [46]. 
Moreover, faced with certain problems that have emerged in various diocesan 
communities during recent years, I feel it incumbent upon me to recall the canonical norm 
according to which every cleric must be incardinated in a particular Church or in an 
Institute of consecrated life and must exercise his own ministry in communion with the 
diocesan Bishop. Only for good reasons may a cleric exercise his ministry in another 
diocese, but always with the prior agreement of the two diocesan Bishops, that is, the 
Ordinary of the particular Church in which he is incardinated and the Ordinary of the 
particular Church for whose service he is destined [47]. 
In not a few situations, then, you have faced the problem of concelebration of the 
Eucharist. In this regard, I remind you that this presupposes, as conditions, profession of 
the same faith and hierarchical communion with the Pope and with the universal Church. 
Therefore it is licit to concelebrate with Bishops and with priests who are in communion 
with the Pope, even if they are recognized by the civil authorities and maintain a 
relationship with entities desired by the State and extraneous to the structure of the 
Church, provided – as was said earlier (cf. section 7 above, paragraph 8) – that this 
recognition and this relationship do not entail the denial of unrenounceable principles of 
the faith and of ecclesiastical communion. 
The lay faithful too, who are animated by a sincere love for Christ and for the Church, 
must not hesitate to participate in the Eucharist celebrated by Bishops and by priests who 
are in full communion with the Successor of Peter and are recognized by the civil 
authorities. The same applies for all the other sacraments. 
Concerning Bishops whose consecrations took place without the pontifical mandate yet 
respecting the Catholic rite of episcopal ordination, the resulting problems must always 
be resolved in the light of the principles of Catholic doctrine. Their ordination – as I have 
already said (cf. section 8 above, paragraph 12) – is illegitimate but valid, just as priestly 
ordinations conferred by them are valid, and sacraments administered by such Bishops 
and priests are likewise valid. Therefore the faithful, taking this into account, where the 
eucharistic celebration and the other sacraments are concerned, must, within the limits of 
the possible, seek Bishops and priests who are in communion with the Pope: nevertheless, 
where this cannot be achieved without grave inconvenience, they may, for the sake of 
their spiritual good, turn also to those who are not in communion with the Pope. 
I consider it opportune, finally, to point out to you what canonical legislation provides in 
order to help diocesan Bishops to carry out their respective pastoral duty. Every diocesan 
Bishop is invited to make use of indispensable instruments of communion and 
cooperation within the diocesan Catholic community: the diocesan curia, the presbyteral 
council, the college of consultors, the diocesan pastoral council and the diocesan finance 
council. These agencies express communion, they favour the sharing of common 
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responsibilities and are of great assistance to the Pastors, who can thus avail themselves 
of the fraternal cooperation of priests, consecrated persons and lay faithful. 
The same is true of the various councils that canon law provides for parishes: the parish 
pastoral council and the parish finance council. 
Both for dioceses and for parishes, particular attention must be devoted to the Church's 
temporal goods, moveable and immoveable, which must be legally registered in the civil 
sphere in the name of the diocese or parish and never in the name of individual persons 
(that is, the Bishop, parish priest or a group of the faithful). Meanwhile, the traditional 
pastoral and missionary guideline that can be neatly summarized in the principle: "nihil 
sine Episcopo"; retains all its validity. 
From the analysis of the problems outlined above, it emerges clearly that any real solution 
will be rooted in the promotion of communion, which draws its vigour and impetus, as 
from a source, from Christ, the icon of the Father's love. Charity, which is always above 
everything (cf. 1 Cor 13:1-12), will be the force and the criterion in pastoral work for the 
construction of an ecclesial community capable of making the Risen Christ present to 
modern man. 
Ecclesiastical provinces 
11. Numerous administrative changes have taken place in the civil sphere during the last 
fifty years. This has also involved various ecclesiastical circumscriptions, which have 
been eliminated or regrouped or have been modified in their territorial configuration on 
the basis of the civil administrative circumscriptions. In this regard, I wish to confirm that 
the Holy See is prepared to address the entire question of the circumscriptions and 
ecclesiastical provinces in an open and constructive dialogue with the Chinese Episcopate 
and – where opportune and helpful – with governmental authorities. 
Catholic communities 
12. I am well aware that the diocesan and parochial communities, spread over the vast 
Chinese territory, demonstrate a particular liveliness of Christian life, witness of faith and 
pastoral initiative. It is consoling for me to note that, despite past and present difficulties, 
the Bishops, priests, consecrated persons and lay faithful have maintained a profound 
awareness of being living members of the universal Church, in communion of faith and 
life with all the Catholic communities throughout the world. They know in their hearts 
what it means to be Catholic. And it is precisely from this Catholic heart that the 
commitment must likewise issue forth to make manifest and effective, both within 
individual communities and in relations between different communities, that spirit of 
communion, understanding and forgiveness which – as was said earlier (cf. section 5 
above, paragraph 4, and section 6) – is the visible seal of an authentic Christian life. I am 
sure that the Spirit of Christ, just as he helped the communities to keep the faith alive in 
time of persecution, will today help all Catholics to grow in unity. 
As I have already observed (cf. section 2 above, paragraph 1, and section 4, paragraph 1), 
members of Catholic communities in your country – especially Bishops, priests and 
consecrated persons – are unfortunately not yet allowed to live and to express fully and 
visibly certain aspects of their belonging to the Church and their hierarchical communion 
with the Pope, since free contact with the Holy See and with other Catholic communities 
in various countries is ordinarily impeded. It is true that in recent years the Church has 
enjoyed greater religious freedom than in the past. Nevertheless it cannot be denied that 
grave limitations remain that touch the heart of the faith and that, to a certain degree, 
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suffocate pastoral activity. In this regard I renew my earnest wish (cf. section 4 above, 
paragraphs 2, 3, 4) that in the course of a respectful and open dialogue between the Holy 
See and the Chinese Bishops on the one hand, and the governmental authorities on the 
other, the difficulties mentioned may be overcome and thus a fruitful understanding may 
be reached that will prove beneficial to the Catholic community and to social cohesion. 
Priests 
13. I would now like to address a special reflection and an invitation to priests – 
especially those ordained in recent years – who have undertaken the path of the pastoral 
ministry with such generosity. It seems to me that the current ecclesial and socio-political 
situation renders ever more urgent the need to draw light and strength from the well-
springs of priestly spirituality, which are God's love, the unconditional following of 
Christ, passion for proclamation of the Gospel, faithfulness to the Church and generous 
service of neighbour [48]. How can I fail to recall, in this regard, as an encouragement for 
all, the shining examples of Bishops and priests who, in the difficult years of the recent 
past, have testified to an unfailing love for the Church, even by the gift of their own lives 
for her and for Christ? 
My dear priests! You who bear "the burden of the day and the scorching heat" (Mt 20:12), 
who have put your hand to the plough and do not look back (cf. Lk 9:62): think of those 
places where the faithful are waiting anxiously for a priest and where for many years, 
feeling the lack of a priest, they have not ceased to pray for one to arrive. I know that 
among you there are confrères who have had to deal with difficult times and situations, 
adopting positions that cannot always be condoned from an ecclesial point of view and 
who, despite everything, want to return to full communion with the Church. In the spirit 
of that profound reconciliation to which my venerable predecessor repeatedly invited the 
Church in China [49], I turn now to the Bishops who are in communion with the 
Successor of Peter, so that with a paternal spirit they may evaluate these questions case 
by case and give a just response to that desire, having recourse – if necessary – to the 
Apostolic See. And, as a sign of this desired reconciliation, I think that there is no gesture 
more significant than that of renewing as a community – on the occasion of the priestly 
day of Holy Thursday, as happens in the universal Church, or on another occasion that 
might be considered more opportune – the profession of faith, as a witness to the full 
communion attained, for the edification of the Holy People of God entrusted to your 
pastoral care, and to the praise of the Most Holy Trinity. 
Furthermore, I realize that in China too, as in the rest of the Church, the need for an 
adequate ongoing formation of the clergy is emerging. Hence the invitation, addressed to 
you Bishops as leaders of ecclesial communities, to think especially of the young clergy 
who are increasingly subject to new pastoral challenges, linked to the demands of the task 
of evangelizing a society as complex as present-day Chinese society. Pope John Paul II 
reminded us of this: ongoing formation of priests "is an intrinsic requirement of the gift 
and sacramental ministry received; and it proves necessary in every age. It is particularly 
urgent today, not only because of rapid changes in the social and cultural conditions of 
individ- uals and peoples among whom priestly ministry is exercised, but also because of 
that 'new evangelization' which constitutes the essential and pressing task of the Church 
at the end of the second millennium" [50]. 
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Vocations and religious formation 
14. During the last fifty years, the Church in China has never lacked an abundant 
flowering of vocations to the priesthood and to consecrated life. For this we must thank 
the Lord, because it is a sign of vitality and a reason for hope. Moreover, in the course of 
the years, many indigenous religious congregations have emerged: Bishops and priests 
know from experience what an indispensable contribution women religious make to 
catechesis and to parish life in all its forms; moreover, care for the most needy, offered in 
cooperation with the local civil authorities, is an expression of that charity and service of 
neighbour that are the most credible witness of the power and vitality of the Gospel of 
Jesus. 
I am aware, however, that this flowering is accompanied, today, by not a few difficulties. 
The need therefore emerges both for more careful vocational discernment on the part of 
Church leaders, and for more in-depth education and instruction of aspirants to the 
priesthood and religious life. Notwithstanding the precariousness of the means available, 
for the future of the Church in China it will be necessary to take steps to ensure, on the 
one hand, particular attention in the care of vocations and, on the other hand, a more solid 
formation with regard to the human, spiritual, philosophical-theological and pastoral 
aspects, to be carried out in seminaries and religious institutes. 
In this regard, the formation for celibacy of candidates for the priesthood deserves 
particular mention. It is important that they learn to live and to esteem celibacy as a 
precious gift from God and as an eminently eschatological sign which bears witness to an 
undivided love for God and for his people, and configures the priest to Jesus Christ, Head 
and Bridegroom of the Church. This gift, in fact, in an outstanding way "expresses the 
priest's service to the Church in and with the Lord" [51] and has a prophetic value for 
today's world. 
As for the religious vocation, in the present context of the Church in China it is necessary 
that its two dimensions be seen ever more clearly: namely, on the one hand, the witness 
of the charism of total consecration to Christ through the vows of chastity, poverty and 
obedience, and on the other hand, the response to the demand to proclaim the Gospel in 
the socio- historical circumstances of the country today. 
The Lay Faithful and the Family 
15. In the most difficult periods of the recent history of the Catholic Church in China, the 
lay faithful, both as individuals and families and as members of spiritual and apostolic 
movements, have shown total fidelity to the Gospel, even paying a personal price for their 
faithfulness to Christ. My dear lay people, you are called, today too, to incarnate the 
Gospel in your lives and to bear witness to it by means of generous and effective service 
for the good of the people and for the development of the country: and you will 
accomplish this mission by living as honest citizens and by operating as active and 
responsible co-workers in spreading the word of God to those around you, in the country 
or in the city. You who in recent times have been courageous witnesses of the faith, must 
remain the hope of the Church for the future! This demands from you an ever more 
engaged participation in all areas of Church life, in communion with your respective 
Pastors. 
Since the future of humanity passes by way of the family, I consider it indispensable and 
urgent that lay people should promote family values and safeguard the needs of the 
family. Lay people, whose faith enables them to know God's marvellous design for the 
family, have an added reason to assume this concrete and demanding task: the family in 
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fact "is the normal place where the young grow to personal and social maturity. It is also 
the bearer of the heritage of humanity itself, because through the family, life is passed on 
from generation to generation. The family occupies a very important place in Asian 
cultures; and, as the Synod Fathers noted, family values like filial respect, love and care 
for the aged and the sick, love of children and harmony are held in high esteem in all 
Asian cultures and religious traditions" [52]. 
The above-mentioned values form part of the relevant Chinese cultural context, but also 
in your land there is no lack of forces that influence the family negatively in various 
ways. Therefore the Church which is in China, aware that the good of society and her 
own good are profoundly linked to the good of the family [53], must have a keener and 
more urgent sense of her mission to proclaim to all people God's plan for marriage and 
the family, ensuring the full vitality of each [54]. 
Christian initiation of adults 
16. The recent history of the Catholic Church in China has seen a large number of adults 
coming to the faith, thanks partly to the witness of the local Christian community. You, 
Pastors, are called to devote particular care to their Christian initiation via an appropriate 
and serious period of catechumenate aimed at helping them and preparing them to lead 
the life of Jesus' disciples. 
In this regard, I would mention that evangelization is never purely intellectual 
communication, but rather includes experience of life, purification and transformation of 
the whole of existence, and a journey in communion. Only in this way is a proper 
relationship established between thought and life. 
Looking then to the past, it is unfortunately the case that many adults have not always 
been sufficiently initiated into the complete truth of Christian life and have not even 
known the richness of the renewal brought by the Second Vatican Council. It therefore 
seems necessary and urgent to offer them a solid and thorough Christian formation, in the 
shape of a post-baptismal catechumenate[55]. 
 
The missionary vocation 
17. The Church, always and everywhere missionary, is called to proclaim and to bear 
witness to the Gospel. The Church in China must also sense in her heart the missionary 
ardour of her Founder and Teacher. 
Addressing young pilgrims on the Mount of the Beatitudes in the Holy Year 2000, John 
Paul II said: "At the moment of his Ascension, Jesus gave his disciples a mission and this 
reassurance: 'All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and 
make disciples of all nations ... and behold, I am with you always, until the end of the age' 
(Mt 28:18-20). For two-thousand years Christ's followers have carried out this mission. 
Now, at the dawn of the third millennium, it is your turn. It is your turn to go out into the 
world to preach the message of the Ten Commandments and the Beatitudes. When God 
speaks, he speaks of things which have the greatest importance for each person, for the 
people of the twenty-first century no less than those of the first century. The Ten 
Commandments and the Beatitudes speak of truth and goodness, of grace and freedom: of 
all that is necessary to enter into Christ's Kingdom" [56]. 
Now it is your turn, Chinese disciples of the Lord, to be courageous apostles of that 
Kingdom. I am sure that your response will be most generous. 
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CONCLUSION 
Revocation of faculties and of pastoral directives 
18. Considering in the first place some positive developments of the situation of the 
Church in China, and in the second place the increased opportunities and greater ease in 
communication, and finally the requests sent to Rome by various Bishops and priests, I 
hereby revoke all the faculties previously granted in order to address particular pastoral 
necessities that emerged in truly difficult times. 
Let the same be applied to all directives of a pastoral nature, past and recent. The 
doctrinal principles that inspired them now find a new application in the directives 
contained herein. 
A day of prayer for the Church in China 
19. Dear Pastors and all the faithful, the date 24 May could in the future become an 
occasion for the Catholics of the whole world to be united in prayer with the Church 
which is in China. This day is dedicated to the liturgical memorial of Our Lady, Help of 
Christians, who is venerated with great devotion at the Marian Shrine of Sheshan in 
Shanghai. 
I would like that date to be kept by you as a day of prayer for the Church in China. I 
encourage you to celebrate it by renewing your communion of faith in Jesus our Lord and 
of faithfulness to the Pope, and by praying that the unity among you may become ever 
deeper and more visible. I remind you, moreover, of the commandment that Jesus gave 
us, to love our enemies and to pray for those who persecute us, as well as the invitation of 
the Apostle Saint Paul: "First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, 
and thanksgivings be made for all men, for kings and all who are in high positions, that 
we may lead a quiet and peaceable life, godly and respectful in every way. This is good, 
and it is acceptable in the sight of God our Saviour, who desires all men to be saved and 
to come to the knowledge of the truth" (1 Tim 2:1-4). 
On that same day, the Catholics of the whole world – in particular those who are of 
Chinese origin – will demonstrate their fraternal solidarity and solicitude for you, asking 
the Lord of history for the gift of perseverance in witness, in the certainty that your 
sufferings past and present for the Holy Name of Jesus and your intrepid loyalty to his 
Vicar on earth will be rewarded, even if at times everything can seem a failure. 
Farewell 
20. At the conclusion of this Letter I pray that you, dear Pastors of the Catholic Church 
which is in China, priests, consecrated persons and lay faithful, may "rejoice, though now 
for a little while you may have to suffer various trials, so that the genuineness of your 
faith, more precious than gold which though perishable is tested by fire, may redound to 
praise and glory and honour at the revelation of Jesus Christ" (1 Pet 1:6-7). 
May Mary Most Holy, Mother of the Church and Queen of China, who at the hour of the 
Cross patiently awaited the morning of the Resurrection in the silence of hope, 
accompany you with maternal solicitude and intercede for all of you, together with Saint 
Joseph and the countless Holy Martyrs of China. 
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I assure you of my constant prayers and, with affectionate remembrance of the elderly, 
the sick, the children and young people of your noble Nation, I bless you from my heart. 
Given in Rome, at Saint Peter's, on 27 May, the Solemnity of Pentecost, in the year 2007, 
the third of my Pontificate. 
BENEDICTUS PP. XVI 
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LAMPIRAN C 
 
 Wawancara dengan Mahasiswa Indonesia yang pernah berada di Tiongkok. 
Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juli 2014. Biondi Sanda Sima.  
  
Peneliti              :Bisakah anda menceritakan pengalaman anda ketika anda berada di 
China? 
 
Narasumber  :Saya tidak beribadah di dalam gedung gereja. Saya ikut semacam 
perkumpulan yang diatur sama orang asing di sana. Saya ikut di tempat 
yang mayoritas afrika (kebanyak yang juga lagi belajar di China). 
Satunya lagi yang mayoritas Amerika (diatur sama para guru ekspatriat 
di sana).Jadi biasanya kami berkumpul selama satu jam, nyanyi lagu 
rohani, kesaksian, dan mendengarkan khotbah. Kadang disampaikan 
sama teman, kadang nonton video khotbah. Tidak ada pendetanya. 
Kami menyewakan satu ruangan meeting hotel yang tiap minggu 
dipakai ibadah. Warga negara asli China dilarang masuk. Kadang kami 
harus sampai diminta menunjukkan passport sebagai bukti bahwa 
memang bukan penduduk asli. 
 
Peneliti :Kenapa warga negara China dilarang? Dan kenapa anda ibadah di 
ruang meeting hotel? 
 
Narasumber :Karena memang tidak ada gereja di kota itu. Adanya satu tapi untuk 
katolik pemerintah. Warga lokal dilarang masuk karena takut dikira 
perkumpulan untuk menghasut warga melawan pemerintah. China 
memang takut akan hal yang seperti itu. 
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